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PRAKATA

Etika bisnis dan tanggung jawab sosial merupakan dua konsep yang 
saling berkaitan dalam dunia usaha. Etika bisnis mengacu pada prin-

sip-prinsip moral yang digunakan untuk membimbing perilaku perusahaan 
dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Etika ini mencakup keju-
juran, keadilan, transparansi, dan integritas dalam berbagai aspek bisnis, 
baik dalam hubungan dengan pelanggan, karyawan, mitra bisnis, maupun 
masyarakat secara luas. Dengan menerapkan etika bisnis yang baik, peru-
sahaan tidak hanya dapat menjaga reputasi dan kredibilitasnya, tetapi juga 
menciptakan lingkungan kerja yang sehat serta membangun kepercayaan 
dengan berbagai pemangku kepentingan.  

Penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam suatu peru-
sahaan dapat memberikan berbagai manfaat. Dari segi bisnis, perusahaan 
yang menjalankan bisnisnya secara etis dan bertanggung jawab akan lebih 
dipercaya oleh konsumen, investor, dan masyarakat luas. Kepercayaan ini 
dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, menarik lebih banyak investasi, 
serta memperkuat citra perusahaan di pasar. Selain itu, perusahaan yang 
aktif dalam kegiatan CSR cenderung memiliki hubungan yang lebih baik 
dengan komunitas sekitar sehingga dapat mengurangi risiko konflik sosial 
yang dapat menghambat operasional bisnis mereka.  

Namun, penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial tidak 
selalu mudah. Beberapa perusahaan menghadapi dilema antara mengejar 
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keuntungan maksimal dan menjalankan bisnis secara etis. Terkadang, 
tekanan untuk mencapai target keuangan dapat membuat perusahaan 
tergoda untuk mengabaikan prinsip-prinsip etika, seperti eksploitasi tenaga 
kerja, praktik korupsi, atau pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, 
penting bagi perusahaan untuk memiliki strategi dan solusi etika yang jelas 
serta mekanisme pengawasan yang efektif guna memastikan bahwa seluruh 
aspek operasionalnya tetap berada dalam koridor yang benar. 

Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat 
bagi akademisi, praktisi bisnis, mahasiswa, serta semua pihak yang terta-
rik dalam memahami dan menerapkan etika bisnis secara nyata. Semoga 
buku ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan menjadi 
kontribusi positif dalam pengembangan dunia bisnis yang lebih etis dan 
bertanggung jawab. 
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Pengertian Etika Bisnis
Dalam dunia bisnis, etika memegang peranan yang sangat penting untuk 
menjaga keberlangsungan usaha serta membangun kepercayaan dari berba-
gai pihak yang terlibat, baik itu pelanggan, mitra bisnis, maupun masyara-
kat luas. Bisnis yang dijalankan dengan mengedepankan etika akan lebih 
dihormati dan memiliki reputasi yang baik. Etika dalam bisnis bukan hanya 
sekadar mengikuti peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga mencermin-
kan nilai-nilai luhur yang berasal dari hati nurani, empati, serta norma yang 
berlaku di masyarakat. 

Secara sederhana, etika bisnis dapat diartikan sebagai cara-cara dalam 
menjalankan usaha dengan mempertimbangkan aspek moral dan nilai-nilai 
kebaikan. Etika ini mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan 
individu, perusahaan, industri, dan masyarakat. Dalam penerapannya, etika 
bisnis menuntut para pelaku usaha untuk bertindak secara adil, mengikuti 
hukum yang berlaku, serta tidak menyalahgunakan kekuasaan atau kedu-
dukan dalam dunia bisnis. 

Etika bisnis merupakan bidang studi yang secara khusus membahas 
mengenai standar moral yang benar dan salah dalam dunia usaha. Studi 
ini berfokus pada bagaimana standar moral diterapkan dalam kebijakan, 
institusi, dan perilaku bisnis. Dalam konteks ini, etika bisnis tidak hanya 
mengatur individu dalam pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup 
bagaimana organisasi bisnis secara keseluruhan menegakkan prinsip moral 
dalam setiap aspek operasionalnya. 

Salah satu hal yang membedakan etika bisnis dari peraturan hukum 
adalah cakupannya yang lebih luas. Jika hukum hanya mengatur aspek-
aspek tertentu dalam bisnis dan memberikan batasan minimal terhadap 
apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan maka etika bisnis melampaui 
standar tersebut dengan memberikan pedoman moral yang lebih tinggi. 
Dalam praktik bisnis, sering kali muncul wilayah abu-abu yang tidak diatur 
secara spesifik oleh hukum, tetapi tetap memerlukan pertimbangan etis 
(Ramzi, 2020: 32).

Lawrence dkk. (2005) mendefinisikan etika sebagai suatu konsepsi 
tentang perilaku benar dan salah. Etika memberikan panduan dalam 
menentukan apakah suatu tindakan bermoral atau tidak, terutama dalam 
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konteks hubungan kemanusiaan yang fundamental. Etika mencerminkan 
bagaimana seseorang berpikir dan bertindak terhadap orang lain, serta 
bagaimana ia mengharapkan perlakuan yang sama dari orang lain. Dengan 
kata lain, etika berfungsi sebagai pedoman dalam interaksi sosial yang adil 
dan bermartabat. 

Selain itu, David P. Baron (2005) menjelaskan bahwa etika bukan hanya 
tentang norma moral yang diterima secara umum, tetapi juga suatu pende-
katan sistematis dalam menilai moralitas. Pendekatan ini didasarkan pada 
proses penalaran, analisis, sintesis, dan refleksi yang mendalam. Dengan 
pendekatan tersebut, individu maupun organisasi dapat mengevaluasi 
setiap tindakan secara lebih objektif dan rasional sehingga keputusan yang 
diambil tidak hanya didasarkan pada kebiasaan atau nilai subjektif, tetapi 
juga melalui pertimbangan yang lebih matang. 

Sementara itu, Muslich (2004) mengemukakan bahwa dalam konteks 
bisnis, etika memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola akti-
vitas ekonomi. Etika bisnis dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang 
tata cara ideal dalam menjalankan bisnis yang memperhatikan norma 
serta moralitas secara universal maupun dalam aspek ekonomi dan sosial. 
Penerapan norma dan moralitas ini bertujuan untuk mendukung kelang-
sungan dan tujuan bisnis sehingga bisnis tidak hanya berorientasi pada 
keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek tanggung jawab sosial, 
keadilan, serta keberlanjutan (Niar dkk., 2023: 5).

Kesimpulannya, etika bisnis tidak hanya berorientasi pada kepatuhan 
terhadap hukum, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral, keadilan, 
dan tanggung jawab sosial. Bisnis yang beretika akan lebih dihormati, 
membangun kepercayaan dengan pelanggan, mitra, dan masyarakat, serta 
memiliki reputasi yang baik. Dengan pendekatan sistematis melalui anali-
sis dan refleksi, etika bisnis menjadi landasan dalam menciptakan praktik 
usaha yang berkelanjutan, bermartabat, serta berkontribusi positif bagi 
masyarakat dan lingkungan.

Sejarah Etika Bisnis
Pada awalnya, praktik bisnis di negara-negara Eropa sangat dipengaruhi 
oleh nilai-nilai moral dan hukum agama, khususnya ajaran gereja. Etika 
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bisnis pada masa itu didasarkan pada prinsip keadilan dan kepedulian terha-
dap sesama sehingga setiap transaksi ekonomi harus selaras dengan ajaran 
moral yang berlaku. Salah satu aspek yang sangat diatur dalam etika bisnis 
saat itu adalah larangan terhadap praktik membungakan uang atau riba. 

Para kapitalis pada masa itu menentang pembungaan uang karena 
dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap masyarakat, terutama bagi 
peminjam miskin yang menggunakan dana pinjaman untuk kebutuhan 
konsumsi. Konsumsi dianggap tidak memiliki batas, sehingga jika seseorang 
berutang untuk konsumsi tanpa adanya sumber penghasilan yang jelas 
maka hal itu hanya akan memperburuk kondisi ekonomi mereka. Kaum 
moralis atau agamawan mendorong para kapitalis untuk menanggung risiko 
usaha dengan membentuk kemitraan atau perkongsian daripada memper-
oleh keuntungan secara sepihak dari bunga pinjaman (Prihatminingtyas, 
2019: 4).

Seiring berjalannya waktu, pandangan mengenai praktik bisnis mulai 
mengalami perubahan, terutama dalam hal pemberian pinjaman berbunga. 
Para pemikir ekonomi dan etika mulai membedakan antara pinjaman yang 
digunakan untuk konsumsi dan pinjaman yang digunakan untuk investasi 
atau pengembangan usaha. Jika pinjaman dimanfaatkan untuk mening-
katkan produktivitas dan menciptakan nilai tambah dalam perekonomian 
maka praktik pembungaan uang dianggap dapat diterima. 

Dalam konteks ini, bunga pinjaman mulai diperbolehkan selama 
dana yang dipinjam digunakan untuk tujuan yang produktif dan dapat 
memberikan keuntungan ekonomi, baik bagi peminjam maupun pemberi 
pinjaman. Dengan adanya perubahan pemikiran ini, praktik bisnis pun 
mulai berkembang dari sekadar aktivitas ekonomi berbasis moral menjadi 
suatu sistem yang lebih kompleks serta berorientasi pada efisiensi dan 
pertumbuhan ekonomi. 

Seiring dengan perkembangan bisnis modern, para manajer perusa-
haan memiliki tanggung jawab yang semakin luas dalam mengelola peru-
sahaan secara etis. Etika bisnis tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap 
hukum dan norma sosial, tetapi juga melibatkan tanggung jawab terhadap 
berbagai pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, mitra 
bisnis, dan masyarakat luas. 
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Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan 
bisnis secara etis meliputi peningkatan produktivitas perusahaan, peman-
faatan sumber daya manusia secara optimal, serta tanggung jawab terhadap 
kesejahteraan karyawan. Para manajer harus memastikan bahwa lingkungan 
kerja yang diciptakan mendukung kesehatan dan kesejahteraan tenaga 
kerja sehingga karyawan dapat bekerja secara optimal serta meningkatkan 
produktivitas perusahaan. 

Indikator Etika Bisnis
Dalam dunia bisnis modern, kecenderungan untuk mengutamakan keun-
tungan material sering kali menyebabkan pemahaman yang sempit terhadap 
makna bisnis. Banyak pihak melihat bisnis hanya sebagai sarana untuk 
menumpuk kekayaan tanpa mempertimbangkan nilai etika dan tanggung 
jawab sosial. Padahal, bisnis bukan sekadar mesin pengganda modal, tetapi 
juga memiliki peran dalam menciptakan keseimbangan antara keuntungan 
dan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan perspektif etika, memperoleh keuntungan bukanlah sesu-
atu yang bertentangan dengan moralitas, melainkan suatu keharusan agar 
bisnis dapat bertahan dan berkembang. Keuntungan memungkinkan peru-
sahaan untuk menarik investor, menciptakan lapangan kerja, serta mening-
katkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat luas. Orientasi terhadap 
keuntungan harus diimbangi dengan prinsip-prinsip etika yang memastikan 
keberlanjutan bisnis secara adil dan bertanggung jawab (Mahmud, 2024: 
23).

Penerapan etika bisnis tidak hanya menjadi tanggung jawab pemimpin 
perusahaan, tetapi juga seluruh anggota organisasi. Etika bisnis harus dite-
rapkan dalam pengambilan keputusan, interaksi dengan pelanggan, serta 
hubungan dengan mitra bisnis dan masyarakat. Etika bisnis membantu 
menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung 
jawab sosial. Berbagai indikator dapat digunakan untuk menilai apakah 
suatu perusahaan atau individu telah menerapkan prinsip etika dalam 
kegiatan bisnisnya. 

Indikator-indikator ini mencerminkan aspek ekonomi, hukum, sosial, 
budaya, serta nilai-nilai agama yang mendasari praktik bisnis sehat dan 



ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL6

berkelanjutan. Mahmud (2024: 25) menjelaskan indikator-indikator etika 
bisnis menurut berbagai perspektif sebagai berikut.
1.	 Indikator etika bisnis menurut perspektif ekonomi 

Indikator utama etika bisnis adalah efisiensi pengelolaan sumber 
daya. Secara ekonomi, bisnis yang etis mengelola sumber daya dengan 
baik untuk menghindari dampak negatif bagi masyarakat. Efisiensi 
mencakup profitabilitas, keberlanjutan bahan baku, praktik ramah 
lingkungan, dan distribusi yang adil. Misalnya, perusahaan beretika 
menghindari eksploitasi berlebihan yang merusak lingkungan atau 
memicu ketidakseimbangan sosial.

2.	 Indikator etika bisnis berdasarkan peraturan khusus 
Indikator etika bisnis mencakup kepatuhan terhadap regulasi industri, 
baik dari pemerintah, asosiasi bisnis, maupun perjanjian kontraktual. 
Pelaku bisnis yang etis menaati aturan yang berlaku, seperti dalam 
industri makanan dan minuman, di mana perusahaan harus memas-
tikan produknya memenuhi standar keamanan pangan dan bebas dari 
bahan berbahaya.

3.	 Indikator etika bisnis berdasarkan hukum 
Perusahaan harus mematuhi regulasi industri dan norma hukum yang 
lebih luas sebagai acuan etika bisnis. Bisnis yang etis tidak melanggar 
hukum, menghindari korupsi, monopoli merugikan, dan eksploi-
tasi tenaga kerja. Kepatuhan hukum mencerminkan komitmen pada 
keadilan dan keseimbangan, bukan sekadar mencari keuntungan.

4.	 Indikator etika bisnis berdasarkan ajaran agama 
Etika bisnis sering dikaitkan dengan ajaran agama yang menekankan 
kejujuran, keadilan, dan keseimbangan. Pelaku bisnis yang berpegang 
pada nilai keagamaan berusaha bersikap adil dan tidak merugikan 
orang lain. Misalnya, Islam melarang riba karena merugikan pihak 
lemah, sementara ajaran Kristen menekankan kasih dan keadilan. 
Dengan menerapkan nilai-nilai agama, bisnis tidak hanya meraih 
keuntungan finansial, tetapi juga keberkahan jangka panjang.

5.	 Indikator etika bisnis berdasarkan nilai budaya 
Etika bisnis mencakup penghormatan terhadap nilai budaya dan adat 
setempat. Perusahaan yang beretika mengakomodasi norma sosial, 
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menjaga hubungan baik dengan masyarakat, dan mendukung kegi-
atan budaya. Misalnya, bisnis di daerah dengan kearifan lokal harus 
berkontribusi dalam melestarikan tradisi, bukan mengabaikannya.

6.	 Indikator etika bisnis berdasarkan integritas individu 
Etika bisnis bergantung pada integritas individu yang menjalankannya. 
Pelaku bisnis yang jujur dan adil berkomitmen untuk tidak merugikan 
pihak lain. Integritas tecermin dalam persaingan, kewajiban terhadap 
pelanggan, serta interaksi dengan mitra dan karyawan. Kejujuran dan 
transparansi menjadi kunci bisnis yang berkelanjutan dan tepercaya.

Etika bisnis merupakan aspek yang sangat penting dalam menjalankan 
suatu usaha. Berbagai indikator dapat digunakan untuk menilai apakah 
suatu perusahaan atau individu telah menjalankan bisnis secara etis, terma-
suk dalam hal efisiensi ekonomi, kepatuhan terhadap peraturan dan hukum, 
penerapan nilai-nilai agama dan budaya, serta integritas individu. Dengan 
menerapkan prinsip-prinsip etika dalam bisnis, perusahaan tidak hanya 
memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga membangun reputasi yang 
baik serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan 
sekitarnya.

Relativisme Etika dan Bisnis
Dalam dunia bisnis yang semakin global, perbedaan budaya menjadi 
tantangan para manajer dalam mengambil keputusan etis. Berbagai negara 
memiliki standar moral dan nilai yang berbeda sehingga manajer sering 
menghadapi dilema ketika harus menyesuaikan praktik bisnis dengan 
norma yang berlaku di wilayah tertentu. Standar etika yang dianggap wajar 
di satu negara bisa jadi bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut di 
negara lain. Perbedaan ini menimbulkan perdebatan mengenai penerapan 
etika dalam bisnis, khususnya terkait relativisme etika. 

Salah satu contoh konkret dari perbedaan standar etika dalam bisnis 
adalah praktik nepotisme. Di banyak negara Asia, nepotisme atau pengu-
tamaan anggota keluarga dalam urusan bisnis dianggap sebagai hal yang 
lumrah, bahkan dipandang sebagai bentuk loyalitas dan strategi memper-
tahankan keberlanjutan usaha keluarga. Sebaliknya di negara-negara 
Barat, nepotisme dianggap sebagai sesuatu yang tidak etis karena dinilai 
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menghambat prinsip meritokrasi dan keadilan dalam kesempatan kerja 
(Trevino dan Nelson, 2021). 

Selain nepotisme, praktik pemberian hadiah dalam dunia bisnis juga 
menjadi contoh bagaimana perbedaan etika dapat muncul di berbagai 
negara. Di beberapa budaya, memberikan hadiah kepada mitra bisnis 
dianggap sebagai bentuk penghargaan dan tanda terima kasih atas kerja 
sama yang telah terjalin. Namun di negara lain, praktik semacam ini dapat 
dikategorikan sebagai suap atau korupsi, terutama jika hadiah tersebut 
memengaruhi keputusan bisnis secara tidak adil. 

Demikian pula dengan diskriminasi gender dalam dunia bisnis. Di 
beberapa negara, perempuan masih menghadapi hambatan struktural untuk 
menduduki posisi kepemimpinan dalam perusahaan, terutama karena 
kurangnya regulasi yang melindungi hak perempuan dalam dunia kerja. 
Perbedaan standar moral dan nilai etika di berbagai masyarakat ini menjadi 
dasar dari teori relativisme etika (ethical relativism theory). 

Etika relativisme merupakan teori yang menyatakan bahwa suatu 
perilaku dapat dikategorikan benar atau salah, etis atau tidak, berdasarkan 
opini dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pandangan ini mene-
kankan bahwa tidak ada standar moral yang bersifat mutlak karena setiap 
individu maupun kelompok memiliki perspektif etis yang berbeda-beda. 
Dalam konteks ini, sikap relativisme tidak hanya mempertimbangkan 
nilai-nilai yang berkembang di lingkungan sekitar, tetapi juga bagaimana 
individu membentuk pemahamannya sendiri terhadap standar moral yang 
ada (Effendi dan Nuraini, 2019: 506).

Dalam praktiknya, etika relativisme menegaskan bahwa seseorang 
harus mengikuti norma dan nilai moral yang berlaku di masyarakat tempat 
ia tinggal. Hal ini berarti bahwa suatu tindakan yang dianggap benar di satu 
masyarakat mungkin dianggap salah di masyarakat lain. Contohnya dalam 
beberapa budaya, praktik pemberian hadiah sebagai bentuk apresiasi dalam 
bisnis dianggap wajar, sementara di negara lain hal ini dipandang sebagai 
bentuk suap yang tidak etis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa etika dalam 
suatu komunitas sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan hukum 
yang berlaku di lingkungan tersebut. 
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Keberagaman nilai dalam masyarakat juga memengaruhi bagai-
mana seseorang memandang konsep moralitas dalam interaksi sosial. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Yulianto (2015), etika dalam masyarakat 
bisa saja memiliki perbedaan yang signifikan sehingga pertimbangan etis 
dalam hubungan antar-individu menjadi sangat kompleks. Dalam hal ini, 
ada pandangan yang menyatakan bahwa seseorang sebaiknya diberikan 
kebebasan untuk membentuk standar moral pribadinya sendiri. 

Dalam era globalisasi, etika relativisme semakin relevan dalam mema-
hami interaksi antarbudaya di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam 
dunia bisnis, politik, dan sosial. Misalnya, perusahaan multinasional harus 
memahami perbedaan nilai etika di berbagai negara agar dapat beroperasi 
dengan baik tanpa melanggar norma setempat. Begitu juga dalam hubungan 
diplomatik, pemahaman terhadap etika relativisme dapat membantu negara-
negara dalam menjalin kerja sama yang harmonis meskipun memiliki latar 
belakang moral yang berbeda. 

Meskipun teori relativisme etika menawarkan perspektif yang menarik, 
teori ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, beberapa standar moral 
dapat ditemukan secara universal di berbagai komunitas. Misalnya nilai 
kejujuran, keadilan, dan larangan terhadap pencurian atau pembunuhan 
adalah norma yang hampir selalu dihormati di berbagai budaya. Kedua, 
meskipun terdapat perbedaan pandangan moral di berbagai masyarakat, 
pengajaran etika dalam bisnis tidak bertujuan untuk memaksakan standar 
moral dari satu budaya ke budaya lain, tetapi untuk memahami dan meng-
hormati keberagaman etika yang ada (Said, 2020: 10). Ketiga, meskipun 
teori relativisme etika menekankan kepatuhan terhadap norma komunitas, 
individu dan perusahaan tetap perlu analisis kritis agar keputusan yang 
diambil lebih bijaksana. 

Dalam dunia bisnis global, mengikuti norma lokal tanpa mempertim-
bangkan etika universal dapat memicu tindakan yang tidak adil atau tidak 
transparan. Oleh karena itu, selain menyesuaikan dengan standar yang 
berlaku, penting untuk mempertimbangkan nilai moral yang lebih luas, 
seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial guna menjaga integritas serta 
kepercayaan masyarakat.

Meskipun etika bersifat relatif dalam beberapa aspek, namun pembel-
ajaran tentang etika tetap diperlukan, terutama dalam dunia bisnis global 
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yang melibatkan interaksi antarnegara dengan sistem nilai yang berbeda-
beda. Dalam era perdagangan bebas, pemahaman mengenai etika bisnis 
lintas budaya menjadi sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman 
serta membangun hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Oleh 
karena itu, para pelaku bisnis harus memiliki wawasan etika yang luas agar 
dapat mengambil keputusan tepat dalam berbagai situasi dan lingkungan 
budaya yang beragam.
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BAB II
PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS
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Prinsip Otonomi
Prinsip otonomi dalam dunia bisnis menekankan pada kemampuan indi-
vidu untuk mengambil keputusan dan bertindak secara mandiri berdasar-
kan kesadaran dan pertimbangan matang mengenai apa yang dianggapnya 
baik dan benar. Otonomi bukan hanya sekadar kebebasan untuk bertindak, 
tetapi juga mencerminkan tanggung jawab dalam setiap keputusan yang 
diambil. Seorang pelaku bisnis yang berpegang teguh pada prinsip ini akan 
selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakannya, baik terhadap 
perusahaan, karyawan, pelanggan, maupun masyarakat secara luas.

Seorang pelaku bisnis yang otonom akan memastikan bahwa kepu-
tusan yang diambil tidak hanya menguntungkan dari sisi finansial, tetapi 
juga mencerminkan integritas serta prinsip-prinsip moral yang kuat. 
Pelaku bisnis tidak akan bertindak semata-mata demi kepentingan pribadi 
atau keuntungan jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan 
aspek keberlanjutan, kesejahteraan karyawan, serta kepuasan pelanggan. 
Kesadaran ini memungkinkan pelaku bisnis untuk berpikir lebih jauh 
dan mengembangkan strategi bisnis lebih holistik sehingga tidak hanya 
fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada dampak sosial dan 
lingkungan (Nahdi dan Mukhlis, 2023: 191).

Pelaku bisnis yang memiliki kesadaran tinggi terhadap keputusan dan 
tindakan akan lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan serta mampu 
beradaptasi dengan perubahan pasar dan perkembangan teknologi. Pelaku 
bisnis tidak hanya bertindak berdasarkan tren atau tekanan eksternal, tetapi 
juga dengan analisis mendalam serta visi jelas tentang arah yang ingin dica-
pai. Menurut Prihatminingtyas (2019: 34), sebuah bisnis yang beroperasi 
berdasarkan prinsip otonomi memiliki beberapa ciri utama. 
1.	 Mengetahui bidang kegiatan yang ditekuni

Setiap pelaku bisnis yang otonom harus mengetahui bidang kegiatan 
yang ditekuni. Pemahaman yang mendalam tentang industri atau sektor 
bisnis yang dijalankan menjadi kunci keberhasilan dalam bersaing dan 
berkembang. Hal ini mencakup pemahaman mengenai proses bisnis 
yang dilakukan, strategi kompetitif yang diterapkan, serta faktor-faktor 
eksternal dan internal yang memengaruhi keberlanjutan usaha.
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2.	 Mengetahui situasi yang dihadapi
Pelaku bisnis yang memiliki prinsip otonomi harus mengetahui situasi 
yang dihadapi. Mereka harus senantiasa melakukan analisis mendalam 
terhadap lingkungan internal maupun eksternal perusahaan sehingga 
mampu menyesuaikan strategi dengan perkembangan yang ada. Situasi 
pasar yang selalu berubah, dinamika persaingan yang ketat, kebijakan 
ekonomi yang fluktuatif, hingga perubahan regulasi merupakan bebe-
rapa faktor yang harus dipahami secara mendalam.

3.	 Mengetahui apa yang diharapkan dari bidang usaha yang ditekuni
Pelaku bisnis yang memiliki prinsip otonomi harus mengetahui situasi 
yang dihadapi. Mereka harus senantiasa melakukan analisis mendalam 
terhadap lingkungan internal maupun eksternal perusahaan sehingga 
mampu menyesuaikan strategi dengan perkembangan yang ada. Situasi 
pasar yang selalu berubah, dinamika persaingan yang ketat, kebijakan 
ekonomi yang fluktuatif, hingga perubahan regulasi merupakan bebe-
rapa faktor yang harus dipahami secara mendalam.

4.	 Mengetahui tuntutan dan aturan dalam bidang usaha
bisnis yang dijalankan secara otonom tetap harus mengetahui tuntutan 
dan aturan yang berlaku. Dalam menjalankan usaha, kepatuhan terha-
dap berbagai regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh peme-
rintah dan lembaga terkait menjadi suatu keharusan. Hal ini meliputi 
aspek hukum, standar operasional dalam industri tertentu, regulasi 
perpajakan, hingga kepatuhan terhadap kebijakan lingkungan dan 
ketenagakerjaan. 

5.	 Menyadari dan memahami keputusan yang diambil
Pelaku bisnis yang otonom harus sadar dan mengetahui akan kepu-
tusan serta tindakan yang akan diambil. Dalam dunia bisnis, setiap 
keputusan yang dibuat akan berpengaruh terhadap berbagai aspek 
dalam perusahaan, mulai dari aspek keuangan, operasional, sumber 
daya manusia, hingga citra perusahaan di mata publik. Oleh karena itu, 
pelaku usaha harus berhati-hati dalam menentukan langkah strategis 
dan tidak boleh sembarangan dalam mengambil keputusan. 

6.	 Sadar dan mengetahui akan risiko yang timbul
Pelaku bisnis yang otonom juga harus sadar dan mengetahui akan 
risiko yang timbul dari setiap keputusan yang diambil. Dalam dunia 



ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL14

bisnis, tidak ada keputusan yang sepenuhnya bebas dari risiko. Setiap 
pilihan yang dibuat selalu memiliki potensi baik dan buruk bagi indi-
vidu, perusahaan, maupun pihak lain yang berkepentingan. Pelaku 
bisnis yang otonom harus mempertimbangkan risiko-risiko tersebut 
secara cermat sebelum mengambil keputusan dan menyiapkan strategi 
mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi. 

7.	 Menyadari implikasi moral dalam keputusan dan tindakan
Selain mempertimbangkan aspek ekonomi dan hukum, pelaku bisnis 
yang otonom juga harus sadar dan mengetahui bahwa keputusan serta 
tindakan yang diambil bisa sesuai atau bertentangan dengan norma 
moral. Dalam menjalankan bisnis, tidak hanya aspek profit yang harus 
menjadi perhatian utama, tetapi juga etika serta nilai-nilai moral yang 
berlaku di masyarakat. Keputusan bisnis yang tidak memperhatikan 
aspek moral dapat merusak reputasi perusahaan serta menurunkan 
tingkat kepercayaan pelanggan dan mitra usaha.

Prihatminingtyas (2019: 35) menjelaskan bahwa untuk menjalankan 
bisnis dengan prinsip otonomi yang benar, terdapat beberapa persyaratan 
yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku bisnis. 
1.	 Kebebasan dalam mengambil keputusan

Otonomi dalam bisnis mengharuskan pelaku usaha memiliki kebe-
basan dalam menentukan langkah-langkah strategis tanpa tekanan 
yang tidak perlu dari pihak eksternal. Namun, kebebasan ini harus 
tetap berada dalam koridor hukum dan etika. 

2.	 Kebebasan bertindak dengan keputusan tepat waktu
Selain kebebasan dalam mengambil keputusan, pelaku bisnis juga 
harus memiliki keleluasaan dalam mengeksekusi keputusan tersebut 
sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Keputusan yang tepat, 
tetapi diimplementasikan pada waktu yang salah dapat mengakibatkan 
kegagalan bisnis. 

3.	 Dilandasi oleh tanggung jawab
Kebebasan dalam bisnis tidak boleh disalahgunakan untuk melakukan 
tindakan yang merugikan pihak lain. Setiap keputusan yang diambil 
harus selalu dilandasi tanggung jawab moral dan profesional.
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Prinsip otonomi dalam bisnis memberikan kebebasan bagi pelaku 
usaha untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan pertim-
bangan sendiri. Namun, kebebasan ini harus selalu diimbangi dengan tang-
gung jawab moral dan profesional. Dengan menerapkan prinsip otonomi 
secara benar, bisnis dapat berkembang dengan tetap menjaga keseimbangan 
antara keuntungan, kepatuhan hukum, serta nilai-nilai etika. 

Seorang pelaku bisnis yang otonom harus memahami bidang yang 
mereka tekuni, menyadari risiko dan konsekuensi dari tindakan yang 
diambil, serta selalu bertindak berdasarkan prinsip etika yang baik. Dengan 
demikian, bisnis yang dijalankan tidak hanya sukses secara ekonomi, tetapi 
juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat secara 
keseluruhan.

Prinsip Kejujuran
Kejujuran merupakan sifat terpuji yang harus dimiliki setiap individu seba-
gai bentuk tanggung jawab moral terhadap nilai-nilai agama dan norma 
masyarakat. Sifat kejujuran perlu ditanamkan sejak dini agar seseorang 
terbiasa bersikap jujur dalam setiap aspek kehidupan. Dalam dunia bisnis, 
prinsip kejujuran adalah nilai fundamental yang tidak dapat diabaikan. 
Kejujuran merupakan modal dasar atau aset yang sangat berharga dalam 
mendukung keberhasilan perusahaan. 

Tanpa adanya kejujuran, sebuah bisnis akan kesulitan dalam memba-
ngun kepercayaan dengan berbagai pihak, baik itu pelanggan, karyawan, 
pemasok, maupun mitra bisnis lainnya. Kejujuran menjadi kunci utama 
dalam membangun hubungan jangka panjang dan berkelanjutan dalam 
ekosistem bisnis yang semakin kompetitif. Kejujuran dalam bisnis menca-
kup berbagai aspek, mulai dari transparansi dalam komunikasi, kepatuhan 
terhadap perjanjian dan kontrak, penyampaian informasi yang benar terkait 
produk dan layanan, hingga hubungan yang adil dan etis dengan pesaing 
serta karyawan. 

Bisnis yang menerapkan prinsip kejujuran secara konsisten akan lebih 
mudah memperoleh kepercayaan dari pasar, menciptakan reputasi yang 
baik, serta meningkatkan loyalitas pelanggan dan karyawan. Dalam dunia 
yang terus berkembang, di mana persaingan semakin ketat dan tantangan 
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semakin kompleks, perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran 
akan lebih mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang (Messi 
dan Harapan, 2017: 280).

Secara umum, kegiatan bisnis terdiri dari dua aspek utama, yaitu 
produksi dan penjualan. Kedua kegiatan ini dapat dilakukan secara bersa-
maan dalam satu perusahaan atau dilakukan secara terpisah oleh perusa-
haan yang hanya berfokus pada salah satu aspek tersebut. Namun, terlepas 
dari bentuk struktur bisnisnya, kejujuran tetap menjadi prinsip utama 
yang harus diterapkan dalam seluruh aspek operasional perusahaan. 
Prihatminingtyas (2019: 38) menjelaskan bahwa prinsip kejujuran bisnis 
dapat diterapkan dalam berbagai aspek berikut. 
1.	 Perjanjian kontrak kerja

Kontrak kerja merupakan dokumen penting yang mengatur kerja sama 
antara berbagai pihak dalam dunia bisnis. Dokumen ini memuat kese-
pakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk 
perusahaan dengan tenaga kerja, mitra bisnis, pemasok, maupun 
distributor. Kejujuran dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak 
kerja menjadi faktor krusial untuk menghindari penyimpangan atau 
penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. 

Penerapan kontrak kerja yang transparan dan konsekuen sangat 
penting dalam menjaga kepercayaan dan kelangsungan bisnis. Syarat-
syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak harus dipenuhi oleh semua 
pihak tanpa adanya penyimpangan. Jika terjadi pelanggaran, penyele-
saiannya harus dilakukan secara adil agar tidak menimbulkan perse-
lisihan yang berlarut-larut. Kegagalan perusahaan dalam mematuhi 
perjanjian yang telah disepakati tidak hanya akan merugikan pihak 
yang terdampak secara langsung, tetapi juga berdampak buruk pada 
reputasi bisnis dalam jangka panjang sehingga mengurangi keperca-
yaan mitra bisnis dan pelanggan.

2.	 Penawaran barang dan jasa
Kepercayaan adalah pondasi bisnis yang penting untuk mencipta-
kan dan mempertahankan pelanggan. Kepercayaan berarti kesediaan 
untuk bergantung pada pihak lain dengan harapan tindakan mereka 
menguntungkan pelanggan. Kepercayaan yang tinggi meningkatkan 
kepuasan dan loyalitas pelanggan sehingga bisnis dapat berkembang 
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secara berkelanjutan. Perusahaan harus memastikan bahwa produk 
atau jasa yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan kualitas yang 
telah dijanjikan (Mahendra, 2018: 1).

Kejujuran dalam memberikan informasi menjadi kunci utama 
membangun hubungan baik dengan pelanggan. Setiap klaim terkait 
manfaat, bahan, atau keunggulan produk harus didasarkan pada fakta 
yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika perusahaan melakukan mani-
pulasi informasi, seperti pengiklanan yang menyesatkan atau pencan-
tuman data palsu maka pelanggan berisiko merasa tertipu. Hal ini tidak 
hanya menimbulkan ketidakpuasan, tetapi juga dapat menyebabkan 
hilangnya loyalitas pelanggan. 

Di era digital saat ini, transparansi semakin menjadi tuntutan 
dalam dunia bisnis. Penyebaran informasi melalui media sosial dan 
platform daring memungkinkan konsumen dengan mudah berbagi 
pengalaman, baik positif maupun negatif. Jika sebuah perusahaan 
tidak jujur dalam menyampaikan informasi mengenai produknya maka 
dampaknya bisa langsung dirasakan dalam bentuk ulasan negatif yang 
tersebar luas. Hal ini berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan 
karena calon pelanggan cenderung mencari dan mempertimbangkan 
ulasan sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk atau meng-
gunakan jasa tertentu. 

Untuk menghindari risiko tersebut, perusahaan harus berko-
mitmen pada prinsip keterbukaan dan integritas dalam setiap aspek 
bisnisnya. Selain menjaga kualitas produk dan layanan, perusahaan 
juga perlu aktif berkomunikasi dengan pelanggan, menanggapi keluhan 
dengan profesional, serta memastikan bahwa setiap informasi yang 
disampaikan kepada publik benar-benar akurat. 

3.	 Hubungan dengan perusahaan lain
Dalam dunia bisnis, sebuah perusahaan tidak dapat berdiri sendiri 
tanpa menjalin hubungan dengan pihak lain. Keberlangsungan operasi-
onal suatu bisnis sering kali bergantung pada kerja sama dengan berba-
gai entitas, termasuk pesaing, distributor, dan pemasok. Hubungan 
yang baik dengan pihak-pihak ini akan membantu menciptakan ekosis-
tem bisnis yang lebih stabil dan produktif. 
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Dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan lain, prinsip keju-
juran harus tetap menjadi pedoman utama. Pesaing sebaiknya tidak 
dipandang sebagai musuh, tetapi sebagai rekan yang dapat memberi-
kan inspirasi dan motivasi dalam meningkatkan kualitas produk serta 
layanan. Persaingan yang sehat berbasis prinsip win-win solution akan 
menciptakan lingkungan bisnis yang lebih dinamis, di mana setiap 
pihak mendapatkan manfaat yang adil. 

Selain itu, kejujuran juga harus diterapkan dalam hubungan dengan 
mitra usaha lainnya, seperti distributor dan pemasok. Perusahaan harus 
memastikan bahwa setiap transaksi dan kesepakatan yang dilakukan 
dilandasi oleh keterbukaan serta transparansi. Ketidaksesuaian atau 
penyimpangan dalam kontrak harus dikomunikasikan secara jujur 
dan diselesaikan dengan cara yang adil agar tidak merugikan salah 
satu pihak. 

4.	 Hubungan dengan tenaga kerja
Tenaga kerja merupakan aset berharga bagi sebuah perusahaan 
yang berperan penting dalam mencapai keberhasilan bisnis. Tanpa 
tenaga kerja yang berkualitas dan berdedikasi, perusahaan tidak akan 
mampu menjalankan operasionalnya secara optimal. Perusahaan 
harus memperlakukan karyawan dengan baik serta menjunjung tinggi 
prinsip kejujuran dalam setiap aspek hubungan kerja. Kejujuran dalam 
pengelolaan tenaga kerja tidak hanya menciptakan kepercayaan antara 
perusahaan dan karyawan, tetapi juga membantu membangun ling-
kungan kerja yang harmonis dan produktif. 

Salah satu bentuk kejujuran di lingkungan kerja adalah keterbu-
kaan dalam menyampaikan informasi tentang hak dan tanggung jawab 
karyawan. Perusahaan perlu menjelaskan secara jelas isi kontrak kerja, 
sistem pembayaran gaji, tunjangan, serta kebijakan yang menyangkut 
kesejahteraan karyawan. Gaji yang diberikan harus sesuai dengan 
kesepakatan serta mengikuti standar yang berlaku di industri agar 
karyawan merasa dihargai atas kerja dan kontribusinya. 

Selain itu, pemberian kompensasi yang wajar untuk lembur atau 
pekerjaan tambahan merupakan bentuk penghargaan terhadap usaha 
ekstra yang telah diberikan oleh karyawan. Jika perusahaan mampu 
bersikap transparan dan adil maka karyawan akan lebih termotivasi 
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untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan loyalitas. Tidak hanya dalam 
aspek finansial, perusahaan juga harus memastikan bahwa karyawan 
mendapatkan jaminan kesejahteraan yang memadai. Jaminan tersebut 
dapat berupa asuransi kesehatan, cuti yang layak, serta kesempatan 
untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan dan pengem-
bangan karier.

Prinsip kejujuran adalah fondasi utama dalam dunia bisnis. Tanpa 
kejujuran, sebuah perusahaan akan kesulitan untuk membangun keper-
cayaan, menjalin hubungan bisnis yang sehat, serta mempertahankan 
loyalitas pelanggan dan karyawan. Perusahaan harus menjadikan kejujuran 
sebagai nilai inti yang diterapkan dalam setiap aspek operasional bisnisnya. 
Dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, perusahaan tidak hanya dapat 
mencapai kesuksesan jangka pendek, tetapi juga membangun bisnis yang 
berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di masa depan.

Prinsip Tidak Berniat Jahat
Prinsip tidak berniat jahat merupakan salah satu prinsip fundamental dalam 
menjalankan bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Prinsip ini berkaitan 
erat dengan prinsip kejujuran, di mana setiap tindakan yang dilakukan oleh 
perusahaan, baik oleh manajer maupun seluruh karyawan harus berlandas-
kan niat yang baik serta tidak merugikan pihak lain. Dalam dunia bisnis 
yang kompetitif, terkadang ada godaan untuk mengambil jalan pintas demi 
mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. 

Kejujuran bisnis mencerminkan integritas perusahaan dalam bero-
perasi, baik dalam hubungan dengan konsumen, mitra bisnis, investor, 
maupun masyarakat luas. Ketika prinsip kejujuran diterapkan dengan 
konsisten maka praktik-praktik bisnis yang tidak etis, seperti manipulasi 
data keuangan, penipuan dalam pemasaran, eksploitasi tenaga kerja, dan 
berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya dapat diminimalisir 
atau bahkan dihilangkan. Manajemen yang memiliki integritas tinggi akan 
memastikan bahwa seluruh keputusan bisnis diambil dengan memper-
timbangkan aspek moral dan etika, bukan sekadar mengejar keuntungan 
semata. 
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Selain itu, penerapan prinsip tidak berniat jahat juga berdampak pada 
kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Konsumen cenderung lebih memilih 
produk atau layanan dari perusahaan yang memiliki reputasi baik dan 
beroperasi dengan transparansi. Jika suatu perusahaan terbukti melakukan 
praktik bisnis yang curang, seperti menyembunyikan informasi penting 
atau memberikan janji-janji palsu dalam pemasaran maka kepercayaan 
pelanggan akan hilang. Hal ini berdampak merugikan bagi kelangsungan 
usaha (Sumaryati, 2014: 4).

Tidak hanya dalam hubungan dengan pelanggan, prinsip ini juga 
sangat penting dalam interaksi internal perusahaan. Manajer dan pemimpin 
perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan bersifat 
adil dan tidak merugikan karyawan. Transparansi dalam pemberian gaji, 
tunjangan, serta sistem promosi yang berbasis prestasi adalah beberapa 
bentuk penerapan prinsip tidak berniat jahat dalam lingkungan kerja. 

Jika karyawan merasa bahwa mereka diperlakukan dengan adil dan 
tidak ada unsur manipulasi atau eksploitasi dalam kebijakan perusahaan 
maka motivasi dan produktivitas kerja akan meningkat sehingga berdam-
pak positif pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Penerapan prinsip 
tidak berniat jahat bukan hanya tentang kepatuhan terhadap regulasi atau 
hukum yang berlaku, tetapi juga tentang membangun budaya bisnis yang 
etis, berintegritas, dan bertanggung jawab. 

Dengan menjadikan prinsip ini sebagai bagian dari nilai inti perusa-
haan maka bisnis tidak hanya dapat berkembang secara finansial, tetapi 
juga memperoleh reputasi yang baik dan mendapatkan kepercayaan dari 
berbagai pihak. Sebuah bisnis yang berlandaskan kejujuran dan niat baik 
akan lebih tahan terhadap tantangan serta memiliki peluang lebih besar 
untuk bertahan dan sukses dalam jangka panjang.

Prinsip Keadilan
Keadilan merupakan suatu konsep yang bersifat abstrak dan telah menjadi 
perdebatan panjang dalam berbagai bidang ilmu, terutama filsafat, hukum, 
dan etika. Keabstrakan keadilan muncul karena makna dan penerapannya 
dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang yang digunakan. 
Dalam upaya untuk mewujudkan keadilan, penting untuk memahami 
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esensi dan cakupan keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan definisi 
yang setidaknya mendekati pemahaman universal mengenai keadilan dan 
dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hakikatnya.

Definisi keadilan memiliki keberagaman yang luas serta dipengaruhi 
oleh perspektif yang berbeda dari para ahli hukum dan filsuf. Dalam sejarah 
pemikiran filsafat, keadilan telah menjadi salah satu konsep fundamental 
yang banyak dikaji dan diinterpretasikan dengan berbagai cara. Salah satu 
filsuf besar yang memberikan pandangan mendalam mengenai keadilan 
adalah Aristoteles. Dalam karyanya yang berjudul Retorica, Aristoteles 
membedakan keadilan ke dalam dua macam, yaitu keadilan distributif 
(justitia distributiva) dan keadilan kumulatif (justitia cummulativa). Kedua 
jenis keadilan ini memiliki implikasi yang berbeda dalam kehidupan berma-
syarakat, khususnya dalam sistem hukum dan ekonomi (Laming, 2021: 270).

Dalam konteks bisnis, prinsip keadilan memiliki implikasi luas, mulai 
dari penetapan harga yang wajar, pembayaran upah yang adil, hingga prak-
tik kompetisi yang sehat di pasar. Dengan menerapkan prinsip ini, perusa-
haan tidak hanya menciptakan hubungan yang harmonis dengan pelanggan, 
pemasok, pemilik modal, dan karyawan, tetapi juga meningkatkan reputasi 
serta keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Selain itu, keadilan dalam 
bisnis harus diperhatikan dari berbagai sudut pandang, termasuk moral, 
etika, hukum, dan ekonomi.

Prinsip keadilan dalam bisnis mengacu pada penerapan standar yang 
sama bagi seluruh pemangku kepentingan agar tidak terjadi diskriminasi 
atau penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan pihak tertentu. Dalam 
konteks ini, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan.
1.	 Penetapan harga jual yang layak terhadap konsumen

Perusahaan harus menetapkan harga produk atau jasa yang mencer-
minkan nilai sebenarnya dengan mempertimbangkan biaya produksi, 
permintaan pasar, dan daya beli konsumen. Penetapan harga yang adil 
menghindari eksploitasi dalam situasi kelangkaan serta memastikan 
transparansi tanpa menyembunyikan biaya tambahan. Praktik ini 
membangun kepercayaan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan 
mendukung keberlanjutan bisnis.
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2.	 Penetapan harga beli yang layak terhadap pemasok
Pemasok harus diberikan harga yang wajar atas barang atau jasa yang 
mereka sediakan guna memastikan kelangsungan usaha dan menjaga 
keseimbangan dalam rantai pasok. Jika harga yang ditetapkan terlalu 
rendah, hal ini dapat menghambat keberlanjutan operasional pemasok 
dan berdampak negatif pada kualitas serta ketersediaan produk atau 
layanan yang ditawarkan. 

3.	 Penetapan keuntungan yang wajar terhadap pemilik perusahaan
Keuntungan perusahaan harus diperoleh secara etis tanpa merugikan 
pihak lain, baik melalui eksploitasi tenaga kerja, manipulasi harga 
pasar, maupun praktik bisnis tidak adil lainnya. Pemilik modal harus 
menyadari bahwa keseimbangan antara pencapaian keuntungan dan 
tanggung jawab sosial merupakan faktor penting dalam menjaga 
keberlanjutan serta reputasi bisnis di masyarakat.

4.	 Penetapan upah yang layak terhadap karyawan
Karyawan harus menerima upah yang layak sesuai dengan kontribusi 
mereka terhadap perusahaan serta berdasarkan standar yang berlaku di 
industri terkait sehingga kesejahteraan tetap terjamin. Prinsip keadilan 
dalam pembayaran upah tidak hanya mencakup jumlah gaji pokok 
yang diberikan, tetapi juga mempertimbangkan aspek lain seperti 
tunjangan kesehatan, jaminan sosial, insentif kerja, serta perlindungan 
tenaga kerja agar tidak terjadi eksploitasi. 

Dalam sudut pandang moral dan etika, pencarian keuntungan meru-
pakan hal yang wajar dalam bisnis, asalkan tidak dilakukan dengan cara 
yang merugikan pihak lain. Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk 
menghormati hak dan kepentingan orang lain serta beroperasi dengan 
integritas dan tanggung jawab. Beberapa aspek moral dan etika yang harus 
diperhatikan dalam penerapan prinsip keadilan dalam bisnis meliputi 
hal-hal sebagai berikut.
1.	 Menepati janji dan komitmen

Menepati janji dan menjalankan komitmen merupakan prinsip penting 
dalam etika bisnis. Prinsip ini mencerminkan kejujuran dan membantu 
membangun hubungan yang langgeng dengan semua pihak terlibat. 
Crane dan Matten (2016: 75) menyatakan bahwa perusahaan yang 
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selalu menepati janjinya akan mendapat kepercayaan dari pelanggan 
dan investor. Sebaliknya, jika janji tidak ditepati maka reputasi peru-
sahaan bisa rusak dan kepercayaan masyarakat bisa hilang.

2.	 Menjaga kepercayaan dan reputasi
Kepercayaan merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. 
Jika kepercayaan hilang maka sulit untuk mendapatkannya kembali. 
Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga kejujuran dan bertindak 
dengan terbuka serta bertanggung jawab. Treviño dan Nelson (2016: 
112) menjelaskan bahwa reputasi sebuah bisnis sangat dipengaruhi oleh 
seberapa konsisten perusahaan menjalankan etika, termasuk bersikap 
jujur, memberikan informasi secara terbuka, dan mematuhi aturan 
yang berlaku. Keterbukaan seperti menyajikan laporan keuangan yang 
benar dan tidak melakukan iklan yang menipu sangat membantu dalam 
menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan. 

3.	 Mematuhi norma moral dan agama
Etika bisnis tidak hanya tentang kepatuhan hukum, tetapi juga harus 
selaras dengan norma moral dan agama. Bisnis yang berlandaskan 
nilai-nilai lebih berkelanjutan dan didukung oleh komunitas serta 
pelanggan yang peduli etika. Menurut Fernando (2021: 136), perusa-
haan yang menerapkan prinsip moral dan keagamaan lebih diterima 
masyarakat karena menunjukkan kepedulian terhadap nilai kemanu-
siaan, seperti dalam Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan 
amanah. 

Dalam sudut pandang ekonomi, prinsip keadilan bertujuan untuk 
menciptakan efisiensi dan kesejahteraan dalam sistem ekonomi. Beberapa 
aspek penting dalam ekonomi yang berkaitan dengan prinsip keadilan 
meliputi hal-hal sebagai berikut.
1.	 Efisiensi dalam bisnis

Prinsip keadilan dalam dunia bisnis membantu menciptakan efisiensi 
ekonomi dengan memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digu-
nakan untuk kepentingan perusahaan dan masyarakat. Para pengusaha 
perlu menggunakan bahan baku secara bijak, memakai teknologi yang 
ramah lingkungan, dan menjalankan proses produksi secara bertang-
gung jawab agar bisnis bisa terus berjalan dalam jangka panjang. Selain 
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itu, prinsip keadilan juga berarti memberikan gaji yang layak kepada 
pekerja, mendistribusikan produk secara adil, dan melakukan perda-
gangan dengan cara yang jujur. 

2. Persaingan pasar yang sehat
Kompetisi yang sehat dalam pasar bebas mendorong inovasi, pening-
katan kualitas produk, dan harga yang lebih kompetitif bagi konsumen. 
Praktik bisnis yang adil juga mencegah monopoli yang dapat memba-
tasi pilihan dan merugikan pelaku usaha kecil. Dengan regulasi yang
mendukung persaingan sehat, perusahaan terdorong untuk berino-
vasi, meningkatkan efisiensi, serta berkontribusi pada pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan.

3. Good business practices
Bisnis yang baik (good business) bukan hanya menghasilkan keun-
tungan, tetapi juga yang memberikan dampak positif bagi masyarakat
dan lingkungan. Prinsip keadilan dalam bisnis memastikan bahwa
profit diperoleh tanpa merugikan pihak lain dengan praktik seperti
pembayaran upah layak, penggunaan bahan berkelanjutan, dan kepe-
dulian sosial. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis dan tanggung
jawab sosial akan membangun reputasi baik, memperkuat hubungan
dengan pemangku kepentingan, serta lebih berkelanjutan dan kompe-
titif dalam jangka panjang (Prihatminingtyas, 2019: 40).

Prinsip keadilan dalam bisnis adalah aspek fundamental yang menca-
kup keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam interaksi bisnis. Prinsip 
ini harus diterapkan dalam berbagai aspek, seperti penetapan harga, keun-
tungan, upah karyawan, dan hubungan dengan pemangku kepentingan.

Sudut pandang moral dan etika menekankan pentingnya kejujuran 
dan integritas dalam bisnis, sementara hukum memberikan regulasi yang 
memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Dari sisi 
ekonomi, prinsip keadilan berperan dalam menciptakan efisiensi dan 
kesejahteraan dalam sistem ekonomi. Oleh karena itu, implementasi prin-
sip keadilan dalam bisnis sangat penting untuk keberlanjutan usaha serta 
membangun kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan.
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Prinsip Hormat pada Diri Sendiri
Prinsip hormat terhadap diri sendiri merupakan salah satu nilai fundamen-
tal dalam etika bisnis yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap 
orang lain sebagaimana menghargai diri sendiri. Prinsip ini menuntut setiap 
individu, baik pemilik bisnis, karyawan, maupun pemangku kepentingan 
lainnya untuk bertindak dengan integritas, kejujuran, dan rasa tanggung 
jawab dalam menjalankan aktivitas bisnis. 

Dalam dunia bisnis, prinsip ini juga berkaitan erat dengan bagaimana 
perusahaan menjaga nama baiknya. Reputasi perusahaan tidak hanya 
bergantung pada kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, tetapi juga 
bagaimana perilaku etis diterapkan dalam seluruh aspek operasional. Setiap 
keputusan bisnis yang diambil harus mencerminkan nilai-nilai moral dan 
tanggung jawab sosial agar tidak hanya menguntungkan secara finansial, 
tetapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan 
(Sumaryati, 2022: 61).

Perusahaan yang memiliki citra baik cenderung lebih dipercaya oleh 
konsumen, investor, dan mitra bisnis. Sebaliknya, apabila suatu perusahaan 
atau individu dalam organisasi melakukan tindakan yang tidak etis, seperti 
pelanggaran hukum, praktik korupsi, atau eksploitasi tenaga kerja maka 
kepercayaan publik akan menurun drastis, bahkan dapat mengancam 
keberlanjutan bisnis tersebut. Prinsip hormat terhadap diri sendiri tidak 
hanya berlaku bagi individu, tetapi juga harus menjadi nilai yang dianut 
oleh perusahaan secara keseluruhan. 

Selain itu, penerapan prinsip ini juga berkaitan dengan kepatuhan 
terhadap standar profesionalisme dan etika kerja. Karyawan yang memiliki 
rasa hormat terhadap diri sendiri akan bekerja dengan dedikasi, menjaga 
integritas, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan 
maupun dirinya sendiri. Hal ini menciptakan budaya kerja yang positif di 
dalam organisasi yang akan berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis 
secara lebih berkelanjutan. 

Prinsip Saling Menguntungkan
Prinsip saling menguntungkan merupakan salah satu pilar utama dalam 
etika bisnis yang menekankan pentingnya keseimbangan antara keuntungan 
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perusahaan dan manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Dalam dunia 
bisnis yang kompetitif, setiap perusahaan berusaha untuk memperoleh 
keuntungan sebesar-besarnya. Namun, keberhasilan sebuah bisnis tidak 
hanya diukur dari seberapa besar profit yang dihasilkan, tetapi juga dari 
sejauh mana bisnis tersebut mampu menciptakan hubungan yang adil dan 
saling menguntungkan bagi semua pihak, seperti pelanggan, mitra bisnis, 
karyawan, serta masyarakat luas. 

Prinsip ini mendorong adanya perlakuan yang setara bagi semua pelaku 
bisnis. Setiap perusahaan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk 
berkembang, bersaing, serta memperoleh keuntungan yang layak. Dengan 
kata lain, prinsip ini menghindari praktik-praktik bisnis yang merugikan 
pihak lain, seperti monopoli, eksploitasi tenaga kerja, atau penetapan 
harga yang tidak adil. Sebaliknya, bisnis yang menerapkan prinsip saling 
menguntungkan akan lebih mengutamakan transparansi, keadilan dalam 
bertransaksi, serta membangun kemitraan yang sehat dan berkelanjutan 
(Nahdi dan Mukhlis, 2023: 191).

Penerapan prinsip saling menguntungkan juga menciptakan iklim 
bisnis yang lebih stabil dan harmonis. Dalam suatu ekosistem bisnis yang 
sehat, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tertindas sehingga 
kepercayaan antara perusahaan dan pemangku kepentingan dapat terus 
terjaga. Konsumen akan lebih loyal terhadap perusahaan yang berkomitmen 
memberikan produk dan layanan berkualitas dengan harga yang wajar, 
sementara mitra bisnis dan karyawan akan lebih termotivasi untuk bekerja 
sama dalam mencapai tujuan bersama. 

Contohnya dalam hubungan antara perusahaan dan pemasok, prinsip 
saling menguntungkan berarti perusahaan tidak hanya berusaha menda-
patkan harga termurah dari pemasok, tetapi juga memastikan bahwa pema-
sok mendapatkan pembayaran adil serta kondisi kerja yang layak. Hal ini 
tidak hanya meningkatkan kualitas kerja sama jangka panjang, tetapi juga 
mendorong keberlanjutan bisnis di seluruh rantai pasokan. Demikian pula 
dalam hubungan dengan karyawan, perusahaan yang adil dalam membe-
rikan upah, fasilitas, dan kesempatan pengembangan karier akan memiliki 
tenaga kerja yang lebih loyal dan produktif.
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Model Organisasi Rasional 
Dalam etika organisasi, Velasquez (2018) mengemukakan tiga model orga-
nisasi yang memiliki hubungan erat dengan prinsip-prinsip etika. Salah satu 
model tersebut adalah model organisasi rasional (rational organization) 
yang memiliki karakteristik utama berupa struktur hierarki formal serta 
hubungan kontraktual yang jelas antara pemberi kerja (employer) dan 
tenaga kerja (employee). Model ini menekankan bahwa setiap individu 
dalam organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan 
sesuai dengan ketentuan yang disepakati. 

Dalam model organisasi rasional, hubungan antara pemberi kerja dan 
tenaga kerja didasarkan pada kesepakatan yang saling mengikat. Pemberi 
kerja berkewajiban menyediakan kompensasi yang adil dalam bentuk gaji 
serta kondisi kerja yang layak bagi karyawannya. Sebaliknya, tenaga kerja 
bertanggung jawab untuk menaati aturan dan kebijakan organisasi guna 
mencapai tujuan bersama. Keberhasilan model ini sangat bergantung pada 
kepatuhan terhadap norma-norma etika yang berlaku di lingkungan kerja. 

Namun, terdapat berbagai bentuk pelanggaran etika yang dapat terjadi 
dalam sistem organisasi rasional. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering 
terjadi adalah ketidakpatuhan tenaga kerja terhadap aturan organisasi. 
Misalnya, seorang pegawai yang berada dalam posisi konflik kepentingan 
tetap melanjutkan penilaian atau pengambilan keputusan yang dapat meme-
ngaruhi hasil secara tidak objektif. Penerimaan hadiah atau imbalan dalam 
bentuk apa pun yang dapat memengaruhi keputusan juga dianggap sebagai 
tindakan tidak etis (Said, 2020: 136).

Selain itu, tenaga kerja juga memiliki kewajiban untuk menjaga keraha-
siaan informasi perusahaan. Membocorkan informasi yang bersifat rahasia, 
baik kepada pihak eksternal maupun kepada individu yang tidak berkepen-
tingan dapat mengancam keberlangsungan organisasi dan menimbulkan 
dampak negatif bagi banyak pihak. Etika kerja dalam model organisasi 
rasional menuntut adanya sikap profesionalisme dan kepatuhan terhadap 
kode etik yang telah ditetapkan oleh organisasi. 

Tidak hanya tenaga kerja, pihak pemberi kerja juga memiliki tang-
gung jawab etis dalam menjaga keseimbangan hubungan kerja. Salah satu 
kewajiban utama pemberi kerja adalah memberikan upah yang layak dan 
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sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kegagalan dalam membayar 
gaji atau membayar di bawah upah minimum merupakan pelanggaran 
terhadap prinsip keadilan dalam hubungan kerja. Pemberi kerja harus 
menjamin keselamatan dan keamanan lingkungan kerja bagi karyawannya. 
Jika terdapat potensi risiko dalam lingkungan kerja, tenaga kerja berhak 
untuk mendapatkan informasi mengenai risiko tersebut serta mendapatkan 
perlindungan yang memadai. 

Model Organisasi Politis 
Model organisasi politis (political organization) menggambarkan organisasi 
sebagai arena di mana berbagai kelompok dan individu bersaing untuk 
memperoleh kekuasaan dan mengamankan kepentingan. Tidak seperti 
model organisasi rasional yang menekankan struktur formal dan hubungan 
kontraktual yang terdefinisi dengan jelas, model organisasi politis lebih 
realistis dalam mencerminkan dinamika yang sebenarnya terjadi dalam 
organisasi. Setiap organisasi hampir selalu memiliki unsur persaingan 
internal, baik antar-individu maupun antarkelompok yang berusaha meme-
ngaruhi keputusan dan arah kebijakan organisasi. 

Dalam model organisasi politis, terdapat konsep koalisi kekuasaan 
di mana kelompok-kelompok dalam organisasi membentuk aliansi guna 
memperkuat posisi dan memperoleh kendali atas pengambilan keputusan. 
Persaingan antarkoalisi ini menciptakan berbagai sumber kekuatan yang 
dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu 
(Kaufman, 1964). Dengan adanya kelompok-kelompok yang memiliki 
kepentingan berbeda, proses pengambilan keputusan dalam organisasi 
tidak hanya berdasarkan rasionalitas semata, tetapi juga dipengaruhi oleh 
negosiasi, kompromi, serta strategi-strategi politis yang digunakan oleh 
masing-masing pihak. 

Salah satu aspek penting dalam model organisasi politis adalah peng-
gunaan taktik kekuatan dalam mencapai tujuan. Individu atau kelompok 
dalam organisasi dapat menggunakan berbagai cara untuk memperoleh 
dukungan, seperti membangun jaringan, melakukan lobi, atau bahkan 
memanipulasi informasi agar kepentingannya lebih diutamakan. Meskipun 
persaingan ini dapat meningkatkan dinamika dan inovasi dalam organisasi, 
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jika tidak dikelola dengan baik maka dapat berujung pada konflik yang 
merugikan serta menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif. 

Secara etika, tidak semua bentuk taktik politis dalam organisasi dapat 
dibenarkan. Taktik politis hanya dianggap etis apabila memenuhi beberapa 
kriteria, seperti memberikan manfaat sosial, tidak melanggar hak-hak 
individu lain, mendatangkan hasil yang wajar dan adil, serta tidak meru-
sak hubungan dan kepedulian antar-individu dalam organisasi. Misalnya, 
membangun jejaring profesional dan memperjuangkan kebijakan yang 
lebih baik melalui jalur komunikasi terbuka merupakan taktik politis yang 
dapat diterima secara etis (Said, 2020: 139).

Sebaliknya, tindakan seperti menyebarkan informasi yang menyesat-
kan, melakukan praktik nepotisme, atau menggunakan kekuasaan untuk 
menekan pihak lain merupakan bentuk taktik yang tidak sesuai dengan 
prinsip etika bisnis. Selain itu, penerapan model organisasi politis menuntut 
adanya mekanisme pengawasan yang ketat agar persaingan dalam orga-
nisasi tetap berada dalam batas yang wajar. Organisasi perlu menerapkan 
sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan, serta 
memastikan bahwa kepentingan kolektif tetap diutamakan di atas kepen-
tingan individu atau kelompok tertentu. 

Dengan kata lain, model organisasi politis memang lebih sesuai dalam 
menggambarkan bagaimana organisasi sebenarnya beroperasi dibanding-
kan dengan model organisasi rasional yang lebih idealis. Namun, agar 
model ini tetap berjalan dengan baik dan tidak menciptakan ketidakadilan 
atau konflik yang merugikan maka prinsip-prinsip etika harus dijadikan 
landasan dalam setiap bentuk interaksi dan persaingan di dalam organisasi.

Model Organisasi Peduli 
Model organisasi peduli (caring organization) merupakan konsep organisasi 
yang menempatkan kepedulian terhadap karyawan sebagai nilai utama 
dalam operasionalnya. Organisasi dengan model ini tidak hanya berfokus 
pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan individu yang menjadi 
bagian dari organisasi tersebut. 

Hubungan interpersonal yang dibangun di dalamnya lebih menekan-
kan aspek kemanusiaan, di mana organisasi memperlakukan karyawannya 
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dengan empati, perhatian, dan dukungan yang lebih dari sekadar kepen-
tingan produktivitas. Dalam model ini, kepedulian bukan hanya alat untuk 
meningkatkan kinerja karyawan, melainkan tujuan utama organisasi itu 
sendiri. 

Dalam penerapannya, organisasi peduli menunjukkan karakteristik 
yang menekankan nilai-nilai seperti empati, kepercayaan, komunikasi 
terbuka, serta perhatian terhadap kebutuhan individu. Organisasi yang 
menerapkan model ini biasanya memberikan fleksibilitas kepada karyawan 
dalam menyeimbangkan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, menye-
diakan lingkungan kerja yang suportif, serta memperhatikan kesejahteraan 
mental dan fisik karyawan. 

Namun, meskipun model organisasi peduli memiliki banyak manfaat, 
terdapat tantangan etika yang menyertainya. Dalam beberapa kasus, 
kepedulian terhadap sesama karyawan dapat menimbulkan dilema etika. 
Misalnya, seseorang mungkin memiliki kepedulian yang besar terhadap 
rekan kerjanya yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum. Dalam situ-
asi ini, seseorang dapat menghadapi dilema antara melaporkan pelanggaran 
tersebut demi keadilan atau tetap diam demi melindungi rekan kerjanya 
(Said, 2020: 140).

Selain itu, organisasi yang terlalu peduli terhadap karyawannya dapat 
menghadapi risiko besar dalam keberlangsungan operasionalnya. Dalam 
beberapa kasus, organisasi yang memiliki rasa kasihan yang berlebihan 
terhadap pekerjanya dapat mengalami kesulitan dalam mengambil kepu-
tusan sulit yang mungkin diperlukan untuk menjaga kelangsungan bisnis. 
Misalnya, ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan memer-
lukan pengurangan tenaga kerja, organisasi yang terlalu peduli mungkin 
enggan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) meskipun hal itu 
diperlukan. 

Di sisi lain, model organisasi peduli juga harus mempertimbangkan 
kepentingan stakeholder lainnya, seperti pelanggan, investor, dan masya-
rakat luas. Jika perusahaan hanya berfokus pada kepedulian terhadap 
karyawan tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan bisnis maka hal 
ini dapat berdampak negatif pada semua pihak yang terlibat. Organisasi 
yang menerapkan model ini harus tetap memiliki strategi yang jelas dalam 
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mengelola sumber daya manusia secara efektif tanpa mengorbankan kese-
imbangan antara kepedulian dan rasionalitas bisnis.
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Pengertian Good Corporate Governance
Istilah corporate governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury 
Committee pada tahun 1992 melalui laporan yang dikenal sebagai Cadbury 
Report. Laporan ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan praktik 
tata kelola perusahaan di seluruh dunia. Sebelum adanya Cadbury Report, 
konsep corporate governance belum memiliki standar yang jelas dan univer-
sal. Namun dengan dirilisnya laporan ini, berbagai negara mulai menyadari 
pentingnya mekanisme tata kelola perusahaan yang baik untuk menjaga 
transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. 

Cadbury Report menjadi referensi utama bagi banyak regulasi dan 
pedoman corporate governance yang dikembangkan di berbagai negara, 
termasuk di Indonesia melalui penerapan prinsip-prinsip good corporate 
governance (GCG). Cadbury Committee (1992) mendefinisikan corpo-
rate governance sebagai sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan 
mengendalikan perusahaan. Corporate governance bukan hanya sekadar 
aturan atau pedoman yang bersifat administratif, melainkan juga mencakup 
aspek-aspek strategis dalam pengelolaan perusahaan. 

Corporate governance berperan dalam memastikan bahwa perusahaan 
dikelola dengan cara yang bertanggung jawab, etis, dan sesuai dengan 
kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk peme-
gang saham, manajemen, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. 
Dengan adanya sistem corporate governance yang baik, perusahaan dapat 
menghindari berbagai risiko seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, 
dan ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya (Dwiridotjahjono, 
2009: 103).

Corporate governance sering kali dipertahankan dalam bahasa aslinya 
tanpa diterjemahkan ke dalam kosa kata Indonesia. Hal ini disebabkan 
oleh belum adanya padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia yang 
dapat sepenuhnya mencerminkan makna dalam istilah tersebut. Meskipun 
demikian, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengadaptasi istilah ini 
agar lebih mudah dipahami dalam konteks nasional. Salah satu alternatif 
yang sering digunakan adalah istilah ‘tata kelola’ yang dianggap sebagai 
terjemahan paling mendekati konsep governance dalam bahasa Inggris. 
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Tata kelola mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan sistem 
pengelolaan dan pengendalian perusahaan secara lebih luas. Hal ini menca-
kup aspek kebijakan, regulasi, serta etika bisnis yang menjadi dasar bagi 
pengelolaan perusahaan yang baik dan bertanggung jawab. Menurut 
berbagai pakar, tata kelola merupakan istilah yang dapat menggambarkan 
makna dari governance karena di dalamnya terkandung unsur pengendalian 
(control) dan pengaturan (regulate). Dengan kata lain, tata kelola mencer-
minkan bagaimana suatu organisasi, khususnya perusahaan diatur serta 
dikendalikan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip 
yang telah ditetapkan. 

Dalam konteks corporate governance, tata kelola tidak hanya berkaitan 
dengan struktur kepemimpinan perusahaan, tetapi juga dengan sistem 
yang mengatur hubungan antara pemegang saham, direksi, manajemen, 
dan pemangku kepentingan lainnya. Sistem ini berfungsi untuk memasti-
kan bahwa keputusan yang diambil dalam suatu perusahaan tidak hanya 
menguntungkan sekelompok pihak tertentu, tetapi juga mempertimbang-
kan kesejahteraan semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan 
tersebut. 

Menurut Daniri (2005), tata kelola perusahaan yang baik (good corpo-
rate governance) adalah pola hubungan, sistem, dan proses yang dijalan-
kan oleh organ-organ perusahaan. Ia menjelaskan bahwa tata kelola yang 
baik mencakup tiga hal utama. Pertama, adanya struktur yang menjaga 
hubungan seimbang dan harmonis antara dewan komisaris, direksi, rapat 
umum pemegang saham (RUPS), dan pihak-pihak terkait lainnya. Kedua, 
diterapkannya sistem pengawasan dan keseimbangan kewenangan (check 
and balance) untuk mencegah kesalahan dalam pengelolaan serta penya-
lahgunaan aset perusahaan. Ketiga, adanya proses yang terbuka dan jelas 
dalam penetapan tujuan, pencapaian target, dan evaluasi kinerja perusahaan 
(Sudarmanto dkk., 2021: 4).

Menurut Bank Dunia, good corporate governance (GCG) didefinisikan 
sebagai seperangkat aturan, standar, dan organisasi dalam bidang ekonomi 
yang mengatur bagaimana pemilik perusahaan, direktur, serta manajer 
menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap investor, baik pemegang 
saham maupun kreditur. GCG menetapkan secara jelas rincian tugas, 
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wewenang, serta pertanggungjawaban setiap pihak dalam perusahaan untuk 
memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. 

Syakhroza (2003) mendefinisikan good corporate governance (GCG) 
sebagai mekanisme tata kelola organisasi yang baik dalam mengelola sumber 
daya secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif dengan berlandaskan 
prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta 
keadilan untuk mencapai tujuan organisasi. GCG mencakup dua meka-
nisme utama, yaitu mekanisme internal dan eksternal. Dengan adanya 
keseimbangan antara kedua mekanisme ini, organisasi dapat beroperasi 
dengan lebih efektif, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepen-
tingan, serta menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkelanjutan 
(Wibowo, 2010: 129).

Prinsip Good Corporate Governance
Good corporate governance merupakan seperangkat aturan, prinsip, serta 
mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola 
dengan baik dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, 
termasuk pemegang saham, manajemen, karyawan, pelanggan, pemasok, 
dan masyarakat luas. Perusahaan berskala besar dan kecil memerlukan 
penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik guna mencapai 
keberlanjutan usaha, meningkatkan nilai perusahaan, serta membangun 
kepercayaan publik terhadap operasional perusahaan. 

Dalam penerapan good corporate governance, terdapat lima prinsip 
utama yang harus diterapkan oleh setiap perusahaan, baik perusahaan besar 
maupun kecil. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, 
responsibilities, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran (Kuswandi, 
2014: 1). Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut.
1.	 Transparansi (transparency)

Transparansi menekankan keterbukaan perusahaan dalam menye-
diakan informasi material dan relevan bagi pemangku kepentingan. 
Tujuannya adalah menjaga objektivitas bisnis dan memastikan akses 
mudah terhadap laporan keuangan, kinerja, serta kebijakan perusa-
haan. Informasi yang disampaikan mencakup aspek wajib serta faktor 
lain yang memengaruhi keputusan pemegang saham dan stakeholder.
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2.	 Akuntabilitas (accountability)
Akuntabilitas menuntut perusahaan bertanggung jawab atas kinerjanya 
secara transparan dan adil. Pengelolaan harus mengikuti aturan yang 
jelas dengan sistem pengawasan ketat agar berjalan sesuai kepentingan 
perusahaan dan stakeholders. Keputusan manajemen harus memiliki 
dasar kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara struktur 
organisasi dan pembagian tugas harus jelas. Akuntabilitas yang baik 
meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat.

3.	 Tanggung jawab (responsibility)
Tanggung jawab menuntut perusahaan mematuhi hukum dan menja-
lankan tanggung jawab sosialnya. Prinsip ini terkait dengan corporate 
social responsibility (CSR), di mana perusahaan berkontribusi dalam 
pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lingkungan, dan pemba-
ngunan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan harus memastikan opera-
sionalnya sesuai dengan hukum dan etika bisnis. Dengan menerapkan 
tanggung jawab, perusahaan dapat menjaga kesinambungan usaha dan 
membangun citra positif.

4.	 Independensi (independency)
Independensi dalam good corporate governance memastikan penge-
lolaan perusahaan bebas dari intervensi yang tidak adil. Setiap organ 
perusahaan harus menjalankan perannya tanpa tekanan eksternal atau 
internal yang tidak berkepentingan langsung. Prinsip ini menekankan 
pengambilan keputusan yang adil, objektif, dan berdasarkan pertim-
bangan bisnis yang rasional.

5.	 Kesetaraan dan kewajaran (fairness and equality)
Prinsip kesetaraan dan kewajaran dalam good corporate governance 
menekankan perlakuan adil bagi semua pemangku kepentingan. Hak 
pemegang saham, manajemen, karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis 
harus dipenuhi tanpa diskriminasi. Prinsip ini juga mencakup penghor-
matan terhadap hak individu dalam karier, keuntungan, dan keputusan 
strategis sehingga tercipta lingkungan bisnis yang sehat.

Good corporate governance merupakan fondasi utama dalam memba-
ngun perusahaan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab. 
Dengan menerapkan lima prinsip utama, perusahaan dapat memastikan 
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bahwa operasionalnya berjalan sesuai dengan standar yang tinggi, serta 
memberikan manfaat yang luas bagi seluruh pemangku kepentingan. 

Selain itu, penerapan good corporate governance juga akan membantu 
perusahaan dalam menjaga reputasi, meningkatkan daya saing, serta 
memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, 
setiap perusahaan besar maupun kecil harus memahami serta menerapkan 
prinsip-prinsip tata kelola yang baik demi mencapai pertumbuhan bisnis 
yang sehat dan berkelanjutan.

Pilar Good Governance
Good governance menekankan pada transparansi, akuntabilitas, serta parti-
sipasi aktif dari berbagai pihak dalam pengelolaan sektor publik maupun 
swasta. Dalam implementasinya, good governance tidak hanya menjadi 
tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga memerlukan peran aktif 
dari dunia usaha dan masyarakat. Konsep ini berlandaskan pada tiga pilar 
utama yang saling berinteraksi dan membentuk sistem tata kelola yang 
efektif. Rasul (2009: 540) menjelaskan tiga pilar utama good governance 
sebagai berikut.
1.	 Negara atau pemerintahan (state)

Pemerintah adalah bagian penting dalam mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik (good governance) karena memiliki wewenang 
untuk membuat aturan, kebijakan, dan melakukan pengawasan di 
berbagai bidang. Sebagai pembuat aturan, pemerintah bertugas untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga kestabilan politik dan 
ekonomi, memberikan pelayanan publik, serta menegakkan hukum 
demi terciptanya keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara. 

Agar tata kelola berjalan baik, pemerintah harus transparan, akun-
tabel, dan tidak otoriter. Transparansi mencegah penyalahgunaan 
wewenang, sementara akuntabilitas memastikan tanggung jawab atas 
kebijakan dan pengelolaan sumber daya. Partisipasi publik dalam peru-
musan kebijakan menjadikannya lebih tepat sasaran, meningkatkan 
efektivitas implementasi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah.
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2.	 Dunia usaha (private sector)
Dunia usaha berperan penting dalam good governance dengan mendu-
kung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pening-
katan daya saing nasional. Prinsip tata kelola yang baik memungkinkan 
perusahaan berkontribusi melalui investasi, inovasi, dan efisiensi, 
serta penerapan good corporate governance (GCG) untuk bisnis yang 
berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selain itu, dunia usaha juga 
harus menjunjung tinggi etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam 
operasionalnya. 

Dukungan terhadap kebijakan pemerintah, seperti melalui corpo-
rate social responsibility (CSR) menjadi bagian dari peran dunia usaha 
dalam tata kelola yang baik. Agar kontribusi ini optimal, diperlukan 
regulasi yang jelas serta sistem pengawasan yang efektif. Selain itu, 
dunia usaha harus berkomitmen bertindak secara etis serta tidak hanya 
mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan 
lingkungan demi keberlanjutan bisnis dan kesejahteraan masyarakat 
(Gunawan, 2016: 134).

3.	 Masyarakat (society)
Masyarakat berperan penting dalam good governance sebagai kontrol 
sosial dan mitra bagi pemerintah serta dunia usaha. Partisipasi aktif 
dalam pengambilan kebijakan memastikan kebijakan yang dihasilkan 
sesuai dengan kebutuhan rakyat. Selain itu, masyarakat juga bertang-
gung jawab mengawasi kinerja pemerintah dan dunia usaha agar tetap 
transparan dan akuntabel. Media menjadi alat penting dalam menyu-
arakan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan publik. 

Selain itu, masyarakat dapat mendorong perilaku etis dunia usaha 
dengan mendukung perusahaan yang menerapkan tata kelola baik dan 
bertanggung jawab. Kesadaran akan hak dan tanggung jawab dalam 
tata kelola yang baik menciptakan lingkungan kondusif bagi pemba-
ngunan berkelanjutan. Pemerintah dan dunia usaha perlu memberi 
ruang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik 
demi terwujudnya tata kelola yang inklusif dan transparan.

Ketiga pilar good governance harus berinteraksi secara harmonis untuk 
menciptakan tata kelola yang efektif dan efisien. Interaksi ini didasarkan 



ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL40

pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan saling menghormati peran 
masing-masing. Tanpa keseimbangan yang baik ketiga pilar ini, good gover-
nance akan sulit terwujud. Jika pemerintah terlalu dominan tanpa adanya 
pengawasan masyarakat dan dunia usaha maka dapat muncul praktik 
korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 

Keterkaitan antara Etika Bisnis dan GCG
Etika bisnis dan GCG memiliki hubungan yang sangat erat, di mana etika 
bisnis merupakan fondasi moral yang memperkuat implementasi GCG 
dalam suatu perusahaan. Sebaliknya, GCG menjadi sistem yang memasti-
kan bahwa etika bisnis dapat dijalankan secara efektif di dalam organisasi. 
Sembiring (2018: 146) menyebutkan beberapa aspek utama yang menun-
jukkan keterkaitan antara keduanya.
1.	 GCG memastikan kepatuhan terhadap etika bisnis

Penerapan GCG dalam suatu perusahaan bertujuan untuk mencip-
takan sistem tata kelola yang baik agar dapat mencegah terjadinya 
penyimpangan dalam operasional bisnis. Salah satu cara utama GCG 
dalam memastikan kepatuhan terhadap etika bisnis adalah melalui 
penerapan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap kebijakan 
perusahaan.

Contohnya kebijakan whistle blowing system (WBS) merupakan 
salah satu instrumen dalam GCG yang memungkinkan karyawan 
atau pihak eksternal melaporkan praktik bisnis yang tidak etis, seperti 
korupsi, penyalahgunaan wewenang, manipulasi laporan keuangan, 
hingga tindakan yang merugikan pemangku kepentingan. Selain itu, 
regulasi dan standar yang ditetapkan dalam GCG, seperti kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik perusahaan 
mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip etika bisnis secara 
konsisten. 

2.	 Etika bisnis meningkatkan kepercayaan publik terhadap GCG
Perusahaan yang menerapkan prinsip etika bisnis, seperti kejujuran 
dalam laporan keuangan dan transparansi dalam pengambilan kepu-
tusan akan lebih dipercaya oleh investor, pelanggan, serta masyara-
kat. Kepercayaan ini memperkuat efektivitas penerapan GCG karena 
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didukung oleh budaya etis yang kuat. Perusahaan dengan tata kelola 
yang baik dan menjunjung tinggi etika bisnis cenderung lebih menarik 
bagi investor dan mitra bisnis, serta lebih mudah mendapatkan akses 
ke pendanaan dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat (Hery, 
2017: 110).

3.	 Pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab
Etika bisnis memberikan pedoman moral bagi perusahaan dalam 
pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang diterapkan dalam 
GCG tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga didasarkan pada 
prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Dengan mengintegrasikan 
nilai-nilai etika bisnis ke dalam kebijakan GCG, perusahaan akan lebih 
berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan aspek 
sosial dan lingkungan. 

4.	 Pencegahan fraud dan penyalahgunaan kekuasaan
Salah satu tujuan utama dari penerapan good corporate governance 
(GCG) adalah mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme 
(KKN) di lingkungan bisnis. Prinsip ini diperkuat dengan penerapan 
etika bisnis yang menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas di 
semua tingkat organisasi. Etika bisnis sangat penting dalam persaingan 
usaha karena membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat. 
Dengan menjalankan etika ini, kegiatan bisnis tidak hanya memberikan 
keuntungan, tetapi juga membangun kepercayaan, memperkuat citra 
positif perusahaan, dan memastikan kelangsungan usaha.

5.	 Meningkatkan kinerja jangka panjang
Perusahaan yang menerapkan GCG dan etika bisnis secara konsisten 
cenderung memiliki reputasi yang lebih baik, loyalitas pelanggan yang 
tinggi, serta daya saing yang lebih kuat. Dengan demikian, kinerja peru-
sahaan dalam jangka panjang menjadi lebih stabil dan berkelanjutan. 
Penerapan GCG yang efektif dapat meningkatkan kinerja perusahaan 
dan memberikan manfaat jangka panjang.

Etika bisnis dan good corporate governance (GCG) merupakan dua 
konsep yang saling berkaitan dalam dunia bisnis. Etika bisnis memberikan 
dasar moral yang membimbing perilaku perusahaan dalam menjalankan 
aktivitasnya, sedangkan GCG memberikan sistem dan mekanisme tata 
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kelola yang memastikan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis dapat diterapkan 
secara efektif. Keduanya memiliki peran penting dalam menciptakan bisnis 
yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab terhadap pemangku 
kepentingan. 

Tanpa etika bisnis yang kuat, penerapan GCG akan menjadi lemah dan 
hanya bersifat administratif. Sebaliknya, tanpa adanya sistem GCG yang 
jelas maka etika bisnis sulit dijalankan secara konsisten. Perusahaan yang 
ingin bertahan dan berkembang di era globalisasi harus mengintegrasikan 
etika bisnis dan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aspek operasionalnya 
agar dapat membangun kepercayaan, meningkatkan kinerja, serta mencip-
takan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.
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Definisi Corporate Social Responsibility (CSR)
Konsep corporate social responsibility (CSR) pertama kali diperkenalkan 
dalam tulisan Social Responsibility of the Businessman pada tahun 1953 oleh 
Howard Rothmann Bowen. Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap 
keresahan dunia bisnis terhadap citra negatif perusahaan di mata masyara-
kat. Pada saat itu, perusahaan sering dianggap hanya mengejar keuntungan 
tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. 
CSR kemudian berkembang menjadi pendekatan yang memungkinkan 
perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab sosialnya serta mengubah 
persepsi publik mengenai peran bisnis dalam masyarakat. 

Seiring waktu, CSR semakin diterima dan diadopsi oleh berbagai 
perusahaan sebagai strategi untuk membangun citra positif. Selain menjadi 
upaya untuk memperbaiki reputasi perusahaan, CSR juga dianggap sebagai 
solusi untuk mengurangi kritik terhadap praktik bisnis yang merugikan 
lingkungan dan masyarakat. Dengan menerapkan CSR, perusahaan tidak 
hanya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak 
sosial yang lebih luas sehingga pengusaha tidak perlu merasa terbebani oleh 
tuduhan sebagai pihak yang hanya mengejar keuntungan tanpa peduli terha-
dap kesejahteraan sosial dan lingkungan (Hermawan dan Hanun, 2018: 59).

Corporate social responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan 
untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan 
memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ling-
kungan. Perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga 
bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian 
lingkungan. Program CSR dapat berupa pemberdayaan masyarakat, 
pendidikan, kesejahteraan karyawan, serta pelestarian lingkungan yang 
membantu membangun citra positif dan hubungan baik dengan pemangku 
kepentingan. 

Selain sebagai kewajiban moral, CSR juga menjadi strategi bisnis yang 
mendukung keberlanjutan perusahaan. Dengan menerapkan CSR, peru-
sahaan dapat meningkatkan kepercayaan publik, menarik investor, dan 
menciptakan loyalitas pelanggan. Selain itu, kebijakan yang berorientasi 
pada sosial dan lingkungan membantu mengurangi risiko bisnis serta 
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memastikan operasional perusahaan berjalan lebih stabil dan berkelanjutan 
(Untung, 2008: 1).

Corporate social responsibility (CSR) merupakan bagian dari tanggung 
jawab perusahaan secara keseluruhan atau corporate responsibility yang 
menegaskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral dan sosial terha-
dap lingkungan di mana mereka beroperasi. Terlepas dari adanya regulasi 
atau permintaan dari pihak eksternal, banyak perusahaan tetap menjalankan 
program CSR sebagai bentuk komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat 
lokal. Kegiatan CSR tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban 
hukum, tetapi juga sebagai strategi membangun hubungan yang harmonis 
dengan masyarakat sekitar. 

Selain itu, CSR juga menjadi sarana bagi perusahaan untuk menunjuk-
kan kepedulian terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Program CSR sering 
kali mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pelestarian 
lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Perusahaan 
yang aktif dalam kegiatan CSR akan lebih mudah mendapatkan dukungan 
dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini berdampak 
positif terhadap kelangsungan bisnis (Santoso dan Raharjo, 2014: 14).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa corporate 
social responsibility (CSR) adalah tanggung jawab sosial perusahaan untuk 
menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR berkembang 
dari sekadar kewajiban moral menjadi strategi bisnis yang meningkat-
kan reputasi, kepercayaan publik, dan loyalitas pelanggan. Program CSR 
mencakup pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan karya-
wan, dan pelestarian lingkungan. Dengan menerapkan CSR, perusahaan 
dapat mengurangi risiko bisnis, memperkuat hubungan dengan pemangku 
kepentingan, serta memastikan keberlanjutan operasionalnya.

Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR)
Corporate social responsibility (CSR) merupakan salah satu bentuk tang-
gung jawab sosial yang diemban oleh perusahaan terhadap lingkungan dan 
masyarakat sekitar. Konsep ini bukan hanya menjadi alat bagi perusahaan 
untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana dalam 
menciptakan hubungan harmonis antara dunia usaha, masyarakat, dan 
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pemerintah (Herman, 2019: 268). Adapun manfaat CSR bagi perusahaan, 
masyarakat setempat, dan pemerintah dapat diuraikan sebagai berikut.
1.	 Manfaat CSR bagi perusahaan

Menurut Wahyuningrum (2015: 111), perusahaan yang telah meyakini 
CSR sebagai suatu kewajiban telah melakukan investasi sosial. Dengan 
adanya investasi sosial ini, perusahaan akan memperoleh sejumlah 
manfaat strategis yang dapat meningkatkan daya saing serta keberlan-
jutan usahanya. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan 
dari penerapan CSR adalah sebagai berikut.
a.	 Meningkatkan profitabilitas dan kinerja finansial

CSR berkontribusi terhadap efisiensi operasional perusahaan yang 
berdampak langsung pada peningkatan profitabilitas. Melalui 
penerapan program efisiensi lingkungan, seperti pengurangan 
limbah, penggunaan energi yang lebih hemat, serta adopsi tekno-
logi ramah lingkungan, perusahaan dapat mengurangi biaya 
operasional secara signifikan. Misalnya, perusahaan yang mene-
rapkan sistem daur ulang dalam proses produksi dapat menekan 
biaya bahan baku dan mengurangi limbah industri.

b.	 Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas
Perusahaan yang aktif dalam CSR cenderung memiliki reputasi 
lebih baik di mata pemangku kepentingan. Transparansi dan akun-
tabilitas bisnis meningkatkan kepercayaan investor, serta mena-
rik lebih banyak modal. Pelanggan juga lebih memilih produk 
dari perusahaan yang peduli sosial dan lingkungan. Kepercayaan 
ini memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan dan 
mendukung stabilitas bisnis jangka panjang.

c.	 Mendorong komitmen dan loyalitas karyawan
Konflik antara perusahaan dan masyarakat dapat terjadi jika 
dampak sosial dan lingkungan diabaikan. Melalui CSR yang meli-
batkan komunitas, seperti pembangunan infrastruktur, layanan 
kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi, perusahaan 
dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Program yang 
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tidak hanya mengu-
rangi potensi gesekan sosial, tetapi juga meningkatkan dukungan 
terhadap keberadaan perusahaan. 



ETIKA BISNIS DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 47

d.	 Menurunkan risiko konflik dengan masyarakat sekitar
Konflik antara perusahaan dan masyarakat dapat terjadi jika 
dampak sosial dan lingkungan diabaikan. CSR yang selaras 
dengan kebutuhan komunitas, seperti infrastruktur, kesehatan, 
dan pemberdayaan ekonomi dapat membangun hubungan lebih 
harmonis. Program ini tidak hanya mengurangi gesekan sosial, 
tetapi juga meningkatkan dukungan masyarakat serta memastikan 
kelangsungan bisnis.

e.	 Mempertinggi reputasi dan membangun citra perusahaan
Reputasi adalah aset berharga yang berpengaruh besar pada keber-
hasilan bisnis. Perusahaan yang aktif dalam CSR lebih mudah 
membangun citra positif, menarik konsumen yang peduli sosial 
dan lingkungan, serta memperoleh keunggulan kompetitif. 
Reputasi yang baik juga memperkuat posisi merek, meningkatkan 
loyalitas pelanggan, dan membuka peluang bisnis baru (Herman, 
2019: 268).
Penerapan memiliki dampak positif terhadap aspek ekonomi 

dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Dengan menjalankan program 
CSR secara konsisten dan strategis, perusahaan dapat membangun 
hubungan yang lebih baik dengan berbagai pemangku kepentingan, 
meningkatkan daya saing, serta menciptakan nilai tambah bagi semua 
pihak yang terlibat.

2.	 Manfaat CSR bagi masyarakat
Selain memberikan manfaat bagi perusahaan, corporate social responsi-
bility (CSR) juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejah-
teraan masyarakat. Program CSR yang dirancang dengan baik dapat 
membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai 
inisiatif sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menurut Clark, beberapa 
manfaat utama dari penerapan CSR bagi masyarakat meliputi pencip-
taan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan 
kapasitas keahlian dan kesejahteraan ekonomi.
a.	 Peluang penciptaan lapangan kerja dan pelatihan

CSR meningkatkan kesempatan kerja dengan merekrut tenaga 
lokal serta menyediakan pelatihan keterampilan di berbagai 
bidang, seperti teknis, kewirausahaan, dan teknologi. Program ini 
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tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga membekali 
masyarakat dengan kompetensi yang meningkatkan daya saing 
di pasar kerja. CSR menciptakan manfaat jangka pendek dalam 
bentuk pekerjaan serta dampak jangka panjang dalam pengem-
bangan tenaga kerja lokal.

b.	 Pendanaan untuk pengembangan infrastruktur
Banyak perusahaan berkontribusi dalam pembangunan infrastruk-
tur publik melalui CSR. Program ini mencakup pembangunan 
jalan, jembatan, air bersih, fasilitas pendidikan, serta layanan kese-
hatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi daerah. 
Misalnya, perusahaan pertambangan membangun akses jalan, 
sementara sektor kesehatan mendirikan fasilitas medis. Dukungan 
terhadap pendidikan, seperti pembangunan sekolah dan beasiswa 
juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

c.	 Peningkatan kapasitas keahlian masyarakat
CSR tidak hanya membuka lapangan kerja dan membangun infra-
struktur, tetapi juga meningkatkan keterampilan masyarakat, 
terutama di bidang kewirausahaan dan ekonomi keluarga. Banyak 
perusahaan mendukung UKM melalui pelatihan, bantuan modal, 
dan pendampingan pengembangan produk lokal. Program ini 
membantu masyarakat menciptakan sumber penghasilan mandiri 
dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas, serta 
meningkatkan kesejahteraan lokal (Herman, 2019: 268).
Penerapan CSR yang efektif memberikan manfaat yang luas bagi 

masyarakat dengan menciptakan peluang kerja, mendukung pengem-
bangan infrastruktur, serta meningkatkan kapasitas keahlian dan 
ekonomi masyarakat. Melalui berbagai inisiatif ini, CSR tidak hanya 
membantu masyarakat mencapai kesejahteraan yang lebih baik, tetapi 
juga memperkuat hubungan positif antara perusahaan dan komunitas 
lokal. 

3.	 Manfaat CSR bagi pemerintah
Keberadaan perusahaan yang menjalankan program corporate social 
responsibility (CSR) tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan 
dan masyarakat, tetapi juga berdampak positif terhadap pemerintah. 
Pemerintah sebagai pemegang kebijakan memiliki tanggung jawab 



ETIKA BISNIS DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 49

besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun 
infrastruktur publik yang memadai. Menurut Mardikanto (2014: 135), 
beberapa manfaat utama yang dapat dirasakan oleh pemerintah dari 
penerapan CSR adalah sebagai berikut.
a.	 Dukungan pembiayaan untuk program sosial

CSR dapat membantu pendanaan program sosial pemerintah, 
seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat 
yang sering terkendala anggaran. Perusahaan berkontribusi mela-
lui dana hibah, bantuan fasilitas, atau kemitraan proyek sosial. 
Contohnya beasiswa bagi anak kurang mampu, pelatihan kete-
rampilan, serta layanan kesehatan gratis. Dukungan ini memung-
kinkan pemerintah mengalokasikan sumber daya lebih efisien ke 
sektor lain yang membutuhkan.

b.	 Dukungan dalam penyediaan sarana dan prasarana publik
Selain mendukung program sosial, CSR juga berkontribusi dalam 
pembangunan fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, sekolah, dan 
pusat kesehatan. Perusahaan yang beroperasi di daerah tertentu 
sering membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. 
Misalnya perusahaan tambang membangun akses jalan, sementara 
sektor pendidikan dan kesehatan mendirikan sekolah dan rumah 
sakit. Kontribusi ini membantu pemerintah memenuhi kebutuhan 
infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.

c.	 Dukungan keahlian dan teknologi
Selain dukungan finansial dan infrastruktur, CSR juga menca-
kup transfer teknologi dan keahlian teknis untuk meningkatkan 
layanan publik. Perusahaan energi membantu pengembangan 
listrik terbarukan, telekomunikasi memperluas akses internet, dan 
farmasi berbagi teknologi kesehatan. Kolaborasi ini memungkin-
kan pemerintah mengadopsi inovasi tanpa biaya riset besar.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa corporate social 
responsibility (CSR) bukan hanya sekadar aktivitas amal perusahaan, mela-
inkan strategi yang memiliki manfaat jangka panjang bagi perusahaan, 
masyarakat, dan pemerintah. Melalui penerapan CSR yang efektif, peru-
sahaan dapat meningkatkan profitabilitas, memperkuat hubungan dengan 
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masyarakat, serta mendukung program-program pembangunan yang 
dicanangkan oleh pemerintah.

Indikator Keberhasilan CSR dalam  
Pengembangan SDM
Keberhasilan program corporate social responsibility (CSR) dalam bidang 
pengembangan sumber daya manusia (SDM) dapat diukur melalui beberapa 
indikator utama. Indikator ini mencerminkan efektivitas program dalam 
menciptakan dampak positif bagi masyarakat serta memastikan keberlan-
jutan manfaat yang diberikan. Suharto (2010: 145) menjelaskan beberapa 
indikator keberhasilan pelaksanaan CSR dalam pengembangan SDM.
1.	 Leadership (kepemimpinan)

Dukungan dari manajemen puncak (top management) perusahaan 
menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program CSR. Komitmen 
yang kuat dari pimpinan perusahaan, termasuk kesadaran filantro-
pik atau kepedulian terhadap kesejahteraan sosial akan memper-
kuat landasan pelaksanaan program. Kepemimpinan yang baik juga 
mendorong sinergi antara perusahaan, masyarakat, dan pemangku 
kepentingan lainnya dalam mengimplementasikan CSR secara efektif. 

2.	 Penyerapan alokasi bantuan
Keberhasilan program CSR tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana 
yang dialokasikan, tetapi juga oleh tingkat serapan yang maksimal 
sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Program yang 
memiliki tingkat penyerapan dana tinggi menunjukkan bahwa bantuan 
yang diberikan tepat sasaran dan dimanfaatkan secara optimal oleh 
masyarakat. Dengan demikian, efektivitas program lebih diutamakan 
daripada sekadar besaran anggaran yang dikeluarkan. 

3.	 Transparansi dan akuntabilitas
Keberhasilan CSR dapat diukur melalui tingkat transparansi dan akun-
tabilitas dalam pelaksanaannya. Perusahaan yang menjalankan CSR 
secara efektif biasanya menyusun laporan tahunan (annual report) yang 
memuat evaluasi program yang telah dilakukan. Selain itu, mekanisme 
audit sosial dan finansial perlu diterapkan untuk memastikan bahwa 
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program berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik serta tidak 
terjadi penyalahgunaan dana (Suharto, 2010: 143). 

4.	 Coverage area (cakupan wilayah)
Program CSR yang berhasil harus memiliki identifikasi penerima 
manfaat yang jelas dan rasional berdasarkan skala prioritas yang telah 
ditentukan. Dengan cakupan wilayah yang terstruktur, perusahaan 
dapat memastikan bahwa program diterapkan secara konsisten dan 
memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Pengukuran cakupan 
ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penyebaran 
manfaat program CSR dalam jangka panjang. 

5.	 Perencanaan dan mekanisme monitoring-evaluasi (monev)
Perencanaan yang matang dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi 
(monev) secara berkala merupakan indikator penting keberhasilan 
CSR. Program yang berjalan harus memiliki sistem pemantauan yang 
memungkinkan perusahaan menilai apakah tujuan yang telah ditetap-
kan tercapai atau memerlukan perbaikan. Dengan adanya mekanisme 
evaluasi yang sistematis, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap 
program CSR yang dijalankan memberikan manfaat yang maksimal 
bagi masyarakat. 

6.	 Pelibatan stakeholder (stakeholder engagement)
Keberhasilan CSR juga dapat diukur dari sejauh mana perusahaan 
melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), terutama 
masyarakat sebagai penerima manfaat utama. Program CSR yang 
efektif tidak hanya dilakukan secara sepihak oleh perusahaan, tetapi 
juga melibatkan koordinasi reguler dengan stakeholder serta menja-
min partisipasi aktif masyarakat dalam siklus proyek. Dengan adanya 
keterlibatan yang luas, program CSR dapat berjalan lebih efektif dan 
sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. 

7.	 Keberlanjutan (sustainability)
Salah satu indikator utama keberhasilan CSR adalah keberlanjutannya. 
Program yang berhasil harus mampu berjalan secara mandiri bahkan 
setelah perusahaan tidak lagi berperan langsung dalam pelaksana-
annya. Hal ini dapat dicapai melalui alih peran dari perusahaan ke 
masyarakat, di mana program CSR yang telah berjalan dapat dite-
ruskan oleh komunitas lokal dengan mekanisme yang berkelanjutan. 
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Keberlanjutan program menunjukkan bahwa dampak CSR tidak hanya 
bersifat sementara, tetapi mampu memberikan manfaat jangka panjang 
bagi masyarakat. 

8.	 Hasil nyata (outcome)
Indikator terakhir adalah hasil nyata yang dihasilkan dari pelaksanaan 
program CSR. Dalam bidang pengembangan SDM, keberhasilan dapat 
diukur melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, berkurang-
nya angka pengangguran, serta meningkatnya kualitas pendidikan 
masyarakat. Contohnya, program pendidikan CSR dapat dikatakan 
berhasil jika terdapat dokumentasi yang menunjukkan berkurangnya 
angka buta huruf dan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia 
di komunitas yang menjadi target program. 

Keberhasilan program CSR dalam bidang pengembangan SDM tidak 
hanya bergantung pada besaran dana yang dialokasikan, tetapi juga pada 
efektivitas implementasi, transparansi, keberlanjutan, dan dampak nyata 
yang dihasilkan. Dengan memperhatikan indikator-indikator tersebut, 
perusahaan dapat memastikan bahwa program CSR yang dijalankan benar-
benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan mendukung 
pembangunan SDM yang lebih baik.

Hubungan Etika Bisnis dan CSR
Hubungan antara etika bisnis (business ethics) dan corporate social responsi-
bility (CSR) sering kali menjadi topik diskusi yang menarik dalam dunia 
bisnis. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa keduanya tidak memi-
liki keterkaitan yang erat, namun pada kenyataannya etika bisnis dan CSR 
saling berhubungan secara fundamental. Etika bisnis dapat diibaratkan 
sebagai dasar atau jiwa dari suatu unit usaha, sementara CSR merupakan 
bentuk nyata atau manifestasi dari prinsip etika bisnis yang dijalankan oleh 
perusahaan. 

Secara sederhana, etika bisnis berbicara tentang nilai-nilai yang dianut 
oleh sebuah perusahaan, baik itu nilai yang baik maupun buruk. Jika suatu 
perusahaan memiliki prinsip etika bisnis yang baik maka perusahaan 
akan menjalankan CSR dengan penuh tanggung jawab sebagai bagian 
dari komitmennya terhadap masyarakat dan lingkungan. Sebaliknya, jika 
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perusahaan hanya berorientasi pada keuntungan tanpa mempertimbangkan 
aspek etika maka CSR yang dijalankan cenderung hanya bersifat formalitas 
atau pencitraan belaka. 

Dalam praktiknya, etika bisnis lebih berkaitan dengan individu atau 
kelompok individu yang menjalankan kegiatan bisnis, sementara CSR lebih 
mengarah pada kebijakan perusahaan secara keseluruhan dalam menjalan-
kan tanggung jawab sosialnya. Dengan kata lain, etika bisnis mencerminkan 
nilai-nilai moral yang diterapkan dalam pengambilan keputusan bisnis, 
sedangkan CSR merupakan langkah konkret perusahaan dalam mereali-
sasikan nilai-nilai tersebut untuk kepentingan yang lebih luas (Hermawan 
dan Hanun, 2018: 66).

Dalam menentukan standar etika bisnis yang baik, terdapat beberapa 
prinsip dasar yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Prinsip-prinsip 
ini tidak hanya berperan dalam membentuk budaya bisnis yang etis, tetapi 
juga menjadi dasar bagi keberhasilan implementasi CSR yang berkelanjutan. 
1.	 Pengendalian diri

Menurut Logue, pengendalian diri atau self-control adalah kemampuan 
memilih hasil lebih besar dengan menunda kepuasan sesaat. Salah 
satu aspek penting dalam etika bisnis adalah kemampuan pelaku 
bisnis untuk mengendalikan diri dalam menjalankan usahanya. Hal 
ini mencakup komitmen untuk tidak memperoleh keuntungan dengan 
cara yang tidak etis, seperti melakukan kecurangan, eksploitasi tenaga 
kerja, atau merusak lingkungan. Pengendalian diri juga berarti bahwa 
perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi 
juga mempertimbangkan dampak dari keputusan bisnis yang diambil 
terhadap masyarakat sekitar (Hidayat, 2009: 9). 

2.	 Pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility)
Etika bisnis yang baik tidak hanya berfokus pada kepentingan internal 
perusahaan, tetapi juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial 
terhadap masyarakat. Pelaku bisnis dituntut untuk peduli terhadap ling-
kungan tempat mereka beroperasi, bukan hanya dalam bentuk donasi 
atau bantuan amal, tetapi juga melalui inisiatif yang lebih substansial. 
Misalnya, perusahaan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi 
masyarakat lokal, memberikan pelatihan keterampilan, atau mendu-
kung pendidikan dan kesehatan. 
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3.	 Menumbuhkan sikap saling percaya
Dalam dunia bisnis, kepercayaan merupakan elemen yang sangat 
penting dalam membangun hubungan yang kuat antara perusa-
haan, karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. 
Kepercayaan yang tinggi akan menciptakan lingkungan kerja yang 
kondusif, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan memperkuat citra 
perusahaan di mata publik. Oleh karena itu, perusahaan yang menjun-
jung tinggi etika bisnis harus memastikan bahwa setiap tindakan dan 
kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan serta membe-
rikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat. 

4.	 Peningkatan partisipasi dalam komunitas
Kepedulian terhadap masyarakat tidak hanya terbatas pada kegiatan 
filantropi atau donasi sesaat, tetapi juga mencakup partisipasi aktif 
perusahaan dalam komunitas beroperasi. Perusahaan dapat berpe-
ran sebagai agen perubahan sosial dengan mendukung inisiatif yang 
bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, peru-
sahaan dapat bekerja sama dengan organisasi sosial, pemerintah, dan 
komunitas setempat dalam program pemberdayaan ekonomi, pemba-
ngunan infrastruktur, atau pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan 
(Hermawan dan Hanun, 2018: 68).

Hubungan antara etika bisnis dan CSR sangat erat, di mana etika 
bisnis menjadi dasar moral dan filosofis dari keputusan bisnis, sementara 
CSR merupakan implementasi nyata dari prinsip-prinsip etika tersebut. 
Perusahaan yang memiliki etika bisnis yang kuat akan lebih cenderung 
menjalankan program CSR dengan penuh komitmen dan tidak hanya 
sebagai strategi pencitraan. 

Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis yang baik, seperti 
pengendalian diri, tanggung jawab sosial, sikap saling percaya, dan kepe-
dulian terhadap komunitas, perusahaan dapat menciptakan dampak yang 
positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, CSR yang 
dijalankan dengan baik juga akan memberikan manfaat jangka panjang bagi 
perusahaan itu sendiri, seperti peningkatan reputasi, loyalitas pelanggan, 
serta keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. 
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Perusahaan tidak boleh memisahkan etika bisnis dari CSR, tetapi 
harus menjadikannya sebagai satu kesatuan dalam strategi bisnis. Dengan 
menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab, perusahaan tidak 
hanya akan memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga akan berkontri-
busi terhadap pembangunan sosial dan lingkungan yang lebih baik bagi 
generasi mendatang.
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BAB VI
PERIKLANAN DAN ETIKA
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Pengertian dan Fungsi Iklan 
Iklan merupakan strategi yang efektif dalam mempromosikan, mengenal-
kan, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Melalui iklan, 
sebuah produk, jasa, atau ide dapat lebih mudah dikenal oleh khalayak 
sehingga meningkatkan peluang untuk menarik minat dan perhatian 
mereka. Iklan tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga 
berfungsi sebagai alat komunikasi yang mampu membentuk persepsi dan 
citra suatu produk di benak konsumen. 

Menurut Kriyantono (2006), iklan adalah bentuk komunikasi nonper-
sonal yang menyampaikan pesan-pesan persuasif dari sponsor yang jelas 
dengan tujuan memengaruhi konsumen agar membeli produk tertentu. 
Dalam hal ini, iklan bersifat tidak langsung karena menggunakan media 
sebagai perantara dalam menyampaikan pesan kepada audiens yang lebih 
luas. Media yang digunakan dalam iklan sangat beragam, mulai dari tele-
visi, radio, cetak, hingga digital yang masing-masing memiliki keunggulan 
tersendiri dalam menjangkau target pasar (Santoso dkk., 2019: 30).

Dalam etika bisnis, terdapat dua pandangan utama mengenai fungsi 
iklan, yaitu sebagai pemberi informasi dan sebagai pembentuk pendapat 
umum. Kedua pandangan ini menggambarkan bagaimana iklan dapat 
digunakan untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat 
atau sebaliknya, sebagai alat persuasi yang bertujuan untuk memengaruhi 
perilaku konsumen. Adapun fungsi iklan dalam etika bisnis sebagai berikut.
1.	 Iklan sebagai pemberi informasi

Pendapat pertama melihat iklan sebagai sarana untuk menyampaikan 
informasi yang jujur dan faktual kepada konsumen. Dalam perspek-
tif ini, iklan berfungsi sebagai media komunikasi yang netral serta 
membantu konsumen dalam memahami suatu produk dengan baik 
sebelum membuat keputusan pembelian. Informasi yang diberikan 
dalam iklan mencakup manfaat produk, cara penggunaan, kelebihan, 
dan kemudahan yang ditawarkan tanpa ada unsur manipulasi atau 
bujuk rayu. 

Pendekatan ini ditekankan oleh David Ogilvy seorang pakar perik-
lanan Amerika yang menyatakan bahwa kejujuran dalam iklan adalah 
kunci keberhasilan sebuah produk. Ia menegaskan bahwa konsumen 
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bukanlah orang yang mudah tertipu sehingga memberikan infor-
masi yang benar adalah strategi efektif dibandingkan manipulasi. 
Menurutnya, kebohongan dalam iklan akan berdampak buruk bagi 
perusahaan karena cepat atau lambat konsumen akan menyadari keti-
daksesuaian antara klaim dalam iklan dan kenyataan produk. 

Selain merugikan citra perusahaan, iklan yang tidak jujur juga 
berisiko mendapat sanksi dari pemerintah atau tuntutan hukum dari 
konsumen. Dalam konteks ini, terdapat tiga pihak utama yang bertang-
gung jawab secara moral atas informasi yang disampaikan dalam iklan.
a.	 Produsen

Produsen sebagai pemilik produk bertanggung jawab memasti-
kan iklan akurat, jujur, serta tidak menyesatkan untuk menjaga 
kepercayaan konsumen dan reputasi merek. Klaim terkait manfaat 
produk, bahan, dan keunggulan harus dapat dibuktikan secara 
ilmiah. Informasi yang menyesatkan dapat merugikan konsumen, 
memicu keluhan, atau merusak citra perusahaan. 

b.	 Biro iklan
Biro iklan yang bertugas mengemas dan menyajikan iklan harus 
memastikan bahwa iklan yang dibuatnya sesuai dengan standar 
etika dan tidak mengandung kebohongan atau manipulasi. Selain 
menghindari klaim berlebihan dan teknik persuasi manipulatif, 
biro iklan juga wajib mematuhi regulasi periklanan terkait konten 
dan target audiens. 

c.	 Bintang iklan
Bintang iklan sebagai tokoh publik yang menyampaikan pesan 
iklan, terutama di televisi. Selebriti membantu menarik perha-
tian, meningkatkan kredibilitas, dan membangun citra positif 
produk. Pengiklan membayar mahal karena popularitas selebriti 
dapat memengaruhi keputusan pembelian. Namun sebagai tokoh 
publik, bintang iklan juga memiliki tanggung jawab moral untuk 
tidak mendukung klaim menyesatkan atau iklan yang tidak etis 
(Abdiannur dan Sukimin, 2019: 18).
Jika sebuah iklan mendapat kritik dari masyarakat karena infor-

masi yang tidak benar, tanggung jawab tidak hanya terbatas pada biro 
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iklan, tetapi juga mencakup produsen dan bahkan bintang iklan yang 
turut serta dalam kampanye tersebut. Kejujuran dalam iklan bukan 
hanya tuntutan moral, tetapi juga strategi bisnis yang berkelanjutan 
karena akan membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan 
loyalitas terhadap produk yang diiklankan.

2.	 Iklan sebagai pembentuk pendapat umum
Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, pandangan kedua melihat 
iklan sebagai alat untuk membentuk pendapat masyarakat tentang 
suatu produk. Dalam konteks ini, iklan tidak hanya berfungsi sebagai 
media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana persuasi 
yang dapat memengaruhi perilaku konsumen. Model iklan ini sering 
kali menggunakan teknik manipulatif, persuasif, dan tendensius untuk 
menarik perhatian konsumen dan mendorong agar membeli produk 
yang diiklankan. 

Dari sudut pandang etika bisnis, penggunaan iklan sebagai alat 
persuasi dapat dikategorikan menjadi dua jenis berikut.
a.	 Persuasi rasional

Persuasi rasional yaitu persuasi yang tetap menghargai kebebasan 
konsumen dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi 
yang diberikan. Iklan jenis ini menekankan pada fakta dan argu-
men logis tentang keunggulan produk tanpa memanfaatkan kele-
mahan psikologis konsumen. 

b.	 Persuasi nonrasional
Persuasi nonrasional yaitu persuasi yang lebih menekankan pada 
daya tarik emosional, psikologis, dan efek visual untuk meme-
ngaruhi konsumen. Iklan jenis ini sering kali memanfaatkan 
simbol-simbol, efek suara, pencahayaan, serta model iklan yang 
menarik tanpa memberikan informasi yang cukup mengenai 
produk yang ditawarkan. Persuasi nonrasional dalam iklan dapat 
dilihat dalam berbagai contoh berikut. 
1)	 Penggunaan model yang menarik secara visual, di mana 

seorang wanita cantik atau pria tampan digunakan untuk 
mengiklankan suatu produk, meskipun tidak ada hubungan 
logis antara model dan produk tersebut. 
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2)	 Penggunaan slogan yang bombastis dan berlebihan, seperti 
“Sabun ini membuat kulit Anda sempurna dalam satu hari” 
atau “Minuman ini membuat Anda lebih sukses dalam hidup”. 

3)	 Penyampaian klaim tanpa bukti ilmiah, misalnya produk 
kesehatan atau kosmetik yang mengklaim manfaat tertentu 
tanpa didukung oleh penelitian yang kredibel (Keraf, 1998: 7).

Berdasarkan perspektif etika bisnis, iklan manipulatif dianggap tidak 
etis karena menyesatkan konsumen dan menghambat keputusan rasional. 
Iklan semacam ini hanya menampilkan aspek menguntungkan produk 
sekaligus menyembunyikan kekurangannya sehingga informasi yang dite-
rima konsumen tidak utuh. Selain itu, iklan sering memanipulasi psikologi 
konsumen dengan membangkitkan emosi tertentu, mendorong pembelian 
tanpa pertimbangan logis. Hal ini juga mengurangi kebebasan konsumen 
dalam memilih karena informasi yang disajikan cenderung tidak objektif. 

Dua pandangan mengenai fungsi iklan dalam etika bisnis menunjuk-
kan bahwa iklan memiliki potensi untuk menjadi alat komunikasi yang 
jujur atau alat manipulasi yang tidak etis. Iklan sebagai pemberi informasi 
berfokus pada transparansi dan kejujuran, serta memberikan konsumen 
data yang cukup untuk membuat keputusan pembelian yang rasional. 
Sementara itu, iklan sebagai pembentuk pendapat umum menggunakan 
teknik persuasi untuk memengaruhi konsumen yang bisa bersifat rasional 
maupun manipulatif. 

Permasalahan Etika dalam Periklanan 
Periklanan merupakan salah satu strategi bisnis yang digunakan untuk 
memperkenalkan produk atau jasa kepada masyarakat. Namun dalam 
praktiknya, iklan sering kali berbenturan dengan standar etika bisnis karena 
kepentingan komersial yang lebih diutamakan dibandingkan dengan 
kejujuran dan tanggung jawab sosial. Berbagai penelitian mengenai etika 
dalam periklanan mengidentifikasi empat permasalahan utama yang sering 
muncul, yaitu misrepresentasi, manipulasi, paternalisme, dan pengambilan 
keuntungan yang tidak adil. Berikut adalah permasalahan etika dalam 
periklanan.



ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL62

1.	 Misrepresentasi
Misrepresentasi adalah penyajian informasi yang keliru atau menye-
satkan, baik disengaja maupun tidak sehingga dapat memengaruhi 
keputusan pihak lain. Misrepresentasi dalam periklanan merujuk 
pada penyimpangan atau ketidaksesuaian antara representasi suatu 
produk dalam iklan dengan realitasnya. Istilah ini digunakan untuk 
menggambarkan bagaimana iklan memberikan gambaran yang keliru 
atau berlebihan tentang suatu produk sehingga menciptakan ekspektasi 
yang tidak sesuai dengan kenyataan (Sakti, 2017: 88).

Contoh umum misrepresentasi dalam iklan adalah penggunaan 
gambar produk yang dibuat tampak lebih menarik dibandingkan asli-
nya. Misalnya dalam industri makanan cepat saji, gambar makanan di 
brosur atau iklan televisi sering kali dibuat sangat menggugah selera 
dengan ukuran yang lebih besar dan tampilan yang lebih sempurna. 
Namun, ketika konsumen membeli produk tersebut, mereka sering kali 
mendapati bahwa makanan yang diterima jauh lebih kecil dan tidak 
sesuai dengan yang diiklankan. 

Misrepresentasi juga sering terjadi dalam iklan produk kecantikan, 
di mana hasil yang dijanjikan oleh suatu produk tidak selalu sesuai 
dengan kenyataan. Penggunaan model dengan kulit sempurna dalam 
iklan krim wajah atau penggunaan efek pencahayaan untuk membuat 
produk terlihat lebih efektif adalah contoh lain dari praktik misrepre-
sentasi dalam dunia periklanan. Dampak dari misrepresentasi dalam 
iklan sangat besar karena dapat merugikan konsumen dan mengurangi 
kepercayaan terhadap merek atau perusahaan. 

2.	 Manipulasi
Manipulasi dalam periklanan terjadi ketika iklan dirancang untuk 
secara tidak sadar memengaruhi keputusan konsumen dengan cara 
yang tidak etis. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan berbagai 
teknik psikologis untuk membuat konsumen membeli produk tanpa 
menyadari bahwa telah dimanipulasi. Menurut Subroto (2011), terda-
pat dua cara utama yang digunakan dalam manipulasi iklan.
a.	 Subliminal advertising

Subliminal advertising adalah strategi periklanan yang memenga-
ruhi konsumen secara tidak sadar melalui pesan tersembunyi. 
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Stimulus visual atau audio diproses tanpa disadari sehingga meme-
ngaruhi keputusan pembelian. Pengulangan iklan meningkatkan 
brand awareness, seperti pesan subliminal di bioskop yang mendo-
rong penonton membeli makanan ringan (Utami, 2017: 58).

b.	 Iklan yang menyasar anak-anak
Anak-anak mudah terpengaruh oleh iklan manipulatif karena 
belum memiliki kapasitas kritis. Iklan sering menggunakan karak-
ter kartun, musik, dan slogan menarik untuk menarik perhatian 
konsumen. Praktik ini dianggap tidak etis karena anak-anak sulit 
membedakan iklan dari kenyataan sehingga membuat mereka 
lebih rentan terhadap manipulasi.
Manipulasi dalam iklan dapat merugikan konsumen dengan 

membuat mereka membeli produk berdasarkan dorongan emosional 
atau pengaruh bawah sadar, bukan karena kebutuhan yang sebenarnya. 
Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap praktik 
periklanan diperlukan untuk memastikan bahwa iklan tetap berada 
dalam batasan etika bisnis.

3.	 Paternalisme
Paternalisme dalam periklanan terjadi ketika pembuat iklan atau peru-
sahaan berperan seperti ‘pemimpin’ yang menentukan informasi apa 
yang boleh dan tidak boleh diketahui oleh konsumen. Dalam hal ini, 
konsumen dianggap sebagai pihak yang kurang mengetahui dan tidak 
mampu mengambil keputusan sendiri sehingga informasi dalam iklan 
dikendalikan sepenuhnya oleh pengiklan. Ada dua pola utama dalam 
paternalisme dalam periklanan.
a.	 Dominasi informasi atau propaganda

Pembuat iklan sering kali mendominasi informasi dengan cara 
menyampaikan aspek positif dari suatu produk tanpa mengung-
kapkan kelemahan atau risiko yang mungkin ada. Misalnya dalam 
iklan obat atau suplemen kesehatan, sering kali hanya ditampil-
kan manfaatnya tanpa menyebutkan efek samping atau batasan 
penggunaannya. Hal ini menyebabkan konsumen tidak memiliki 
informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang rasional.
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b.	 Plagiat terhadap iklan yang menjadi anutan
Beberapa perusahaan menggunakan strategi meniru iklan yang 
sukses dari pesaing tanpa inovasi yang berarti. Plagiat dalam perik-
lanan dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen dan 
merugikan perusahaan yang menjadi korban peniruan. Contoh 
kasus yang pernah terjadi adalah iklan Teh Pucuk Harum yang 
dianggap menjiplak konsep iklan Unif Green Tea dari Thailand.
Paternalisme dalam iklan menghilangkan kebebasan konsumen 

untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat. Oleh karena 
itu, etika bisnis menuntut perusahaan untuk lebih transparan dalam 
menyampaikan informasi dan tidak menyembunyikan fakta yang dapat 
memengaruhi keputusan konsumen.

4.	 Mengambil keuntungan yang tidak adil
Dalam dunia bisnis, keadilan merupakan prinsip utama dalam menjaga 
etika dan kepercayaan masyarakat. Namun dalam praktik perikla-
nan, banyak perusahaan yang mengambil keuntungan tidak adil dari 
konsumen dengan cara menyajikan informasi yang tidak lengkap atau 
membingungkan.

Salah satu contoh yang sering terjadi adalah penggunaan klausul 
‘syarat dan ketentuan berlaku’ dalam penawaran promosi. Perusahaan 
ritel, operator seluler, bank, dan maskapai penerbangan sering kali 
menawarkan promo menarik dengan diskon besar, namun syarat dan 
ketentuan yang berlaku ditulis dalam huruf kecil dan sulit diakses 
oleh konsumen. Akibatnya, konsumen merasa tertipu ketika mereka 
menyadari bahwa promosi tersebut memiliki banyak batasan yang 
tidak disebutkan secara jelas dalam iklan.

Menurut Siagian (1996), perusahaan memiliki tanggung jawab 
moral untuk memberikan informasi jujur dan transparan kepada 
konsumen. Oleh karena itu, penggunaan teknik pemasaran yang tidak 
adil harus dihindari karena dapat merusak reputasi perusahaan dan 
mengurangi kepercayaan publik terhadap merek yang bersangkutan.

Periklanan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis, 
namun sering kali berbenturan dengan etika karena adanya kepentingan 
komersial yang berlebihan. Untuk menjaga integritas bisnis dan kepercayaan 
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konsumen, perusahaan harus memastikan bahwa iklan yang mereka buat 
bersifat jujur, transparan, dan tidak menyesatkan. Selain itu, regulasi yang 
lebih ketat serta peran aktif lembaga perlindungan konsumen sangat diper-
lukan untuk mencegah penyalahgunaan dalam dunia periklanan.

Penilaian Etis terhadap Iklan
Refleksi tentang masalah etika dalam periklanan menunjukkan bahwa 
menilai moralitas sebuah iklan bukanlah perkara sederhana. Prinsip-prinsip 
etis memang penting, tetapi tidak cukup untuk menilai suatu iklan secara 
mutlak. Dalam praktiknya, ada berbagai faktor yang harus dipertimbang-
kan agar suatu iklan dapat dikategorikan sebagai etis atau tidak. Bertens 
(2000: 277) mengidentifikasi beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan 
dalam menilai iklan dari perspektif etika, yaitu maksud pengiklan, isi iklan, 
keadaan publik yang dituju, dan kebiasaan dalam industri periklanan.
1.	 Maksud pengiklan

Salah satu aspek utama dalam menilai etika sebuah iklan adalah 
maksud dari pengiklan. Jika iklan dibuat dengan niat baik dan bertu-
juan memberikan informasi yang jujur kepada konsumen maka iklan 
tersebut cenderung dapat diterima secara etis. Sebaliknya, jika sejak 
awal iklan dirancang untuk menipu, menyesatkan, atau menjatuhkan 
pesaing maka iklan tersebut sulit dianggap etis oleh masyarakat. 

Dalam praktiknya, beberapa operator periklanan sering menam-
pilkan iklan yang secara eksplisit atau implisit menjelekkan pesaing. Jika 
praktik semacam ini terus berlangsung, persaingan periklanan menjadi 
tidak sehat dan dapat menimbulkan kebingungan serta dampak negatif 
bagi masyarakat. Iklan yang tidak objektif justru dapat mengarah pada 
disinformasi sehingga konsumen tidak mendapatkan informasi yang 
akurat mengenai suatu produk atau layanan. 

Untuk menjaga etika periklanan, pengiklan harus memiliki niat 
yang baik dalam menyampaikan informasi kepada publik. Perusahaan 
sebaiknya berfokus pada keunggulan produk sendiri tanpa harus 
merendahkan pesaing atau menggunakan teknik pemasaran yang 
menyesatkan. Dengan pendekatan yang lebih etis, iklan dapat berfungsi 
sebagai alat komunikasi yang informatif dan memberikan manfaat bagi 
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konsumen serta dunia usaha secara keseluruhan (Shimp dan Andrews, 
2018: 112).

2.	 Isi iklan
Selain niat pengiklan, isi iklan juga menentukan apakah sebuah iklan 
dianggap etis atau tidak. Beberapa iklan kerap menjadi kontroversi 
karena pesan yang disampaikan bertentangan dengan norma etika 
atau nilai sosial masyarakat. Kontroversi ini sering muncul ketika 
iklan dianggap mempromosikan gaya hidup yang tidak sesuai atau 
memberikan dampak negatif bagi konsumen. 

Salah satu contoh nyata adalah iklan rokok dan minuman keras 
yang sering diperdebatkan di negara-negara dengan budaya konservatif 
seperti Indonesia. Di satu sisi, iklan rokok ditentang oleh pemerintah 
dan kelompok masyarakat karena dapat memengaruhi generasi muda 
untuk mulai merokok. Namun di sisi lain, industri rokok tetap legal 
dan menjadi sumber pendapatan bagi negara melalui pajak. Situasi ini 
menciptakan dilema antara kepentingan ekonomi dan perlindungan 
masyarakat, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak-anak 
dan remaja. 

Dalam menghadapi iklan semacam ini, konsumen harus berperan 
aktif dalam menyaring informasi yang mereka terima. Kemampuan 
memilah informasi yang bermanfaat dan memahami strategi pema-
saran yang dapat merugikan kesehatan atau kehidupan sosial sangat 
penting. Meskipun perusahaan berhak memasarkan produknya, 
mereka juga memiliki tanggung jawab moral untuk tidak mendorong 
kebiasaan yang merugikan masyarakat. Dengan regulasi yang ketat 
dan kesadaran konsumen yang tinggi, dampak negatif dari iklan yang 
kontroversial dapat diminimalkan.

3.	 Keadaan publik yang tertuju
Iklan dirancang untuk menargetkan segmen pasar tertentu, dan keber-
hasilannya bergantung pada seberapa baik iklan tersebut menarik 
perhatian target konsumennya. Namun dalam beberapa kasus, iklan 
yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial dapat memicu kontroversi 
etika. Ketika sebuah iklan tidak mempertimbangkan situasi ekonomi 
atau sosial masyarakat, dampaknya bisa menimbulkan reaksi negatif 
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dari khalayak yang merasa bahwa pesan dalam iklan tersebut tidak 
relevan atau bahkan tidak pantas dalam konteks tertentu. 

Salah satu contoh adalah iklan mobil mewah yang ditayangkan di 
tengah kondisi ekonomi yang sulit. Iklan semacam ini dapat menim-
bulkan kecemburuan sosial, terutama di kalangan masyarakat kelas 
bawah yang tengah berjuang menghadapi kemiskinan. Ketika mayo-
ritas masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, kehadiran iklan yang 
menampilkan gaya hidup mewah dapat memperkuat kesenjangan 
sosial dan memperdalam perbedaan antara kelompok kaya dan miskin. 
Hal ini dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, frustrasi, bahkan 
ketidakpuasan terhadap perusahaan yang dianggap kurang peka terha-
dap realitas sosial (Swastha dan Handoko, 2020: 175).

Untuk menghindari dampak negatif, perusahaan perlu memper-
timbangkan waktu dan tempat penayangan iklan agar tidak memicu 
sentimen negatif di masyarakat. Etika periklanan mengharuskan peru-
sahaan lebih peka terhadap kondisi sosial dan ekonomi sebelum mena-
yangkan iklan yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi 
sebagian besar populasi. Dengan pendekatan yang lebih bijak, iklan 
tidak hanya menjadi alat pemasaran yang efektif, tetapi juga dapat 
berkontribusi dalam membangun citra positif perusahaan di mata 
masyarakat.

4.	 Kebiasaan dalam industri periklanan
Setiap industri memiliki tradisi dan kebiasaan tertentu dalam menya-
jikan iklan. Dalam dunia periklanan, norma-norma yang berkembang 
secara implisit maupun eksplisit menjadi panduan dalam menciptakan 
materi iklan. Norma ini membantu menentukan bagaimana sebuah 
produk atau layanan harus disajikan agar menarik perhatian konsumen 
dan sesuai dengan standar industri. 

Misalnya dalam industri makanan dan minuman, produk yang 
diiklankan sering ditampilkan dalam bentuk yang lebih menarik 
dibandingkan aslinya. Hal ini bukan bertujuan untuk menipu konsu-
men, tetapi lebih kepada standar estetika yang sudah diterima dalam 
industri tersebut. Foto makanan dalam iklan biasanya dibuat dengan 
pencahayaan khusus, pewarnaan yang diperjelas, atau bahkan trik 
fotografi agar tampak lebih menggoda. Meskipun praktik ini umum 
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dilakukan, namun tetap diperlukan transparansi agar tidak mengece-
wakan konsumen. 

Namun dalam beberapa kasus, kebiasaan dalam industri perik-
lanan juga dapat menimbulkan pertanyaan etis. Salah satu contohnya 
adalah penggunaan stereotipe gender dalam iklan yang kerap menjadi 
bahan perdebatan. Banyak iklan masih menggambarkan perempuan 
sebagai objek seksual atau menampilkan peran gender yang kaku, 
seperti wanita yang selalu digambarkan sebagai ibu rumah tangga, 
sementara pria sebagai sosok dominan yang sukses di dunia kerja. 
Representasi semacam ini dapat memperkuat stigma sosial dan meng-
hambat perubahan menuju kesetaraan gender. 

Oleh karena itu, perusahaan harus lebih berhati-hati dalam mengi-
kuti kebiasaan industri dan memastikan bahwa iklan yang dibuat tidak 
hanya memenuhi standar yang ada, tetapi juga mempertimbangkan 
nilai-nilai sosial yang lebih luas. Dengan cara ini, iklan tidak hanya 
berfungsi sebagai alat pemasaran yang efektif, tetapi juga berkontribusi 
dalam membangun kesadaran sosial yang lebih baik di masyarakat 
(Bertnes, 2000: 280).

Menilai etika dalam periklanan melibatkan berbagai faktor, seperti 
maksud pengiklan, isi iklan, audiens, dan kebiasaan industri. Pengiklan 
harus bersikap jujur, tidak menyesatkan, serta mempertimbangkan dampak-
nya terhadap konsumen dan masyarakat. Iklan tidak boleh memperkuat 
kesenjangan sosial atau merugikan kelompok tertentu. Dalam era digital, 
di mana informasi menyebar cepat, perusahaan harus berhati-hati dalam 
beriklan untuk menjaga kepercayaan konsumen yang merupakan aset 
berharga dalam bisnis.

Asas-Asas Umum Tata Krama Periklanan 
Periklanan memiliki peran penting dalam dunia bisnis dan komunikasi, 
baik sebagai sarana untuk memasarkan produk maupun sebagai alat komu-
nikasi antara produsen dan konsumen. Iklan tidak hanya bertujuan untuk 
meningkatkan penjualan, tetapi juga membentuk citra dan reputasi peru-
sahaan. Dalam praktiknya, periklanan harus mengikuti kaidah etika yang 
berlaku agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. 
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Di Indonesia, terdapat tata krama periklanan Indonesia yang dirancang 
oleh masyarakat periklanan Indonesia sebagai pedoman dalam beriklan. 
Tata krama ini dibuat untuk memastikan bahwa iklan yang ditayangkan 
memenuhi standar etika, hukum, dan tanggung jawab sosial. Kasali (1992: 
214) menyebutkan bahwa terdapat tiga asas utama dalam beriklan. 
1.	 Iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan patuh hukum

Kejujuran dalam iklan sangat penting untuk menjaga kepercayaan 
konsumen dan menghindari kesan menyesatkan. Hal ini sesuai dengan 
asas kebenaran dalam tata krama periklanan yang mengharuskan 
informasi yang disampaikan akurat dan tidak manipulatif. Selain itu, 
perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak iklan yang ditayang-
kan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Iklan harus dibuat 
dengan mempertimbangkan kepentingan konsumen serta dampaknya 
terhadap masyarakat luas. 

Selain menjaga kejujuran dan tanggung jawab, iklan juga harus 
mematuhi hukum yang berlaku, termasuk undang-undang perlin-
dungan konsumen dan regulasi periklanan di Indonesia. Setiap materi 
iklan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan agar tidak merugikan 
konsumen. Dengan ini, perusahaan dapat membangun citra positif, 
meningkatkan loyalitas pelanggan, serta menciptakan lingkungan 
bisnis yang lebih sehat dan etis.

2.	 Iklan harus menghormati nilai dan martabat
Iklan harus dibuat dengan mempertimbangkan keberagaman masya-
rakat Indonesia agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau konflik 
sosial. Konten yang bersifat diskriminatif, baik dalam hal suku, agama, 
ras, maupun golongan harus dihindari demi menjaga keharmonisan 
dan persatuan. Hal ini sejalan dengan asas kesopanan dalam tata krama 
periklanan yang mengharuskan iklan menghormati norma sosial dan 
tidak merugikan kelompok tertentu. 

Selain itu, iklan harus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan 
etika yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan asas kepa-
tutan yang mengharuskan iklan mencerminkan nilai moral serta norma 
yang diterima oleh publik. Dengan memperhatikan aspek ini, perusa-
haan dapat membangun citra positif dan mendapatkan kepercayaan 
dari konsumen. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini tidak hanya 
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menjaga integritas perusahaan, tetapi juga membantu menciptakan 
iklan yang lebih bertanggung jawab dan selaras dengan identitas serta 
karakter bangsa Indonesia.

3.	 Iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat
Persaingan dalam dunia bisnis harus dilakukan secara adil tanpa upaya 
menjatuhkan pihak lain, termasuk dalam strategi periklanan. Iklan 
yang dibuat harus mengedepankan etika bisnis dan tidak mengandung 
unsur pencemaran nama baik terhadap kompetitor. Selain itu, iklan 
juga harus menjunjung asas persaingan sehat yang melarang praktik 
periklanan bersifat merugikan atau mendiskreditkan pesaing. 

Penggunaan strategi periklanan sebaiknya berorientasi pada 
keunggulan dan keunikan produk sendiri tanpa menjelekkan atau 
membandingkan secara negatif dengan produk lain. Perusahaan harus 
memastikan bahwa iklan yang dibuat tidak menimbulkan dampak 
negatif bagi kompetitor maupun masyarakat. Iklan yang etis dan 
bertanggung jawab tidak hanya mencerminkan profesionalisme peru-
sahaan, tetapi juga membantu menciptakan ekosistem bisnis yang lebih 
harmonis dan berintegritas.

Menilai apakah suatu iklan efektif atau tidak bukanlah pekerjaan yang 
mudah. Efektivitas iklan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang 
berbeda tergantung pada siapa yang menilainya. Dari sudut pandang konsu-
men, iklan yang efektif adalah iklan yang mampu memberikan informasi 
lengkap dan jelas mengenai suatu produk. Konsumen dapat membuat 
keputusan pembelian berdasarkan informasi yang akurat. Selain itu, iklan 
yang baik juga diharapkan dapat memperluas pilihan bagi konsumen dan 
membantu dalam menentukan produk yang paling sesuai dengan kebu-
tuhannya. 

Menurut Adona (2006: 42), terdapat dua sudut pandang utama dalam 
menilai efektivitas suatu iklan. 
1.	 Dampak pemasaran terhadap penjualan

Iklan yang efektif memiliki peran penting dalam meningkatkan penju-
alan produk atau jasa yang dipasarkan. Iklan tidak hanya bertujuan 
untuk menarik perhatian konsumen, tetapi juga harus mampu meme-
ngaruhi keputusan pembelian. Dengan strategi yang tepat, iklan dapat 
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menciptakan daya tarik yang kuat, memperkenalkan nilai tambah dari 
produk, serta meyakinkan calon pembeli untuk mencoba atau meng-
gunakan jasa yang ditawarkan. 

Efektivitas iklan dapat diukur dari seberapa banyak konsumen 
yang tertarik dan akhirnya membeli produk setelah melihat iklan 
tersebut. Iklan yang mampu menarik perhatian, menyampaikan pesan 
dengan jelas, serta membangun rasa percaya pada konsumen cende-
rung memiliki dampak lebih besar dalam meningkatkan angka penju-
alan. Selain itu, kualitas konten iklan, pemilihan media yang tepat, serta 
waktu penayangan juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap 
efektivitasnya. 

Indikator keberhasilan iklan dari sudut pandang bisnis dapat 
dilihat dari peningkatan omzet, bertambahnya jumlah pelanggan baru, 
atau meningkatnya loyalitas konsumen terhadap suatu merek. Jika 
sebuah iklan mampu menciptakan pengaruh positif yang berkelanjutan 
maka perusahaan dapat mempertahankan serta memperluas pasar. 
Iklan yang efektif bukan hanya sekadar menarik perhatian, tetapi juga 
memiliki dampak nyata terhadap pertumbuhan bisnis dan pencapaian 
tujuan pemasaran jangka panjang.

2.	 Dampak sosial dan opini publik
Iklan memiliki peran penting dalam membentuk persepsi dan opini 
masyarakat terhadap suatu produk atau merek. Melalui pesan yang 
disampaikan, iklan dapat menciptakan citra positif yang membuat 
konsumen lebih tertarik untuk mengenal dan menggunakan produk 
tersebut. Sebaliknya, jika tidak dikemas dengan baik maka iklan dapat 
menimbulkan kesan negatif yang justru merugikan merek yang dipro-
mosikan. 

Efektivitas sebuah iklan tidak hanya diukur dari jumlah penjualan 
yang meningkat, tetapi juga bagaimana masyarakat merespons pesan 
yang terkandung dalam iklan tersebut. Respons ini bisa berupa keter-
tarikan, rasa percaya, ataupun keterlibatan konsumen dalam memba-
gikan informasi terkait produk atau merek yang diiklankan. Semakin 
banyak orang yang membicarakan atau merekomendasikan produk 
setelah melihat iklan maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilannya 
dalam memengaruhi opini publik. 
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Jika sebuah iklan mampu mengubah kebiasaan atau gaya hidup 
masyarakat maka iklan tersebut dapat dianggap sangat berhasil. 
Misalnya, iklan yang mendorong tren konsumsi makanan sehat, 
gaya hidup ramah lingkungan, atau penggunaan teknologi tertentu 
dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat dalam jangka 
panjang. Dengan demikian, iklan tidak hanya berfungsi sebagai alat 
promosi, tetapi juga sebagai media yang membentuk preferensi dan 
kebiasaan konsumen dalam kehidupan sehari-hari.

Tata krama periklanan di Indonesia bertujuan untuk memastikan 
bahwa iklan yang beredar di masyarakat memenuhi standar etika dan 
hukum yang berlaku. Selain itu, efektivitas iklan dapat dinilai dari dua sudut 
pandang, yaitu dampaknya terhadap penjualan produk dan pengaruhnya 
terhadap opini publik. Karena adanya kepentingan yang berbeda antara 
produsen dan konsumen maka kompromi dalam periklanan menjadi hal 
yang penting. 

Agar periklanan tetap memberikan manfaat bagi semua pihak, peru-
sahaan perlu memperhatikan tanggung jawab sosialnya, mengikuti regulasi 
pemerintah, serta menghindari konten iklan yang dapat menimbulkan 
dampak negatif di masyarakat. Dengan demikian, periklanan tidak hanya 
menjadi alat pemasaran yang efektif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya 
menciptakan komunikasi yang sehat dan bertanggung jawab di tengah 
masyarakat.
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Isu Etika dalam Hubungan Ketenagakerjaan
Menurut World Economic Forum (2020), integritas seperti kejujuran 
dan sikap etis adalah kemampuan penting yang sangat dibutuhkan dalam 
dunia bisnis dan organisasi saat ini. Karena itu, etika termasuk dalam kete-
rampilan lunak (soft competence) yang harus dimiliki oleh setiap individu 
maupun organisasi. Etika merupakan bagian tak terpisahkan dari perilaku 
seseorang, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari organisasi 
tempatnya bekerja. 

Hubungan antara pemberi kerja dan pekerja sering kali menimbul-
kan persoalan etika. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, 
hubungan ini dikenal sebagai employee relations (yang sebelumnya disebut 
industrial relations) dan mencakup berbagai bentuk interaksi antara pekerja. 
Hubungan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga informal; tidak hanya 
bersifat pribadi (personal), tetapi juga tidak pribadi (impersonal). Aspek 
yang terlibat pun sangat luas, mulai dari kognitif, sosial, emosional, fisik, 
hingga psikologis. 

Dengan begitu, hubungan antarpekerja ini bertujuan untuk membantu 
pencapaian visi dan misi perusahaan. Namun dalam prosesnya, berbagai 
tekanan bisa timbul yang menyebabkan pekerja mengalami stres, depresi, 
bahkan kelelahan mental (burnout). Kondisi tersebut tentu akan berdampak 
pada efektivitas kerja dan kinerja individu yang dapat memengaruhi kinerja 
organisasi secara keseluruhan. 

Mengutip dari Ekuma dan Akobo (2015), persoalan etika dapat terkait 
dengan kewajaran (fairness), keadilan (justice), kebenaran (truthfulness), dan 
tanggung jawab sosial (social responsibility). Ekuma dan Akobo mengiden-
tifikasi isu etika berupa penahanan suatu informasi yang menjadi persoalan 
pekerja dan pemberi kerja, penyelidikan catatan kriminal calon pekerja, 
dan kewajiban atas pekerja tetap yang menjadi tidak efektif karena adanya 
perubahan kerja. Kemudian mereka mengemukakan empat kategori besar 
dari persoalan etik kontemporer sebagaimana berikut.
1.	 Insecurity and risk

Dunia bisnis saat ini menjadi semakin lemah dalam hal jaminan 
ketenagakerjaan. Hal ini ditandai dengan kondisi makroekonomi, 
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restrukturisasi usaha, outsourcing, serta perampingan usaha sebagai 
akibat dari perubahan kontrak kerja dan sistem kompensasi.

2.	 Surveillance and control
Sistem manajemen kinerja birokratik dan perubahan budaya menjadi 
alat untuk mendisain sikap dan komitmen pekerja.

3.	 Deregulation
Persoalan etik semacam ini diakibatkan pergeseran makna managerial 
prerogatives dan kebutuhan manajer untuk senantiasa peka dan tanggap 
terhadap pasar (market).

4.	 Rhetoric and deceit
Hal ini terjadi dalam situasi di mana karakter integritas semakin terge-
rus dalam pengelolaan organisasi.

Diskriminasi dalam Dunia Kerja
1.	 Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas

Fenomena diskriminatif terhadap disabilitas dalam dunia kerja mencer-
minkan persoalan struktural yang masih kuat melekat dalam sistem 
ketenagakerjaan modern. Diskriminasi ini tidak hanya bersifat terbuka, 
tetapi sering kali terselubung dalam praktik-praktik ketenagakerjaan 
yang terlihat wajar namun sebenarnya tidak inklusif. Caron (2020) 
menyoroti bahwa stigma dan perlakuan tidak setara terhadap individu 
dengan disabilitas, khususnya mereka yang memiliki disabilitas mental 
dan keterbatasan aktivitas yang masih menjadi kenyataan menyedihkan 
di banyak tempat kerja.

Diskriminasi tersebut muncul karena adanya standar-standar 
normatif yang mendefinisikan pekerja ideal berdasarkan kemampuan 
fisik dan mental tertentu. Ketika seseorang tidak memenuhi standar 
tersebut—misalnya karena keterbatasan fisik atau mental—maka ia 
cenderung dipandang kurang produktif atau menjadi “beban” dalam 
sistem produksi. Padahal, pandangan semacam ini tidak mempertim-
bangkan potensi dan kemampuan yang bisa dikembangkan melalui 
dukungan lingkungan kerja yang adaptif dan inklusif.

Caron mencatat bahwa orang dengan disabilitas berat cenderung 
menerima upah per jam dan jam kerja mingguan yang lebih rendah 
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dibandingkan mereka yang tidak memiliki disabilitas. Ketimpangan 
ini mencerminkan ketidakadilan sistemik, bukan sekadar ketidakse-
ngajaan atau faktor individual. Bahkan dalam kasus disabilitas ringan, 
meskipun upah per jam sedikit lebih tinggi, mereka tetap menerima 
jam kerja yang lebih sedikit sehingga secara total tetap mengalami 
kerugian ekonomi.

Realitas ini mengungkap bahwa ketimpangan dalam dunia kerja 
terhadap penyandang disabilitas masih berlangsung dan bersifat multi-
dimensi—mencakup aspek upah, kesempatan kerja, serta perlakuan 
sosial di lingkungan kerja. Maka dari itu, diperlukan pendekatan yang 
lebih progresif dalam kebijakan ketenagakerjaan, termasuk penerapan 
prinsip kesetaraan dan akomodasi yang layak (reasonable accommoda-
tion) agar hak-hak penyandang disabilitas benar-benar dapat dihormati 
dan dipenuhi secara adil.

2.	 Diskriminasi atas dasar karakteristik fisik
Selain individu dengan disabilitas, karakteristik fisik tertentu juga kerap 
menjadi dasar diskriminasi dalam praktik ketenagakerjaan. Dalam 
konteks ini, penampilan fisik seseorang—termasuk berat badan—
sering kali digunakan sebagai indikator tidak resmi dalam proses seleksi 
dan penentuan kompensasi. 

Temuan Caron (2020) memperlihatkan bahwa laki-laki dengan 
kelebihan berat badan justru memperoleh perlakuan yang lebih meng-
untungkan secara ekonomi dengan potensi peningkatan upah hingga 
28%. Sebaliknya, perempuan dengan berat badan di bawah rata-rata 
justru mengalami diskriminasi yang signifikan, di mana mereka mene-
rima penghasilan hingga 18% lebih rendah dibandingkan perempuan 
dengan berat badan normal setelah melalui tahap seleksi rekrutmen.

Fenomena ini menunjukkan bahwa orientasi terhadap standar 
penampilan fisik tertentu sangat memengaruhi keputusan manajerial, 
terutama dalam proses perekrutan dan pemberian kompensasi. Ketika 
penilaian terhadap estetika fisik lebih diprioritaskan daripada kompe-
tensi dan kualifikasi profesional maka keputusan-keputusan tersebut 
menjadi tidak proporsional dan cenderung merugikan kelompok 
tertentu. 



Etika Ketenagakerjaan dan Perlindungan Hak Pekerja 77

Dalam hal ini, perempuan menjadi pihak yang paling terdampak, 
terutama karena ekspektasi sosial yang lebih ketat terhadap penam-
pilan perempuan di ruang publik maupun profesional. Diskriminasi 
berbasis fisik ini menandakan adanya ketimpangan struktural dalam 
dunia kerja yang masih perlu dibongkar dan disadari secara kritis agar 
prinsip kesetaraan dan keadilan dalam ketenagakerjaan dapat benar-
benar diwujudkan.

Persoalan Gender dan Kesetaraan Upah
Selain persoalan diskriminasi, gender juga masih menjadi bagian dari 
persoalan mendasar ketenagakerjaan yang penting untuk tetap memperoleh 
perhatian dan penanganan, sebagaimana dicontohkan dari gambar berikut.

Gambar 8.1 Kesetaraan upah untuk pekerjaan yang sama

Gambar di atas menyatakan bahwa Indonesia berada pada posisi 
menengah di antara negara-negara Asia Tenggara, terkait kesetaraan upah 
untuk pekerjaan yang sama (equality for similar work). Namun dalam hal 
ini, kesenjangan upah menurut gender di Indonesia masih cukup besar 
(Cameron, 2023). 

Menurut Cameron, di sektor formal masih terjadi kesenjangan upah 
yang cukup besar, yaitu sekitar 63%. Hal ini berarti bahwa untuk peker-
jaan yang sama, perempuan hanya menerima 37% dari gaji yang diterima 
oleh laki-laki. Diskriminasi ini lebih banyak dialami oleh perempuan yang 
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bekerja di sektor dengan upah rendah dan keterampilan minim diban-
dingkan dengan perempuan yang memiliki pekerjaan profesional dan 
keterampilan tinggi. 

Masalah kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan untuk 
pekerjaan yang sama ini sebenarnya telah lama menjadi perhatian dunia. 
Sejak 29 Juni 1951, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Organisasi 
Perburuhan Internasional (ILO) telah menetapkan konvensi kesetaraan 
upah guna mendorong keadilan dalam pemberian upah tanpa membeda-
kan gender. 

Konvensi No. 100 Tahun 1951 (baca Konvensi Upah yang Setara) 
menandaskan nilai upah yang ditetapkan tanpa diskriminasi berdasarkan 
jenis kelamin. Nilai upah tanpa diskriminasi tersebut ditetapkan melalui 
penilaian oleh otoritas yang menentukan nilai upah berdasarkan kesepa-
katan kerja bersama. Dalam tanda kutip, diskriminasi dibolehkan atau tidak 
dianggap berlawanan dengan prinsip Konvensi No. 100 itu jika perbedaan 
nilai upah antarpekerja, tanpa memandang jenis kelamin, terjadi menurut 
penilaian objektif atas pekerjaan yang akan dilakukan. 

Tidak hanya Konvensi Upah yang Setara, PBB juga melansir Konvensi 
No. 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi atas Pekerjaan dan Jabatan 
memuat larangan diskriminasi dan meningkatkan kesetaraan kesempatan 
dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan. Diskriminasi ini dilarang 
dilakukan berdasarkan ras, wana kulit, jenis kelamin, agama, aliran politik, 
kebangsaan atau asal usul keturunan yang berakibat kesetaraan kesempatan 
dan perlakuan atas misalnya pelatihan, akses terhadap pekerjaan, dan 
keamanan atas pekerjaan. Namun demikian, tidak dinilai sebagai diskrimi-
nasi jika pembedaan atau pengecualian dilakukan berdasarkan persyaratan 
khas dari pekerjaan itu. 

Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah mengadopsinya melalui 
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO 
Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment 
and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan 
dan Jabatan). Belum berhenti pada konvensi diskriminasi, panduan etika 
terkait kesetaraan kesempatan kerja juga diluncurkan oleh ILO. Tanggung 
jawab keluarga mencakup tanggung jawab atas anak-anak yang belum 



Etika Ketenagakerjaan dan Perlindungan Hak Pekerja 79

dewasa dengan tanggung jawab membatasi peran serta anggota masyarakat 
berpartisipasi dalam aktifitas ekonomi. 

Konvensi ini pada pokoknya menentukan pentingnya promosi atas 
kesempatan dan perlakuan bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki 
tanggung jawab terhadap keluarga. Dengan kata lain, konvensi memungkin-
kan orang-orang dengan tanggung jawab keluarga yang terlibat atau ingin 
terlibat dalam pekerjaan untuk menggunakan hak mereka tanpa didiskri-
minasikan. Impak konvensi ini antara lain dibuatnya tempat penitipan anak, 
fasilitas layanan keluarga, pelatihan kejuruan/vokasional.

Konvensi ILO yang masih berwarna gender adalah Konvensi No.183 
Tahun 2000 tentang Perlindungan Kehamilan. Konvensi ini secara garis 
besar mengatur empat komponen utama.
1.	 Cuti melahirkan

Cuti selama 1.5 bulan sebelum melahirkan dan 1.5 bulan setelah mela-
hirkan (pasal 82 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan) dan dapat diperpanjang menurut surat 
dokter atau bidan untuk sebelum atau setelah melahirkan (Penjelasan 
pasal 82 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan).

2.	 Tunjangan finansial dan kesehatan
Perempuan yang cuti melahirkan tetap berhak memperoleh upah 
penuh (Pasal 81 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu 
Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 84 UU Ketenagakerjaan). Bahkan, 
suami yang tidak bekerja dari istri yang melahirkan tersebut berhak 
atas upah selama dua hari (Pasal 93 ayat (2) huruf c jo. ayat (4) huruf 
e Undang-Undang Ketenagakerjaan).

3.	 Perlindungan kesehatan
Perempuan hamil dilindungi kesehatannya dari pekerjaan malam 
(pukul 23.00—07.00) jika rekomendasi dokter menyatakan akan 
membahayakan dirinya, kandungannya, dan kesehatannya (Pasal 76 
ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan). Selain itu, perlindungan 
atas kesehatan dan keselamatan kerja (Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Ketenagakerjaan).
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4.	 Menyusui.
Perempuan pekerja dilarang mengalami pemutusan hubungan kerja 
(PHK) saat mengandung, melahirkan, gugur kandungan, dan menyu-
sui (Pasal 81 angka 43 Perpu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 153 
ayat (1) huruf e UU Ketenagakerjaan).

Prinsip-Prinsip Etika di Tempat Kerja
1.	 The right to privacy

Pada saat kerahasiaan pribadi (privacy) seseorang bersentuhan dengan 
kerahasiaan pribadi orang lain (utilitarianism), hasilnya akan sulit 
menentukan batas dari kerahasiaan itu sendiri. Terlebih ketika tekno-
logi dan informasi berkembang begitu pesatnya. Namun demikian, 
perlindungan terhadap kerahasiaan pribadi seseorang di tempat kerja 
sangat esensial mengingat dimensi personal dan psikologikal seseorang 
adalah bagian tidak terpisahkan dari dimensi sosial dan professional 
seorang pekerja. 

Right to privacy ini menekankan pada hak seseorang untuk menen-
tukan apa, kepada siapa, dan bagaimana informasi tentangnya diung-
kap dengan memperhatikan aspek relevansi, persetujuan, dan metode 
(Velasquez, 2018). Sementara itu, Carrol dan Buchholtz (2009) menya-
takan empat persoalan utama perihal kerahasiaan pribadi.
a.	 Pengumpulan dan penggunaan informasi tentang seseorang dari 

dokumen/file personalia perusahaan. Pengendali data pribadi 
wajib menjaga kerahasiaan data pribadi termasuk mengawasi 
pemroses data pribadi di bawah kendalinya sehingga terlindungi 
dari pihak yang tidak sah dan kegiatan pemrosesan yang tidak sah. 

b.	 Pengujian integritas dengan menggunakan sejumlah alat uji guna 
mengidentifikasi kejujuran seseorang yang akan menghasilkan 
dua tipe kemungkinan, yakni type 1 error (bersalahnya seseorang 
yang tidak bersalah) dan type 2 error (tidak bersalahnya orang 
yang bersalah).

c.	 Pengujian obat-obatan terlarang. Isu yang berkembang terkait 
pengujian obat terlarang (dapat diperluas ke alkohol dan zat 
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adiktif) adalah validitas serta reliabilitas alat dan hasil uji, dampak 
pengujian ini terhadap moral pegawai.

d.	 Pemantauan pekerjaan, perilaku, percakapan, dan lokasi pekerja 
dengan menggunakan peralatan elektronik. Pemantauan melalui 
peralatan elektronik ini ditujukan terhadap pekerjaan dan tentunya 
dengan rasional yang kuat.
Selain pertimbangan efisiensi, perusahaan juga harus menge-

lola sumber daya yang dimiliki serta menjaga kerahasiaan informasi 
penting dan strategis. Namun, pasar kerja juga memengaruhi sejauh 
mana seorang pekerja menyetujui pengungkapan informasi priba-
dinya di tempat kerja. Dalam hal ini, terdapat dua jenis persetujuan, 
yaitu thin consent dan thick consent. Thin consent terjadi ketika pekerja 
memiliki sedikit atau bahkan tidak ada pilihan pekerjaan lain sehingga 
terpaksa menerima aturan yang ada. Sementara itu, thick consent 
terjadi ketika pekerja memiliki lebih banyak peluang untuk pindah 
kerja sehingga bisa menolak atau mengabaikan kebijakan yang tidak 
disetujui (Ghillyer, 2018).

2.	 The right not to be fired without cause
Menurut prinsip ini, pemutusan hubungan kerja (PHK) hanya dapat 
dilakukan menurut alasan yang baik (good reasons). Prinsip the right not 
to be fired without cause disebut juga good cause norms atau just cause 
sebagai kebalikan dari prinsip atau doktrin employment at will (at will 
employment relationship) (Carrol dan Buchholtz (2009). Employment 
at will menyatakan bahwa hubungan kerja berlandaskan kesukarelaan 
sehingga ketika pekerja dapat berhenti kerja kapan pun maka peru-
sahaan pun dapat mengambil sikap serupa dengan atau tanpa alasan, 
kapan pun itu. 

Carrol dan Buchholtz (2009: 667—669) menguraikan 3 kategori 
dari employment at will, yakni public policy exceptions, contractual 
actions, dan pelanggaran good faith actions. Public policy exceptions 
melindungi pekerja yang menolak melakukan kejahatan atau mengam-
bil hak yang timbul dari regulasi. Contractual actions diartikan adanya 
kontrak atau pelaksanaan perjanjian antara perusahaan dan pekerja, 
baik secara eksplisit dan implisit. 
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Tindakan yang dilakukan dengan itikad baik (good faith acti-
ons) mencerminkan tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan 
prosedur kerja yang adil dan transparan (due process mechanism), serta 
tanggung jawab pekerja untuk menjalankan tugasnya dengan baik 
dan menunjukkan kinerja yang optimal. Prosedur ini juga mencakup 
cara menangani keluhan, keberatan, hingga pemberian sanksi disiplin 
secara tepat. 

Namun menurut Velasquez (2018), realitas di lapangan sering 
kali berbeda. Ia menyatakan bahwa banyak pekerja tidak memiliki 
kebebasan penuh untuk memilih pekerjaan, terutama ketika tidak 
ada pilihan kerja lain yang tersedia. Dalam kondisi tersebut, pekerja 
cenderung menganggap adanya hak yang bersifat semu, seperti kontrak 
(quasi-contractual right) sehingga pekerja berharap diperlakukan secara 
adil oleh perusahaan. Selain itu, pekerja juga memiliki hak untuk tidak 
diperlakukan secara sewenang-wenang serta berhak untuk terbebas 
dari tuduhan yang tidak berdasar.

3.	 The right to a safe and health workplace
Perusahaan memiliki hubungan kerja dengan pekerja yang mana 
pekerja menerima penghasilan sebagai imbalan atas hasil kerjanya 
terhadap pemberi kerja/perusahaan. Makna atas hubungan kerja ini 
tidak hanya berhenti atas penghasilan dan kinerja, proses kerja merupa-
kan bagian integral yang vital sehingga perlindungan atas keselamatan 
kerja menjadi tidak tergantikan. 

Proses kerja tidak hanya berlangsung di dalam area tempat kerja, 
tetapi juga mencakup perjalanan pergi dan pulang dari rumah ke 
tempat kerja. Proses ini berkaitan erat dengan berbagai faktor lain, 
seperti gaya kepemimpinan, suasana dan kondisi lingkungan kerja, 
budaya organisasi, struktur perusahaan, penggunaan teknologi infor-
masi, serta perilaku, sikap kerja, kebijakan, regulasi, dan standar kerja 
yang berlaku. Dalam menjalankan proses kerja ini, kemampuan terbaik 
dari pekerja sangat diperlukan demi tercapainya tujuan perusahaan 
serta mendukung kesejahteraan keluarga para pekerja. Oleh karena 
itu, keselamatan dan kesehatan pekerja harus menjadi perhatian utama 
dalam setiap aspek kerja.
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Prioritas atas keselamatan terhadap pekerja sama besarnya dengan 
keuntungan dan indikator keberhasilan lainnya dalam perusahaan, 
seperti segmen pasar dan value chain dari bisnis perusahaan. Oleh 
karena itu, perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial ditan-
dai dengan komitmen mewujudkan dan merawat etika keselamatan 
pekerja di tempat kerja (Carrol dan Buchholtz (2009). 

Penghormatan perusahaan terhadap martabat manusia (human 
dignity) atas nilai-nilai intrinsik (intrinsic values) melalui produksi 
produk yang aman (safe products) dan pembentukan tempat kerja yang 
aman (safe workplace) (Trevino dan Nelson, 2011). Perhatian perusa-
haan juga diberikan dalam bentuk prosedur, kebijakan, dan regulasi 
atas isu kesehatan lainnya, yakni tentang AIDS, perilaku merokok, dan 
kekerasan (kekerasan fisik, verbal, dan psikis) (Carrol dan Buchholtz 
(2009).

4.	 The right to due process and fair treatment
Hak, kepentingan, dan martabat pekerja adalah hal penting yang wajib 
dijaga dan dijamin oleh perusahaan melalui setiap prosedur, keputusan, 
aturan, standar, dan kebijakan yang dibuat. Perlindungan tersebut 
mencakup hampir seluruh tahapan dalam proses bisnis perusahaan, 
mulai dari tahap perekrutan dan seleksi, pelatihan dan pengembangan 
keterampilan, hingga pemutusan hubungan kerja.

Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip yang digunakan biasanya 
mencerminkan keterlibatan pekerja (representation), kesepakatan 
bersama (consensus), keadilan (justice), dan sikap yang adil dan wajar 
(fairness). Apabila proses yang adil ini (due process) tidak berjalan 
maka bisa diartikan bahwa pekerja tidak dilibatkan dalam penyusunan 
prosedur, atau jika memang tidak memungkinkan melibatkan pekerja, 
setidaknya penyusunannya harus dilakukan dengan cara yang adil dan 
tidak memihak. 

Hal lainnya adalah komunikasi secara jelas tentang sistem, prose-
dur, dan ketentuan yang diterapkan, proses hearing yang transparan 
dan bertanggung jawab, serta sanksi yang objektif (Velasquez, 2018). 
Menururt Carrol dan Buchholtz (2009), sistem dengan proses yang 
baik (due process system) dalam organisasi memuat persyaratan berikut.
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a.	 Haruslah berupa prosedur, berinduk pada peraturan, dan harus 
dipatuhi.

b.	 Haruslah dapat dibaca dengan jelas dan dapat dipahami dengan 
baik.

c.	 Haruslah dapat diprediksi efektif implementasinya.
d.	 Haruslah terlembagakan–disusun oleh pihak-pihak yang relevan 

dan representative serta dibuat khusus dengan tujuan resmi dan 
sah.

e.	 Haruslah memuat elemen kesetaraan.
f.	 Haruslah mudah penggunaannya.
g.	 Haruslah diberlakukan bagi seluruh pekerja.

Due process seharusnya berbentuk ethical due process (procedural 
justice) yang merupakan bagian dari principle of justice atau prin-
ciple of fairness (Carrol dan Buchholtz, 2009). Menurut Carrol dan 
Buchholtz, bagian lainnya adalah distributive justice (distribusi tugas, 
tanggung jawab, sumber daya, dan keuntungan) dan compensatory 
justice (memberikan keadilan atas ketidakadilan kompensasi yang 
telah terjadi). 

5.	 The right to freedom of speech
Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia 
sekaligus hak pekerja untuk bersuara di organisasi tempatnya bekerja. 
Hak bersuara/berpendapat merupakan bagian dari penghormatan dan 
aplikasi demokrasi dari pemangku internal perusahaan. Hak ini dapat 
berupa tulisan atau lisan sebagai refleksi pikiran dan sikapnya tentang 
sesuatu di tempat kerjanya. Hak ini juga tidak dapat dilarang oleh siapa 
pun selama pelaksanaannya tidak melawan etika dan menyangkut 
SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). 

Velasquez (2018) menyatakan bahwa manfaat digunakannya prin-
sip kebebasan berpendapat, yaitu
a.	 melindungi dari pihak-pihak yang berkuasa;
b.	 memungkinkan diketahuinya perbuatan salah (wrongdoing) dan 

tidak adil (injustice);
c.	 memampukan pengelolaan diri;
d.	 menyediakan peluang solusi melalui diskusi; serta
e.	 memastikan pengungkapan pendirian dan perasaan.



Etika Ketenagakerjaan dan Perlindungan Hak Pekerja 85

Kelima hak pekerja di tempat kerja tersebut adalah mandatory bagi 
tiap perusahaan yang bertanggung jawab terhadap bisnisnya, menghargai 
harkat manusia, dan bermaksud mengadakan keberhasilan berkelanjutan. 
Tata kelola perusahaan global selain berorientasi pada sistem nilai integritas 
dan prinsip etika ketenagakerjaan juga pada apa yang PBB gulirkan dan 
sebut sebagai The Ten Principles of The UN Global Compact. 

Empat dari sepuluh prinsip adalah berkaitan dengan ketenagakerjaan 
yang mencakup hal-hal sebagai berikut.
1.	 Bisnis hendaknya menegakkan kebebasan berserikat dan mengakui 

secara efektif hak berunding secara kolektif.
2.	 Penghapusan segala bentuk kerja paksa dan kerja wajib.
3.	 Penghapusan secara efektif kerja anak.
4.	 Penghapusan diskriminasi pekerjaan dan jabatan.

Penerapan prinsip etika ketenagakerjaan tersebut semakin diper-
kokoh melalui eksistensi dan fungsi serikat pekerja/serikat buruh yang 
hadir berkontribusi dalam melindungi dan menjamin keberadaan serta 
implementasi hak dan kepentingan pekerja secara kolektif. Serikat pekerja 
dibentuk untuk mewakili kepentingan pekerja serta memperjuangkan 
kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Mengingat kepatuhan atas pera-
turan ketenagakerjaan masih terbilang rendah di Indonesia maka salah 
satu peran konstitusional dan hak etik serikat pekerja adalah melakukan 
unjuk rasa guna memastikan nilai dasar kebebasan berekspresi (Hamid 
dan Wibisana, 2022).
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Syarat bagi Tanggung Jawab Moral 
Prinsip etika profesi dan etika bisnis menempatkan tanggung jawab sebagai 
salah satu aspek fundamental dalam menentukan apakah suatu tindakan 
dapat dinilai secara moral. Salah satu pertanyaan utama yang perlu dija-
wab dalam konteks ini adalah kondisi yang memungkinkan seseorang 
dapat dimintai tanggung jawab moral atas tindakannya. Dalam kehidupan 
sehari-hari, sering kali mendengar pernyataan bahwa suatu tindakan bukan 
merupakan tanggung jawab seseorang atau bahwa suatu tindakan telah 
berada di luar batas kewajiban moral individu tertentu. 

Setidaknya terdapat syarat utama bagi seseorang untuk dianggap memi-
liki tanggung jawab moral atas tindakannya. Tindakan yang dilakukan harus 
dilakukan dengan kesadaran dan pemahaman akan konsekuensinya. Jika 
tindakan dilakukan tanpa kesadaran atau tanpa memahami akibat yang 
ditimbulkan maka sulit untuk menuntut individu tersebut secara moral. 
Kesadaran dan pengetahuan mengenai suatu tindakan menjadi syarat 
mendasar dalam menentukan apakah seseorang bisa dianggap bertanggung 
jawab atas tindakannya. 

Kesadaran moral berperan penting dalam membentuk perilaku seseo-
rang. Tanpa pemahaman ini, seseorang tidak dianggap bertanggung jawab 
atas tindakan yang dilakukannya. Contohnya, anak kecil sering kali bertin-
dak secara spontan tanpa menyadari apakah perbuatannya baik atau buruk. 
Mereka mungkin mengatakan sesuatu yang kasar atau melakukan tindakan 
yang tidak pantas, tetapi karena belum memiliki pemahaman moral yang 
matang maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan 
moral (Rahman, 2017: 65).

Dalam kasus lain, individu dengan gangguan mental yang serius juga 
tidak dapat dimintai tanggung jawab moral karena tidak memiliki kapasitas 
untuk memahami norma serta nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dari 
contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya individu yang memiliki 
akal budi yang matang dan dapat berfungsi secara normal yang bisa dikenai 
tanggung jawab moral. Dengan kata lain, seseorang harus memiliki kemam-
puan berpikir secara rasional untuk dapat mempertimbangkan tindakan 
yang akan diambil dan memahami konsekuensinya. 
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Tanggung jawab moral berkaitan dengan kebebasan dalam bertin-
dak. Seseorang hanya bisa dianggap bertanggung jawab secara moral jika 
tindakannya dilakukan atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak lain. 
Artinya, ia memiliki kontrol penuh atas apa yang dilakukannya dan mampu 
mengambil keputusan secara sadar. Tanpa kebebasan ini, sulit menyatakan 
bahwa ia benar-benar bertanggung jawab. 

Dalam beberapa kasus, seseorang mungkin terpaksa melakukan suatu 
tindakan karena adanya tekanan eksternal yang tidak dapat dihindari. 
Misalnya, seseorang yang dipaksa melakukan tindakan tertentu di bawah 
ancaman kekerasan tidak dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban 
moral atas perbuatannya. Dalam situasi seperti ini, individu tidak memiliki 
pilihan nyata untuk bertindak secara berbeda sehingga sulit untuk mengata-
kan bahwa tindakan tersebut benar-benar berasal dari kehendaknya sendiri. 

Namun, kebebasan dalam bertindak bukanlah sesuatu yang hitam dan 
putih. Dalam banyak situasi, individu sering kali menghadapi tekanan sosial, 
ekonomi, atau psikologis yang dapat memengaruhi keputusan. Misalnya, 
seseorang mungkin terpaksa melakukan sesuatu karena tekanan lingkungan 
atau norma sosial yang mengharuskannya bertindak dengan cara tertentu. 
Dalam konteks ini, meskipun tekanan tersebut ada, individu masih memiliki 
ruang untuk memilih bagaimana ia akan bertindak. 

Dari perspektif ini, kebebasan bukan hanya soal ada atau tidak adanya 
paksaan fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial yang dapat 
memengaruhi pilihan seseorang. Individu yang memiliki kapasitas untuk 
berpikir secara rasional dan dapat menilai konsekuensi dari tindakannya 
tetap dapat dikenai tanggung jawab moral, meskipun ia berada dalam situasi 
sulit. Hanya tindakan yang benar-benar berasal dari kehendak bebas yang 
dapat dikenakan tanggung jawab moral secara penuh.

Tanggung jawab moral berkaitan dengan kebebasan dalam bertin-
dak. Seseorang hanya bisa dianggap bertanggung jawab secara moral jika 
tindakannya dilakukan atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak lain. 
Artinya, ia memiliki kontrol penuh atas apa yang dilakukannya dan mampu 
mengambil keputusan secara sadar. Tanpa kebebasan ini, sulit menyatakan 
bahwa ia benar-benar bertanggung jawab. 
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Konsep ini berkaitan erat dengan prinsip kemungkinan alternatif 
(alternate possibilities) yang dikemukakan oleh filsuf Harry Frankfurt 
(1989: 10). Menurut prinsip ini, seseorang hanya bisa dimintai tanggung 
jawab atas tindakannya jika ia memiliki pilihan lain. Dengan kata lain, 
jika seseorang berada dalam kondisi di mana ia benar-benar tidak punya 
pilihan selain melakukan suatu tindakan maka ia tidak dapat sepenuhnya 
dianggap bertanggung jawab secara moral. Prinsip ini menekankan bahwa 
kemampuan untuk memilih secara bebas menjadi kunci utama dalam 
menentukan sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban 
atas tindakannya. 

Namun dalam perkembangannya, Frankfurt mengajukan kritik terha-
dap prinsip tersebut dan menyatakan bahwa seseorang tetap bertanggung 
jawab atas tindakannya meskipun ia tampak berada dalam situasi yang 
membatasi pilihannya selama ia tetap memiliki niat dan kemauan untuk 
melakukan tindakan tersebut. Pendekatan Frankfurt terhadap tanggung 
jawab moral menunjukkan bahwa keadaan yang tampak sebagai paksaan 
tidak selalu membebaskan seseorang dari tanggung jawabnya. 

Dalam situasi tertentu, meskipun seseorang tampaknya tidak punya 
pilihan lain, ia tetap bisa dimintai tanggung jawab moral jika melakukan 
suatu tindakan secara sadar dan atas kehendaknya sendiri. Misalnya, seorang 
karyawan mendapat tekanan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan 
dengan nilai moralnya tetap dianggap bertanggung jawab apabila ia memilih 
menjalankan tindakan tersebut dengan penuh kesadaran. 

Dari sudut pandang etika, konsep ini menjadi penting dalam menilai 
berbagai tindakan yang terjadi dalam kehidupan sosial. Banyak individu 
yang mungkin merasa terpaksa dalam mengambil keputusan tertentu, tetapi 
tetap memiliki kendali atas pilihan mereka. Dalam menilai tanggung jawab 
moral, tidak cukup hanya melihat apakah seseorang memiliki pilihan lain, 
tetapi juga harus diperhatikan apakah individu tersebut tetap memiliki 
kehendak dalam menjalankan tindakan tersebut. Kesadaran dan kemauan 
untuk bertindak menjadi faktor utama dalam menentukan tanggung jawab 
moral seseorang, bahkan dalam situasi di mana pilihannya tampak terbatas.

Dari ketiga syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya individu 
dengan akal budi yang matang serta kehendak bebas yang dapat dikenai 
tanggung jawab moral atas tindakannya. Individu yang belum mampu 
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menggunakan akalnya secara rasional, seperti anak kecil atau orang dengan 
gangguan mental, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban moral karena 
tidak memiliki kontrol penuh atas tindakan. Dalam konteks etika bisnis, 
hanya individu yang memiliki kapasitas rasional dan kebebasan dalam 
mengambil keputusan yang dapat dikenai tanggung jawab moral atas 
tindakannya, baik dalam hubungan profesional maupun dalam pengam-
bilan keputusan bisnis.

Status Perusahaan
Dalam dunia bisnis, muncul pertanyaan besar terkait apakah perusahaan 
memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Untuk menjawabnya, diperlukan 
pemahaman lebih dalam mengenai status dan definisi dari perusahaan itu 
sendiri. Menurut Andasasmita, perusahaan adalah entitas yang secara tera-
tur dan berkesinambungan beroperasi dengan tujuan mencapai keuntungan 
sekaligus bertindak dalam kualitas tertentu dan menjaga transparansi dalam 
setiap kegiatannya.

Menurut Much. Nurachmad, perusahaan adalah segala jenis usaha 
berbentuk badan hukum maupun tidak yang bisa dimiliki oleh pero-
rangan, kelompok, atau lembaga, baik milik swasta maupun milik negara. 
Dalam menjalankan usahanya, perusahaan mempekerjakan orang lain 
dan memberikan upah atau bentuk imbalan lainnya. Artinya, istilah peru-
sahaan mencakup berbagai jenis usaha dengan bentuk kepemilikan dan 
status hukum yang beragam, namun semuanya bertujuan menghasilkan 
nilai melalui kegiatan ekonomi yang melibatkan tenaga kerja yang diberi 
imbalan (Dalimunthe dkk., 2023: 83).

Pada dasarnya, perusahaan adalah sebuah badan hukum yang diben-
tuk berdasarkan hukum yang sah dan disahkan oleh peraturan berlaku. 
Keberadaan perusahaan dijamin oleh hukum tertentu yang memberikan 
legalitas dan keberlanjutan eksistensinya dalam dunia bisnis. Sebagai badan 
hukum, perusahaan beroperasi dengan hak dan kewajiban legal yang 
diatur oleh aturan hukum berlaku. Namun, meskipun perusahaan memi-
liki hak seperti hak milik pribadi, hak paten, atau hak atas merek, muncul 
pertanyaan yang lebih kompleks seperti apakah perusahaan juga memiliki 
kewajiban moral dan sosial, selain kewajiban legalnya.
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Pada tingkat legal, perusahaan memang bisa dianggap memiliki hak 
dan kewajiban sebagaimana layaknya individu. De George memberikan 
dua pandangan yang dapat memahami status perusahaan dalam konteks 
tanggung jawab moral dan sosial sebagaimana berikut.
1.	 Pandangan legal-creator

Pandangan legal-creator melihat perusahaan sebagai ciptaan hukum 
yang eksistensinya hanya dapat terwujud dengan adanya negara dan 
hukum yang mengaturnya. Dalam pandangan ini, perusahaan dicipta-
kan oleh negara untuk tujuan kepentingan masyarakat, di mana negara 
berperan sebagai pembentuk dan pengatur keberlanjutan perusahaan. 
Jika suatu perusahaan tidak lagi memberikan manfaat bagi masyarakat 
maka masyarakat memiliki hak untuk mengubah atau membubarkan 
perusahaan tersebut. 

Dalam konteks ini, tanggung jawab perusahaan lebih difokuskan 
pada kewajiban hukum yang harus dipatuhi, bukan pada kewajiban 
moral atau sosialnya. Pandangan ini menekankan bahwa perusahaan 
harus tunduk pada regulasi hukum yang ada dan beroperasi untuk 
memberikan manfaat kepada masyarakat, serta bertanggung jawab 
kepada negara sebagai pencipta dan pengawasnya.

2.	 Pandangan legal-recognition
Pandangan legal-recognition melihat perusahaan sebagai entitas yang 
terbentuk melalui usaha individu atau kelompok untuk mencapai 
tujuan tertentu yang lebih berkaitan dengan kepentingan pendirinya. 
Dalam pandangan ini, perusahaan bukan dibentuk oleh negara, mela-
inkan hanya mendapat pengakuan dan legalitas berdasarkan hukum 
yang berlaku. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memperoleh 
keuntungan bagi pemilik atau pemegang saham. 

Sementara pelayanan kepada masyarakat dianggap sebagai sarana 
untuk mencapai tujuan tersebut, bukan tujuan utama perusahaan. 
Meskipun perusahaan dapat memberikan kontribusi positif kepada 
masyarakat, fokus utama tetap pada pencapaian keuntungan, tanpa 
kewajiban moral yang melekat pada perusahaan sebagai entitas hukum 
(Keraf, 1998: 117).
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Berdasarkan kedua pandangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa tang-
gung jawab perusahaan lebih bersifat legal dan terkait dengan kewajiban 
untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku. Perusahaan memang memi-
liki tanggung jawab legal untuk menghormati hak-hak orang lain dan 
mematuhi undang-undang, namun dalam kerangka ini kewajiban moral 
atau sosial menjadi lebih kabur. 

Milton Friedman merupakan seorang tokoh terkenal dalam bidang 
etika bisnis berpendapat bahwa tanggung jawab sosial perusahaan hanya 
terbatas pada upaya untuk menghasilkan keuntungan sebanyak-banyak-
nya. Menurut Friedman, perusahaan bukanlah entitas yang bisa memiliki 
tanggung jawab moral atau sosial karena perusahaan adalah pribadi artifi-
sial yang tidak memiliki kesadaran atau kemauan bebas. Tanggung jawab 
sosial perusahaan tidak lebih dari tanggung jawab untuk mendatangkan 
keuntungan bagi para pemegang saham.

Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Argumentasi Friedman 
mengabaikan kenyataan bahwa perusahaan, meskipun bukan pribadi moral 
dalam arti tradisional, tetap merupakan entitas yang dijalankan oleh manu-
sia dengan kesadaran, niat, dan perencanaan yang rasional. Pada dasarnya 
kegiatan perusahaan adalah hasil dari keputusan yang diambil oleh indi-
vidu-individu dalam perusahaan tersebut, terutama oleh para pengelola 
dan staf manajemen. 

Dalam hal ini, meskipun perusahaan sebagai badan hukum tidak 
memiliki kemampuan moral, perusahaan tetap bisa dianggap memiliki 
tanggung jawab moral dan sosial karena kegiatan bisnis yang dijalankan oleh 
manusia-manusia yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Contohnya, 
apabila sebuah perusahaan melakukan kegiatan yang merugikan pihak 
lain maka tanggung jawab tidak bisa hanya dibebankan pada badan hukum 
tersebut, tetapi juga harus melibatkan individu-individu yang mengambil 
keputusan dan menjalankan aktivitas tersebut. 

Dalam hal ini, tanggung jawab moral dan sosial bisa dianggap sebagai 
tanggung jawab kolektif yang melibatkan para pemimpin dan staf mana-
jemen yang memimpin kegiatan bisnis perusahaan. Perusahaan tetap bisa 
dianggap memiliki tanggung jawab moral dan sosial, meskipun ini bukan 
tanggung jawab yang bisa dipikul oleh perusahaan sebagai entitas hukum 
itu sendiri.
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Argumen yang Menentang Keterlibatan Sosial 
Perusahaan 
Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) merupa-
kan konsep yang terus berkembang dalam dunia bisnis modern. Namun, 
meskipun banyak pihak yang mendukung keterlibatan sosial perusahaan, 
terdapat pula pandangan yang menentangnya. Para penentang berpendapat 
bahwa keterlibatan sosial perusahaan bertentangan dengan hakikat bisnis 
itu sendiri serta berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi operasional 
perusahaan. 

Sejumlah argumen utama yang digunakan untuk menentang keterli-
batan sosial perusahaan meliputi aspek tujuan bisnis, efisiensi sumber daya, 
pembagian fokus yang membingungkan, beban biaya bagi masyarakat, serta 
kurangnya keahlian dalam bidang sosial. Berikut adalah argumen yang 
menentang keterlibatan sosial perusahaan.
1.	 Tujuan utama bisnis adalah mengejar keuntungan sebesar-besarnya

Argumen yang paling fundamental dalam menolak keterlibatan sosial 
perusahaan adalah pandangan bahwa tujuan utama bisnis hanya untuk 
memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Pandangan ini berakar 
pada teori ekonomi klasik, terutama yang dikemukakan oleh Milton 
Friedman. Friedman menegaskan bahwa tanggung jawab utama peru-
sahaan adalah untuk menghasilkan laba yang maksimal bagi para 
pemegang saham, bukan untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang 
dianggap dapat mengurangi efisiensi operasional bisnis. 

Menurut pandangan ini, perusahaan tidak seharusnya mengalih-
kan fokusnya dari pencapaian profit untuk tujuan sosial karena hal ini 
dianggap sebagai penyimpangan dari misi utama bisnis. Perusahaan 
diharapkan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara 
optimal untuk mencapai profit yang maksimal. Setiap pengeluaran atau 
investasi yang dilakukan harus berorientasi pada peningkatan produk-
tivitas dan efisiensi sehingga daya saing perusahaan tetap terjaga. 

Setiap alokasi dana atau sumber daya yang tidak langsung berkon-
tribusi pada peningkatan laba atau efisiensi dianggap sebagai pembo-
rosan yang bisa merugikan perusahaan. Oleh karena itu, jika peru-
sahaan terlalu banyak berinvestasi dalam kegiatan sosial, hal ini bisa 
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dianggap sebagai keputusan yang tidak rasional dan tidak relevan 
dengan tujuan utama bisnis sehingga berpotensi merugikan kepen-
tingan pemegang saham.

Selain itu dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif, efisiensi 
operasional adalah faktor kunci dalam keberhasilan perusahaan. 
Efisiensi operasional merupakan suatu proses penting yang digunakan 
untuk mengukur sejauh mana kemampuan manajemen perusahaan 
dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasi-
onal yang dihasilkan. Hal ini mencerminkan sejauh mana perusahaan 
dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan 
keuntungan sekaligus mengurangi pemborosan dalam pengelolaan 
biaya (Junaidi, 2018: 1).

Ketika perusahaan mengalokasikan sebagian sumber daya yang 
ada untuk kegiatan sosial maka ada risiko besar bahwa mereka akan 
kehilangan daya saing dibandingkan dengan perusahaan lain yang lebih 
fokus pada optimalisasi keuntungan. Dalam pasar yang kompetitif, 
setiap keputusan yang mengarah pada pengeluaran yang tidak langsung 
meningkatkan profitabilitas sehingga dianggap sebagai kelemahan 
dalam strategi perusahaan. 

2.	 Tujuan yang terbagi-bagi dan harapan yang membingungkan
Salah satu risiko utama dari keterlibatan sosial perusahaan adalah 
terjadinya fragmentasi tujuan yang dapat mengganggu fokus manaje-
men dalam menjalankan bisnis. Bisnis modern membutuhkan strategi 
yang jelas dan terkonsentrasi pada tujuan utama, yaitu pengembangan 
produk, peningkatan efisiensi operasional, serta optimalisasi keun-
tungan. Jika perusahaan mulai melibatkan diri dalam berbagai aktivitas 
sosial, manajemen akan menghadapi tuntutan dan tekanan dari berba-
gai pihak, seperti pemerintah, organisasi sosial, dan masyarakat umum. 

Beragam harapan ini dapat menyebabkan kebingungan dalam 
pengambilan keputusan strategis karena manajer harus memilih antara 
memenuhi ekspektasi sosial atau tetap berpegang teguh pada strategi 
bisnis utama yang dirancang untuk mencapai profitabilitas. Keterlibatan 
dalam kegiatan sosial yang beragam ini berpotensi menciptakan dilema 
yang lebih besar bagi pemimpin perusahaan. Di satu sisi, mereka diha-
dapkan pada harapan untuk berperan aktif dalam isu-isu sosial yang 
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penting, sementara di sisi lain mereka harus menjaga keberlanjutan 
dan kesuksesan bisnis jangka panjang. 

Kebingungan dalam pengambilan keputusan strategis ini dapat 
mengarah pada keputusan kurang efektif yang mengganggu fokus 
perusahaan dalam mengejar tujuannya, yakni keuntungan dan pertum-
buhan. Perusahaan harus memiliki fokus yang jelas dan mempertahan-
kan identitasnya agar tetap relevan dan berhasil di pasar. Tanpa fokus 
yang tepat, perusahaan bisa terjebak dalam agenda yang mengalihkan 
perhatian dari inti bisnisnya, yaitu menyediakan produk dan layanan 
yang diinginkan pasar, serta meningkatkan efisiensi operasional (Keraf, 
1998: 128).

3.	 Biaya keterlibatan sosial yang membebani masyarakat
Pendukung keterlibatan sosial perusahaan sering kali berargumen 
bahwa corporate social responsibility (CSR) membawa manfaat besar 
bagi masyarakat dengan meningkatkan kualitas hidup, memajukan 
pendidikan, atau melestarikan lingkungan. Namun dari perspektif 
yang menentang, keterlibatan sosial ini justru dianggap sebagai beban 
terselubung yang ditanggung oleh masyarakat, terutama konsumen. 

Setiap kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan memerlukan 
biaya tambahan, dan biaya ini tidak muncul begitu saja tanpa ada 
dampaknya. Biasanya, biaya untuk program sosial perusahaan dihitung 
sebagai bagian dari struktur biaya operasional lebih luas yang dapat 
memengaruhi harga produk atau layanan yang ditawarkan kepada 
konsumen. Untuk menutupi pengeluaran ini, perusahaan sering kali 
menaikkan harga produk atau jasa yang membuat konsumen harus 
menanggung beban tambahan. 

Perusahaan yang terlalu banyak mengalokasikan sumber daya 
untuk kegiatan sosial berisiko kehilangan daya saing. Perusahaan pesa-
ing yang tidak mengimplementasikan program CSR dapat menawarkan 
harga yang lebih rendah dan lebih kompetitif di pasar. Konsumen 
biasanya cenderung memilih produk yang lebih murah, meskipun 
produk tersebut mungkin tidak berkontribusi pada kegiatan sosial. 
Akibatnya, perusahaan yang menjalankan CSR dengan biaya yang lebih 
tinggi bisa kehilangan pangsa pasar dan mengalami kesulitan dalam 
mempertahankan keberlanjutan bisnis.
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Dalam jangka panjang, keterlibatan sosial yang awalnya dimak-
sudkan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat justru 
bisa berbalik menjadi beban bagi masyarakat itu sendiri. Harga lebih 
tinggi yang dikenakan pada produk dapat menyebabkan konsumen 
merasa dirugikan, sementara perusahaan yang berfokus pada kegi-
atan sosial berisiko kehilangan daya saing yang dapat mengarah pada 
pengurangan kesempatan kerja atau bahkan penutupan perusahaan.

4.	 Kurangnya tenaga terampil di bidang kegiatan sosial
Argumen lain yang menentang keterlibatan sosial perusahaan adalah 
kurangnya tenaga profesional yang memiliki keahlian di bidang sosial 
di lingkungan bisnis. Pada dasarnya, perusahaan didirikan dan dikelola 
oleh para ahli di bidang bisnis, keuangan, pemasaran, dan operasio-
nal, bukan oleh tenaga ahli dalam bidang sosial atau kemanusiaan. 
Meskipun perusahaan memiliki tujuan untuk berkontribusi pada 
masyarakat melalui program-program sosial, mereka sering kali tidak 
memiliki pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan untuk 
memahami secara mendalam berbagai aspek sosial, ekonomi, dan 
budaya yang kompleks. 

Pemberian pelatihan keterampilan kerja atau pembangunan infra-
struktur sosial sering kali memerlukan pemahaman yang mendalam 
tentang dinamika sosial-ekonomi dan budaya masyarakat tempat 
program tersebut dijalankan. Tanpa keahlian dalam bidang ini, peru-
sahaan berisiko merancang program yang tidak sesuai dengan kebu-
tuhan masyarakat setempat. Contohnya, jika sebuah perusahaan yang 
berfokus pada pelatihan keterampilan kerja tidak memahami kondisi 
sosial dan ekonomi lokal dengan baik, mereka bisa saja menawarkan 
pelatihan yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di 
wilayah tersebut. 

Program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat justru 
akan menjadi sia-sia, membuang-buang sumber daya, dan tidak 
memberikan dampak positif yang diharapkan. Selain itu, perusa-
haan yang mencoba menjalankan inisiatif sosial tanpa memiliki keah-
lian yang cukup juga menghadapi risiko reputasi yang besar. Jika 
program-program sosial yang dijalankan gagal atau tidak memberikan 
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manfaat nyata bagi masyarakat, ini dapat dianggap sebagai upaya mani-
pulatif yang hanya bertujuan untuk meningkatkan citra perusahaan. 

Ketika hal ini terjadi, kepercayaan publik terhadap perusahaan 
dapat menurun drastis. Masyarakat akan melihat bahwa perusahaan 
hanya menggunakan kegiatan sosial sebagai alat untuk pemasaran atau 
meningkatkan citra mereka tanpa adanya niat tulus untuk membantu. 
Akibatnya, perusahaan tidak hanya gagal dalam memenuhi tujuan sosi-
alnya, tetapi juga merusak reputasi dan citra yang telah dibangunnya 
selama ini (Keraf, 1998: 129).

Berdasarkan argumen-argumen di atas, dapat disimpulkan bahwa 
keterlibatan sosial perusahaan bukanlah suatu kewajiban yang harus dijalan-
kan oleh setiap perusahaan. Bisnis memiliki tujuan utama untuk mengha-
silkan keuntungan, dan setiap alokasi sumber daya harus dilakukan dengan 
mempertimbangkan efisiensi serta keberlanjutan operasional. 

Selain itu, keterlibatan sosial dapat membingungkan manajemen, 
membebani masyarakat dengan biaya tambahan, serta tidak selalu membe-
rikan hasil yang optimal karena kurangnya keahlian di bidang sosial. Oleh 
karena itu, daripada terlibat langsung dalam kegiatan sosial, perusahaan 
lebih baik fokus pada core business-nya dan membiarkan pemerintah atau 
organisasi sosial yang memang memiliki kompetensi dalam bidang ini 
untuk menangani permasalahan sosial. 

Argumen yang Mendukung Keterlibatan Sosial 
Perusahaan
Setelah mengetahui sejumlah argumen yang menentang keterlibatan sosial 
perusahaan, perlu diketahui juga ada sejumlah argumen yang mendukung 
pentingnya peran serta perusahaan dalam berbagai kegiatan sosial seba-
gai bagian dari tanggung jawab sosial. Beberapa argumen ini juga secara 
langsung merespons pandangan-pandangan menentang yang telah dibahas 
sebelumnya.
1.	 Kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah

Meskipun tujuan utama bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan, 
kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap perusahaan semakin 
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berkembang seiring dengan perubahan zaman. Dulu, perusahaan 
mungkin bisa bertahan hanya dengan fokus pada keuntungan dan 
efisiensi dalam operasional. Namun, di era yang semakin maju ini, 
masyarakat semakin menginginkan lebih dari sekadar produk atau 
layanan berkualitas dengan harga yang kompetitif. 

Masyarakat mulai menuntut perusahaan untuk lebih responsif 
terhadap masalah sosial yang lebih luas, seperti kesejahteraan karya-
wan, dampak lingkungan, dan kontribusi terhadap kesejahteraan 
masyarakat. Kebutuhan ini tidak hanya terbatas pada produk yang 
mereka beli, tetapi juga bagaimana perusahaan beroperasi di dalam 
masyarakat. Perusahaan yang hanya fokus pada keuntungan tanpa 
memperhatikan tuntutan sosial masyarakat akan kesulitan bertahan 
dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. 

Dengan adanya kesadaran yang lebih tinggi di kalangan konsumen 
dan pemangku kepentingan lainnya, perusahaan yang tidak mengadap-
tasi diri terhadap harapan sosial ini berisiko kehilangan dukungan dari 
konsumen yang lebih sadar akan tanggung jawab sosial perusahaan. 
Masyarakat kini menilai perusahaan tidak hanya dari produk yang 
ditawarkan, tetapi juga dari bagaimana perusahaan tersebut berkon-
tribusi terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. 

Konsumen lebih memilih untuk mendukung perusahaan yang 
memiliki komitmen terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan. 
Keterlibatan sosial perusahaan, meskipun terkadang bisa memecah 
fokus dalam beberapa kasus sebenarnya dapat menjadi aset yang sangat 
berharga bagi perusahaan apabila kegiatan sosial yang dijalankan sesuai 
dengan inti bisnis perusahaan tersebut. 

Ketika perusahaan dapat menyelaraskan kegiatan sosial dengan 
tujuan bisnis mereka maka keterlibatan tersebut bisa memperkuat 
kinerja perusahaan. Misalnya, perusahaan yang bergerak di industri 
teknologi bisa berfokus pada inisiatif sosial yang mendukung pendi-
dikan dan pelatihan keterampilan digital di komunitas lokal, yang 
tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan 
reputasi perusahaan sebagai pemimpin dalam inovasi dan tanggung 
jawab sosial. 
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Kegiatan sosial yang terarah ini tidak hanya memberi manfaat 
kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan hubungan perusahaan 
dengan pemangku kepentingan dan konsumen. Melalui kegiatan 
sosial yang tepat dan relevan, perusahaan bisa meningkatkan daya 
saingnya. Contohnya, perusahaan yang mengadopsi praktik ramah 
lingkungan, seperti mengurangi jejak karbon atau menggunakan 
bahan baku yang lebih berkelanjutan tidak hanya berkontribusi positif 
terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengurangi biaya operasional 
dalam jangka panjang yang berujung pada peningkatan profitabilitas 
(Smith, 2022: 58).

2.	 Terbatasnya sumber daya alam
Sumber daya alam yang terbatas merupakan tantangan besar bagi 
kelangsungan bisnis jangka panjang. Dengan semakin meningkatnya 
permintaan terhadap sumber daya alam dan tekanan yang dihadapi 
oleh lingkungan akibat eksploitasi yang tidak terkendali, perusahaan 
perlu menyadari bahwa kelangsungan hidup bisnis tidak hanya bergan-
tung pada bagaimana memanfaatkan sumber daya tersebut, tetapi juga 
pada bagaimana mengelola dan menjaga keberlanjutan sumber daya 
alam untuk generasi mendatang. 

Dalam konteks ini, bisnis tidak hanya berfungsi sebagai entitas 
yang berusaha untuk mengeksploitasi sumber daya alam demi keun-
tungan ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar untuk 
memastikan keberlanjutan sumber daya tersebut. Perusahaan yang 
mengabaikan pentingnya keberlanjutan sumber daya alam berisiko 
menghadapi krisis pasokan di masa depan. Hal ini dapat mengancam 
keberlanjutan operasional perusahaan.

Perusahaan yang peduli terhadap kelestarian sumber daya alam 
tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ling-
kungan, tetapi juga berperan penting dalam memperbaiki efisiensi 
penggunaan sumber daya yang semakin terbatas. Hal ini tidak hanya 
menguntungkan lingkungan dengan mengurangi dampak negatif dari 
kegiatan bisnis, tetapi juga memberikan keuntungan finansial bagi 
perusahaan karena dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya 
yang ada dan mengurangi biaya operasional jangka panjang (Brown 
dan Green, 2020: 102).
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Keterlibatan sosial perusahaan, terutama yang berfokus pada 
pelestarian alam merupakan langkah proaktif untuk mendorong peng-
gunaan sumber daya secara lebih efisien dan bertanggung jawab. Dalam 
banyak kasus, kegiatan sosial yang mendukung konservasi lingkungan, 
seperti penghijauan, pengelolaan limbah yang lebih baik, atau peng-
gunaan energi terbarukan dapat membantu perusahaan mengurangi 
dampak lingkungan dari operasional. 

3.	 Lingkungan sosial yang lebih baik
Lingkungan sosial yang baik memberikan dampak positif terhadap 
kelangsungan bisnis. Dalam banyak hal, perusahaan yang terlibat 
secara aktif dalam memperbaiki kondisi sosial di sekitar tidak hanya 
menciptakan dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga memperoleh 
manfaat jangka panjang yang mendukung pertumbuhan dan keberha-
silan bisnis. Perusahaan memiliki kewajiban moral untuk berkontribusi 
terhadap kesejahteraan masyarakat karena hal ini dapat menciptakan 
iklim yang lebih kondusif bagi operasi dan keberlanjutan bisnis. 

Ketika perusahaan memperhatikan aspek sosial dan ikut berpe-
ran dalam meningkatkan kondisi sosial-ekonomi, mereka tidak 
hanya membantu masyarakat sekitar, tetapi juga menciptakan ling-
kungan yang lebih stabil dan mendukung bagi operasional mereka. 
Contohnya, dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan 
kondisi sosial-ekonomi di masyarakat sekitar, perusahaan berperan 
aktif dalam mengurangi pengangguran yang bisa menjadi salah satu 
penyebab utama ketidakstabilan sosial. 

Pengangguran yang tinggi sering kali memicu ketegangan sosial, 
termasuk kekerasan yang dapat merugikan stabilitas bisnis. Masyarakat 
yang tidak memiliki pekerjaan atau kesempatan ekonomi cenderung 
lebih rentan terhadap ketidakpuasan sosial yang dapat berujung pada 
protes atau kerusuhan. Selain itu, ketika perusahaan terlibat dalam 
upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, hubungan 
positif dengan masyarakat sekitar akan terbentuk. 

Keterlibatan ini menciptakan rasa saling menghormati dan 
saling mendukung antara perusahaan dan masyarakat setempat yang 
memperkuat reputasi perusahaan. Perusahaan yang dikenal peduli 
terhadap kesejahteraan masyarakat cenderung dipandang lebih positif 
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oleh konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Hubungan yang 
baik ini tidak hanya bermanfaat dari segi reputasi, tetapi juga dapat 
mempermudah operasional perusahaan di masa depan, seperti dalam 
hal perizinan, dukungan dari pemerintah, atau akses ke sumber daya 
lokal.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keteram-
pilan dan penyediaan lapangan kerja memiliki dampak yang signifikan 
terhadap daya beli masyarakat. Ketika masyarakat memperoleh kete-
rampilan yang lebih baik atau memiliki akses ke pekerjaan yang stabil, 
mereka dapat meningkatkan pendapatan yang meningkatkan daya beli 
masyarakat. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat, permintaan 
terhadap produk dan layanan perusahaan juga akan meningkat.

4.	 Perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan
Di dunia bisnis yang semakin besar dan global, perusahaan memiliki 
kekuasaan sosial yang sangat besar. Kekuasaan ini tidak hanya terbatas 
pada kekuatan ekonomi yang mereka miliki, tetapi juga mencakup 
pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk 
perilaku konsumen, budaya, dan lingkungan sosial. Dengan kemam-
puan untuk memengaruhi keputusan konsumen melalui iklan, pema-
saran, dan inovasi produk, perusahaan bisa menentukan tren dan gaya 
hidup masyarakat. 

Bahkan, masyarakat juga dapat memengaruhi kebijakan sosial dan 
ekonomi yang berdampak luas. Namun dengan kekuasaan sebesar itu, 
perusahaan juga harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 
pengaruhnya tidak merusak keseimbangan sosial dan lingkungan. 
Tanpa adanya tanggung jawab sosial yang tepat, kekuasaan peru-
sahaan dapat dengan mudah disalahgunakan dan dampaknya bisa 
sangat merugikan, mulai dari eksploitasi konsumen hingga kerusakan 
lingkungan.

Tanggung jawab sosial perusahaan berfungsi sebagai pengimbang 
yang penting untuk mengontrol kekuasaan bisnis yang besar. Sama 
seperti pemerintah yang perlu dibatasi kekuasaannya agar tidak menin-
das warganya, perusahaan juga perlu pengawasan dan kendali yang 
memadai agar tidak merugikan masyarakat. Jika perusahaan hanya 
fokus pada keuntungan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap 
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sosial, budaya, atau lingkungan, masyarakat dapat menjadi kekuatan 
yang merusak stabilitas sosial. 

Dalam hal ini, tanggung jawab sosial berperan sebagai mekanisme 
kontrol untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar 
laba, tetapi juga bertindak dengan integritas dan mempertimbangkan 
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui kegiatan sosial 
yang bertanggung jawab, perusahaan bisa menunjukkan bahwa mereka 
memahami posisi dalam masyarakat dan berkomitmen untuk mencip-
takan dampak yang positif.

5.	 Bisnis mempunyai sumber daya yang berguna
Perusahaan memiliki sumber daya yang sangat berharga yang tidak 
hanya terbatas pada aset fisik dan finansial, tetapi juga mencakup 
dana, tenaga profesional, dan pengetahuan yang luas. Sumber daya 
ini memberikan perusahaan kemampuan untuk melakukan lebih dari 
sekadar mencari keuntungan ekonomi. Dalam dunia yang semakin 
terhubung dan kompleks, perusahaan memiliki potensi besar untuk 
berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang 
dihadapi oleh masyarakat (Martin dan Zhao, 2021: 131).

Salah satu kekuatan utama yang dimiliki perusahaan adalah keber-
adaan tenaga profesional yang memiliki keterampilan tinggi dan keah-
lian dalam mengelola, mengorganisir, dan menyelesaikan masalah yang 
terkait dengan dunia bisnis. Keterampilan ini telah terbukti efektif 
dalam mengatasi tantangan bisnis yang kompleks serta sangat relevan 
dan dapat diterapkan untuk menangani tantangan sosial yang ada. 

Para profesional yang mungkin berfokus pada manajemen, pema-
saran, teknologi, keuangan, dan berbagai disiplin lainnya dapat meng-
gunakan keahlian untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah 
sosial, seperti ketimpangan ekonomi, pengangguran, pendidikan, 
serta ketidaksetaraan sosial. Dengan memanfaatkan pengetahuan 
yang dimiliki, perusahaan dapat berperan lebih aktif dalam mening-
katkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, atau 
membantu mengatasi masalah lingkungan.

Selain dana yang dapat disalurkan untuk berbagai program sosial, 
perusahaan juga memiliki kapasitas untuk memberikan kontribusi 
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lebih besar terhadap kemajuan sosial melalui pengetahuan dan kete-
rampilan yang dimiliki oleh tenaga ahli. Misalnya, perusahaan-peru-
sahaan di sektor teknologi dapat memberikan pelatihan keterampilan 
digital bagi masyarakat yang kurang beruntung, serta membantu 
mengakses peluang ekonomi baru di dunia yang semakin digital. 

6.	 Keuntungan jangka panjang
Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan keterlibatan dalam kegi-
atan sosial dapat membawa keuntungan jangka panjang yang signifi-
kan. Meskipun sering kali perusahaan harus menghadapi biaya jangka 
pendek yang lebih tinggi terkait dengan implementasi kegiatan sosial. 
Dalam jangka panjang, investasi ini dapat memberikan manfaat yang 
jauh lebih besar. Salah satu keuntungan utamanya adalah penguatan 
citra perusahaan di mata publik. 

Perusahaan yang terlibat dalam aktivitas sosial dan menunjukkan 
komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat cenderung dipandang 
lebih positif oleh konsumen, investor, dan pemangku kepentingan lain-
nya. Citra positif ini tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan, 
tetapi juga membantu memperkuat hubungan dengan masyarakat 
sekitar sehingga menciptakan iklim sosial-politik yang lebih stabil dan 
kondusif untuk kelangsungan bisnis jangka panjang.

Pendidikan karyawan, pelatihan keterampilan, kelestarian ling-
kungan, dan perbaikan infrastruktur sosial adalah beberapa bentuk 
investasi sosial yang dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang 
yang substansial. Melalui program pendidikan dan pelatihan kete-
rampilan, perusahaan tidak hanya meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia di dalam organisasi, tetapi juga berkontribusi terhadap 
pengembangan masyarakat yang lebih produktif. 

Ini tidak hanya menguntungkan perusahaan dalam bentuk pening-
katan kompetensi karyawan, tetapi juga membantu masyarakat lokal 
memperoleh keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup 
dan menurunkan angka pengangguran. Dengan demikian, perusa-
haan memainkan peran aktif dalam menciptakan ekosistem ekonomi 
yang lebih stabil dan berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan 
perusahaan (Keraf, 1998: 133).
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Berdasarkan argumen-argumen yang telah dipaparkan, dapat disimpul-
kan bahwa keterlibatan sosial perusahaan tidak hanya merupakan kewajiban 
moral, tetapi juga strategi bisnis yang cerdas dan berkelanjutan. Tanggung 
jawab sosial yang dijalankan oleh perusahaan dapat memperkuat hubungan 
dengan masyarakat, memperbaiki reputasi, dan menciptakan kondisi yang 
lebih baik untuk kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Oleh karena itu, 
meskipun ada tantangan dan biaya terkait, keterlibatan sosial perusahaan 
merupakan investasi yang sangat berharga bagi keberhasilan perusahaan 
di masa depan.

Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merujuk pada 
proses merencanakan dan melaksanakan program-program yang berfokus 
pada dampak sosial positif di lapangan. Dalam hal ini, perusahaan harus 
memilih pendekatan yang sesuai agar tujuan CSR tercapai secara efektif. 
Terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam mengimple-
mentasikan praktik tanggung jawab sosial, seperti sentralisasi, desentrali-
sasi, dan kombinasi antara keduanya (Sudarsana, 2018: 83—103)

Selain itu, implementasi CSR juga dapat dilakukan melalui metode 
self-managing maupun outsourcing. Berikut adalah beberapa strategi yang 
digunakan perusahaan untuk menjamin keberhasilan tujuan tanggung 
jawab sosialnya.
1.	 Program dengan sentralisasi

Program sentralistik dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) 
berarti bahwa perusahaan mengambil peran utama dalam merencana-
kan, menentukan jenis program, dan merumuskan strategi yang akan 
dilaksanakan. Dalam pendekatan ini, semua kegiatan CSR dikendalikan 
dan dikelola dari pusat dengan perusahaan bertanggung jawab penuh 
terhadap semua aspek pelaksanaan program. Perusahaan memegang 
kendali utama dalam segala hal yang berkaitan dengan inisiatif sosial 
yang dijalankan, mulai dari pemilihan proyek hingga pelaksanaan dan 
evaluasi hasil. 

Meskipun perusahaan memegang kendali penuh, mereka sering 
bekerja sama dengan pihak lain untuk mendukung implementasi 
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program. Misalnya, perusahaan dapat menjalin kemitraan dengan event 
organizer, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah setempat, 
dan institusi pendidikan, asalkan semua pihak tersebut memiliki visi, 
misi, dan tujuan yang sejalan. Kolaborasi ini penting untuk memper-
luas cakupan dan efektivitas program CSR, meskipun tetap berada di 
bawah koordinasi perusahaan. 

Pendekatan sentralistik memberikan perusahaan kendali penuh 
terhadap program CSR yang dijalankan. Hal ini memungkinkan peru-
sahaan untuk mengarahkan inisiatif sosial sesuai dengan nilai-nilai inti 
perusahaan. Ini berarti perusahaan dapat memastikan bahwa kegiatan 
CSR yang dilakukan tidak hanya memberikan manfaat bagi masya-
rakat, tetapi juga mendukung tujuan strategis perusahaan. Dengan 
kendali yang lebih besar atas setiap aspek kegiatan, perusahaan dapat 
lebih mudah menyelaraskan inisiatif sosial dengan citra perusahaan 
dan kebutuhan pasar. 

Namun, pendekatan sentralistik juga bisa menghadapi tantangan, 
terutama terkait dengan fleksibilitas dan adaptasi terhadap kebutuhan 
lokal. Meskipun perusahaan dapat bekerja sama dengan berbagai mitra 
eksternal, keputusan dan perencanaan tetap berada di tangan pusat 
yang membuat program CSR kurang responsif terhadap dinamika 
yang ada di tingkat lokal. 

2.	 Program dengan desentralisasi
Desentralisasi merupakan istilah bahasa Latin yang terdiri dari kata de 
yang berarti lepas, dan centrum yang berarti pusat. Secara etimologis, 
desentralisasi berarti melepaskan diri dari pusat. Namun, pengertian 
ini tidak berarti bahwa daerah dapat berdiri sendiri atau melepaskan 
diri dari ikatan negara. Dalam konteks ketatanegaraan, desentralisasi 
merujuk pada pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah 
pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya 
sendiri (Simandjuntak, 2015: 59).

Dalam program desentralisasi, peran perusahaan lebih terbatas 
sebagai supporting media atau pendukung kegiatan. Dalam pendekatan 
ini, perusahaan tidak memegang kendali utama dalam perencanaan 
atau pelaksanaan program tanggung jawab sosial (CSR). Sebaliknya, 
pihak lain seperti mitra strategis, organisasi sosial, atau lembaga 
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masyarakat lainnya yang bertanggung jawab dalam merencanakan, 
menentukan strategi, menetapkan tujuan dan target, serta menjalankan 
program tersebut. 

Perusahaan hanya berfungsi sebagai pendukung eksternal yang 
menyediakan dana, sponsor, atau sumber daya lainnya yang diperlukan 
untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut. Pendekatan desen-
tralisasi memberi perusahaan kesempatan untuk mendukung inisiatif 
sosial yang sudah ada tanpa terlibat langsung dalam pengambilan kepu-
tusan atau perencanaan strategis. Dengan demikian, perusahaan bisa 
lebih fokus pada aktivitas inti bisnisnya, sementara masih memberikan 
kontribusi yang berarti terhadap kesejahteraan masyarakat melalui 
dukungan finansial dan sumber daya lainnya. 

3.	 Mixed type (kombinasi sentralisasi dan desentralisasi)
Program yang menggabungkan elemen sentralisasi dan desentralisasi 
ini menawarkan pendekatan fleksibel dalam pelaksanaan program 
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pendekatan ini sangat cocok 
untuk program-program yang bertujuan mengembangkan komuni-
tas, seperti program pemberdayaan masyarakat atau pembangunan 
sosial yang lebih luas. Dalam model ini, perusahaan berperan sebagai 
fasilitator dan pendukung, sementara masyarakat lokal dan penerima 
manfaat (beneficiaries) memiliki suara yang signifikan dalam peren-
canaan, pendanaan, serta pelaksanaan kegiatan CSR. 

Salah satu kekuatan utama dari pendekatan ini adalah adanya 
partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, terutama masyarakat 
lokal. Dalam model ini, masyarakat yang menjadi penerima manfaat 
dari kegiatan CSR tidak hanya dilibatkan sebagai penerima bantuan, 
tetapi juga sebagai peserta aktif dalam perencanaan dan pengambilan 
keputusan. Masyarakat dapat memberikan wawasan dan informasi 
yang sangat berharga tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi 
oleh komunitas yang mungkin tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh 
perusahaan jika hanya mengandalkan pendekatan sentralistik. 

Partisipasi aktif ini memastikan bahwa program yang dijalankan 
benar-benar relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal, serta mening-
katkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap 
program tersebut. Selain itu, pendekatan partisipatif ini memungkinkan 
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perusahaan untuk bekerja sama dengan berbagai mitra, seperti LSM, 
pemerintah, serta institusi pendidikan yang memiliki keahlian dan 
pemahaman lebih mendalam tentang kondisi masyarakat. 

Melalui kolaborasi ini, perencanaan dan pelaksanaan program 
CSR menjadi lebih terarah dan efektif. Keuntungan lainnya adalah dana 
yang dialokasikan untuk program-program ini lebih terjangkau dan 
dikelola dengan lebih efisien karena melibatkan masyarakat lokal yang 
lebih memahami bagaimana mengatasi masalah di komunitas mereka.

Konsep partisipasi aktif yang diterapkan dalam program ini 
juga mendorong keberlanjutan jangka panjang dari kegiatan CSR. 
Ketika masyarakat terlibat langsung dalam merancang dan menge-
lola program-program yang menguntungkan, masyarakat cenderung 
memiliki rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap proyek tersebut. 
Ini bisa menciptakan dampak yang lebih dalam dan tahan lama karena 
masyarakat akan lebih termotivasi untuk menjaga dan melanjutkan 
keberlanjutan program tersebut setelah dukungan awal dari perusahaan. 

4.	 Pola implementasi: charity, social activity, dan community development
Kegiatan corporate social responsibility (CSR) memiliki berbagai pende-
katan yang berbeda-beda, tergantung pada tujuan dan dampak yang 
ingin dicapai. Salah satu pendekatan dalam CSR adalah filantropi 
atau charity. Kegiatan CSR berbasis filantropi biasanya memiliki sifat 
karitatif yang berarti lebih berfokus pada memberikan bantuan secara 
langsung kepada yang membutuhkan. Bentuk kegiatan ini umumnya 
bersifat insidensial atau sesekali dan cenderung dilakukan dalam 
jangka pendek. 

Di sisi lain, kegiatan sosial atau social activity dalam CSR memi-
liki fokus yang lebih luas dan berkelanjutan. Pendekatan ini lebih 
menekankan pada pelaksanaan program-program yang bertujuan 
untuk meringankan beban masyarakat secara lebih terstruktur dan 
terencana. Kegiatan sosial ini bisa meliputi berbagai macam bentuk, 
seperti penyuluhan, layanan kesehatan, pendidikan, atau bantuan sosial 
lainnya yang dilaksanakan secara teratur. 

Berbeda dengan filantropi, kegiatan sosial lebih bersifat intervensi 
sosial yang dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan 
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kebutuhan masyarakat setempat. Tujuannya adalah untuk memberikan 
dampak yang lebih nyata dalam jangka panjang dengan memberdaya-
kan masyarakat dan membantu mereka meningkatkan kualitas hidup.

Sementara itu, pendekatan pengembangan komunitas atau 
community development merupakan strategi CSR yang lebih holistik 
dan berkelanjutan. Strategi ini berfokus pada pembangunan masya-
rakat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari 
pihak perusahaan, masyarakat, pemerintah, maupun organisasi lain-
nya. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip simbiosis mutualisme 
yang berarti ada hubungan saling menguntungkan antara perusahaan 
dan masyarakat. 

Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya memberikan bantuan 
atau dukungan, tetapi juga bekerja sama dengan masyarakat untuk 
menciptakan perubahan positif yang bermanfaat bagi kedua belah 
pihak. Melalui paradigma common interest, semua pihak diajak untuk 
berkolaborasi dalam kegiatan yang dapat memberikan dampak jangka 
panjang, seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan, atau ekonomi 
yang dapat membantu masyarakat berkembang secara berkelanjutan.

5.	 Outsourcing dalam implementasi CSR
Pola implementasi CSR dengan outsourcing berarti perusahaan menye-
rahkan pelaksanaan kegiatan sosial kepada pihak ketiga, seperti LSM 
atau organisasi lain yang ahli di bidangnya. Perusahaan tidak terlibat 
langsung, namun tetap memberikan dukungan dana atau sumber 
daya. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan fokus pada bisnis 
utama, sementara pihak ketiga mengelola program CSR secara lebih 
efektif dan efisien.

Terdapat beberapa model outsourcing yang diterapkan dalam 
konteks CSR. Salah satunya adalah bermitra dengan pihak lain. Dalam 
model ini, perusahaan menjalin kemitraan dengan organisasi atau 
lembaga yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan tujuan CSR 
perusahaan. Kemitraan ini memungkinkan kedua belah pihak untuk 
bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sosial 
sehingga dapat menciptakan dampak lebih besar dan lebih terarah 
(Sudarsana, 2018: 95).
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Kerja sama ini juga memperluas jangkauan serta memperkuat 
efektivitas program CSR karena pihak yang diajak bermitra biasanya 
memiliki pengetahuan dan jaringan yang lebih luas dalam bidang 
tersebut. Selain itu, perusahaan juga bisa bergabung dan mendukung 
kegiatan bersama yang telah dijalankan oleh pihak lain. Dalam hal 
ini, perusahaan tidak perlu memulai program CSR dari nol, tetapi 
memberikan dukungan kepada proyek-proyek sosial yang sudah ada. 

Dukungan ini bisa berupa pendanaan, penyediaan sumber daya, 
atau bantuan dalam bentuk lainnya. Dengan cara ini, perusahaan dapat 
mendukung kegiatan sosial yang telah terbukti efektif dan memberikan 
dampak positif bagi masyarakat. Pendekatan ini lebih fleksibel karena 
perusahaan dapat memilih untuk terlibat dalam proyek yang sudah 
berjalan dan mendukungnya untuk jangka pendek atau panjang sesuai 
dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan memerlukan pende-
katan yang sesuai dengan kebutuhan dan visi perusahaan, serta kondisi 
sosial di lapangan. Strategi yang dipilih, baik melalui sentralisasi, desentra-
lisasi, atau kombinasi keduanya harus dapat menyelaraskan tujuan sosial 
perusahaan dengan kebutuhan riil masyarakat dan stakeholder terkait. 
Dengan berbagai strategi implementasi yang ada, perusahaan memiliki 
banyak pilihan dalam menentukan pola paling efektif untuk mencapai 
tujuan CSR yang berkelanjutan.
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Konflik Kepentingan 
Konflik adalah suatu kondisi yang muncul ketika dua pihak atau lebih terli-
bat dalam perselisihan atau pertentangan yang sering kali disertai dengan 
permusuhan terbuka. Kondisi ini dapat mengganggu pencapaian tujuan 
masing-masing pihak yang terlibat, bahkan berpotensi memperburuk 
hubungan di antara mereka. Konflik sering kali menimbulkan ketegangan 
yang membuat masing-masing pihak sulit untuk bekerja sama atau menca-
pai kesepakatan. 

Menurut Fahmi (2014: 148), konflik terjadi ketika dua pihak atau lebih 
memiliki perbedaan yang cukup signifikan sehingga menghalangi penca-
paian tujuan lawan. Perbedaan tersebut bisa berkaitan dengan pendapat, 
nilai, kepentingan, atau bahkan sumber daya yang terbatas. Konflik tidak 
hanya berkaitan dengan ketidaksetujuan, tetapi juga melibatkan elemen-ele-
men yang dapat meningkatkan ketegangan, seperti permusuhan atau saling 
curiga. 

Konflik dapat terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari hubungan 
interpersonal, antarkelompok, hingga antar-organisasi. Dalam konteks 
interpersonal, konflik sering muncul akibat perbedaan kepribadian, 
harapan, atau cara pandang antara individu. Sementara itu dalam tingkat 
kelompok atau organisasi, konflik bisa timbul karena perbedaan tujuan, 
budaya, atau cara kerja. Dalam pengertian ini, konflik lebih dari sekadar 
perbedaan pendapat. 

Sementara menurut Dubrin, konflik dalam konteks yang lebih luas 
merujuk pada pertentangan antara individu atau kelompok yang memiliki 
tujuan atau pandangan yang saling bertentangan. Ketegangan ini muncul 
karena masing-masing pihak berusaha mencapai tujuan yang dianggap 
eksklusif sehingga menyebabkan konflik semakin meningkat. Setiap pihak 
merasa bahwa tujuan mereka lebih penting atau lebih valid dibandingkan 
dengan pihak lainnya sehingga dapat memicu persaingan dan ketegangan. 

Konflik ini sering kali sulit dihindari ketika kedua belah pihak tidak bisa 
menemukan titik temu atau solusi yang saling menguntungkan. Feldman 
dan Arnold berpendapat bahwa konflik sering kali dipicu oleh kurangnya 
koordinasi yang baik antarkelompok dalam organisasi, serta lemahnya 
sistem kontrol yang ada. Ketidakmampuan untuk berkoordinasi dengan 
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efektif dan mengatur hubungan antarbagian dalam organisasi dapat mencip-
takan ketegangan yang berkembang menjadi konflik. 

Di dunia bisnis, konflik kepentingan menjadi salah satu tantangan 
terbesar yang dihadapi oleh individu maupun organisasi. Konflik kepen-
tingan ini dapat menciptakan dilema etis yang rumit bagi mereka yang 
terlibat. Konflik ini terjadi ketika individu atau entitas memiliki kepentingan 
saling bertentangan atau kontradiktif yang dapat memengaruhi kemampuan 
untuk mengambil keputusan yang objektif dan berintegritas. 

Dalam kerangka kerja etika bisnis, konflik kepentingan sering kali 
berisiko menimbulkan masalah yang lebih besar sebagai berikut.
1.	 Ketidaknetralan dalam pengambilan keputusan

Salah satu dampak utama dari konflik kepentingan adalah hilangnya 
netralitas dalam pengambilan keputusan. Ketika individu atau kelom-
pok terjebak dalam konflik kepentingan, mereka cenderung memihak 
kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri, bukan kepentingan 
yang lebih luas atau objektif. Hal ini dapat merusak integritas proses 
pengambilan keputusan dan menghasilkan keputusan yang tidak adil 
atau tidak memadai untuk semua pihak.

2.	 Kehilangan kepercayaan dan reputasi
Konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebab-
kan kerusakan yang besar terhadap kepercayaan dan reputasi individu 
atau organisasi. Ketidaktransparanan dalam pengambilan keputusan 
atau praktik bisnis yang dirasakan tidak adil dapat mengurangi tingkat 
kepercayaan yang dimiliki oleh pelanggan, investor, mitra bisnis, dan 
pemangku kepentingan lainnya. Kepercayaan adalah aset berharga 
dalam bisnis, dan kehilangan kepercayaan ini dapat berakibat pada 
dampak jangka panjang yang merugikan.

3.	 Pelanggaran etika
Konflik kepentingan sering kali mendorong individu atau organisasi 
untuk mengambil langkah-langkah yang tidak etis atau bahkan melang-
gar kode etik yang berlaku. Dalam beberapa kasus, konflik kepentingan 
dapat menyebabkan berbagai tindakan, seperti korupsi, penyuapan, 
manipulasi data, atau praktik bisnis tidak transparan yang bertu-
juan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 
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Pelanggaran semacam ini tidak hanya merusak moralitas organisasi, 
tetapi juga dapat membawa konsekuensi hukum yang serius.

4.	 Kehilangan fokus pada tujuan perusahaan
Konflik kepentingan juga dapat mengalihkan perhatian individu atau 
organisasi dari tujuan utama, yakni mencapai tujuan perusahaan secara 
keseluruhan. Ketika konflik pribadi atau kepentingan jangka pendek 
mendominasi pengambilan keputusan, sering kali nilai-nilai dan tujuan 
jangka panjang yang lebih penting dilupakan. Hal ini dapat mengarah 
pada pengorbanan kinerja perusahaan dalam jangka panjang demi 
keuntungan atau kepentingan pribadi yang tidak berkelanjutan.

5.	 Ketidakpatuhan terhadap hukum dan regulasi
Konflik kepentingan sering kali berkaitan erat dengan potensi pelang-
garan hukum atau regulasi yang berlaku. Tindakan yang diambil demi 
kepentingan pribadi atau kelompok tertentu mungkin melanggar 
persyaratan hukum yang ada, dan ini bisa berujung pada sanksi hukum 
atau kerugian finansial yang besar bagi individu atau organisasi. Dalam 
bisnis, ketidakpatuhan terhadap hukum sering kali tidak hanya meru-
gikan pihak yang terlibat, tetapi juga dapat memengaruhi citra peru-
sahaan di mata publik (Mahmud, 2024: 71).

Untuk mengatasi konflik kepentingan dalam dunia bisnis, sangat 
penting bagi individu dan organisasi untuk mengadopsi pendekatan yang 
transparan, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang 
berlaku. Salah satu langkah awal yang penting adalah dengan menyusun 
kebijakan yang jelas mengenai konflik kepentingan, mengatur bagaimana 
pihak-pihak terkait dapat mengidentifikasi dan menghindari konflik sema-
cam ini. 

Selain itu, organisasi juga harus mendorong transparansi dalam proses 
pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa semua keputusan diambil 
berdasarkan pertimbangan yang objektif dan adil. Menghormati nilai-nilai 
etika yang telah ditetapkan dan mempromosikan budaya organisasi yang 
mendukung integritas, keadilan, dan akuntabilitas juga sangat penting 
untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang merugikan.

Organisasi yang dapat menghadapi konflik kepentingan secara proaktif 
dan mengimplementasikan praktik bisnis akan mampu meminimalkan 



Tantangan Etika Bisnis dalam Praktik 115

berbagai risiko yang muncul, baik risiko hukum, reputasi, maupun finan-
sial. Sebagai bagian dari komitmen untuk mengelola konflik kepentingan, 
organisasi juga harus mengembangkan sistem kontrol yang efektif untuk 
memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan benar-
benar diterapkan dengan baik serta berfungsi sesuai dengan tujuan yang 
diinginkan.

Korupsi dan Penyuapan 
Korupsi dan penyuapan adalah dua bentuk penyimpangan yang sering 
kali menjadi tantangan besar dalam dunia bisnis, baik di tingkat nasional 
maupun internasional. Kedua praktik ini tidak hanya merusak nilai-nilai 
etika, tetapi juga membawa dampak negatif yang sangat luas, baik dalam 
aspek hukum, sosial, ekonomi, maupun reputasi organisasi. Korupsi dan 
penyuapan adalah dua fenomena yang saling terkait, di mana keduanya 
melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan untuk memper-
oleh keuntungan pribadi atau untuk memengaruhi keputusan bisnis yang 
seharusnya diambil secara objektif dan adil. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai 
buruk, rusak, atau suka memakai barang (termasuk uang) yang diperca-
yakan kepadanya. Korupsi juga mengacu pada tindakan yang melibatkan 
penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, seperti menerima 
sogokan atau menggunakan wewenang untuk keuntungan yang tidak sah. 
Tindakan ini merusak integritas dan kepercayaan terhadap individu atau 
lembaga yang diberi amanah untuk mengelola sesuatu. Korupsi sering kali 
mengarah pada perilaku yang bertentangan dengan norma hukum, etika, 
dan moral yang berlaku dalam masyarakat (Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan RI, 1995: 527).

Secara terminologis, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau 
penggelapan yang dilakukan terhadap uang negara atau perusahaan untuk 
kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi ini mencakup berbagai bentuk 
tindakan ilegal, mulai dari pengambilan uang negara secara tidak sah hingga 
penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. 
Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara atau perusahaan, 
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tetapi juga dapat merusak struktur sosial dan ekonomi suatu negara dengan 
menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan yang luas. 

Pengertian korupsi berevolusi seiring dengan perkembangan zaman, 
peradaban, dan teritorial sehingga rumusannya dapat berbeda tergantung 
pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, 
ekonomi, maupun hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan 
dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, serta kenegaraan telah 
dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles 
yang kemudian diikuti oleh Machiavelli merumuskan konsep yang disebut 
sebagai korupsi moral (moral corruption) mencakup penyimpangan dalam 
nilai-nilai moral yang berujung pada tindakan-tindakan yang merusak 
tatanan sosial dan negara (Hasibuan, 1997: 342—347).

Korupsi dalam dunia bisnis mengacu pada segala bentuk penyalah-
gunaan kekuasaan, kedudukan, atau wewenang untuk memperoleh keun-
tungan pribadi. Hal ini dapat merugikan pihak lain atau merusak sistem 
yang ada. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk suap, 
nepotisme, kolusi, penyalahgunaan dana, pencucian uang, dan penghin-
daran pajak. Dalam banyak kasus, praktik korupsi ini terjadi di sektor 
publik, namun dunia bisnis juga tidak terlepas dari praktik korupsi melibat-
kan berbagai pihak, baik itu pengusaha, pejabat pemerintah, atau bahkan 
lembaga keuangan.

Korupsi dapat merusak integritas dan transparansi dalam sistem 
ekonomi. Ketika korupsi terjadi, keputusan bisnis tidak lagi didasarkan 
pada pertimbangan yang adil dan rasional, tetapi lebih kepada kepentingan 
pribadi yang berpotensi merugikan pihak lain. Contohnya, korupsi dapat 
terjadi ketika seorang pejabat publik memberikan kontrak pemerintah 
kepada perusahaan tertentu dengan imbalan suap atau hadiah. Hal ini tentu 
saja merusak persaingan yang sehat, di mana perusahaan yang memiliki 
kualitas dan kredibilitas lebih baik menjadi terabaikan, sementara perusa-
haan yang terlibat dalam praktik korupsi tersebut memperoleh keuntungan 
yang tidak adil.

Korupsi juga melemahkan sistem kepercayaan yang sangat penting 
dalam dunia bisnis. Ketika publik atau pelanggan merasa bahwa keputusan 
bisnis dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kepentingan bersama, keper-
cayaan terhadap lembaga atau individu yang terlibat akan merosot drastis. 
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Hal ini bisa berujung pada hilangnya pelanggan, menurunnya penjualan, 
bahkan kerugian yang lebih besar dalam jangka panjang. Di tingkat global, 
korupsi menjadi tantangan besar bagi perusahaan yang beroperasi di 
berbagai negara, karena dalam banyak kasus mereka harus menghadapi 
sistem hukum yang lemah atau pengaruh politik yang besar. Hal ini dapat 
menyebabkan perusahaan terlibat dalam praktik-praktik yang tidak etis.

Di sisi lain, penyuapan merupakan salah satu bentuk korupsi yang 
paling umum, yaitu tindakan memberikan atau menerima uang, hadiah, 
atau manfaat lainnya dengan tujuan untuk memengaruhi keputusan atau 
tindakan seseorang dalam posisi otoritas. Penyuapan sering kali terjadi 
dalam berbagai tahapan bisnis, termasuk proses tender, pengadaan barang 
dan jasa, pengaturan kebijakan, bahkan dalam penjualan produk. Praktik 
penyuapan ini mengarah pada keputusan yang tidak adil, di mana pihak 
yang memberikan suap akan mendapatkan keuntungan meskipun tidak 
memenuhi kriteria yang adil, sedangkan pesaing yang jujur dan lebih 
kompeten akan dirugikan.

Penyuapan atau dikenal pula sebagai suap merupakan tindakan yang 
tercatat dalam undang-undang sebagai salah satu bentuk pemberian hadiah 
atau janji (giften/beloften) yang diberikan atau diterima dengan tujuan 
tertentu, seperti penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Ada tiga unsur 
esensial dalam tindak pidana suap, yaitu menerima hadiah atau janji yang 
berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan yang dimiliki oleh 
seseorang, dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas yang diemban 
oleh orang tersebut. 

Secara bahasa, istilah penyuapan berasal dari kata briberie dalam 
bahasa Prancis yang awalnya berarti mengemis atau menjadi gelandangan. 
Dalam bahasa Latin, digunakan kata briba merujuk pada sepotong roti 
yang diberikan kepada pengemis. Seiring waktu, arti kata ini berkembang 
menjadi pemberian berupa sedekah atau hadiah, tetapi dengan maksud 
negatif, seperti untuk memeras atau memengaruhi seseorang secara tidak 
jujur atau curang. 

Dalam Kamus Hukum Black’s Law Dictionary, penyuapan didefinisikan 
sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai 
dari suatu barang dengan maksud untuk memengaruhi tindakan pegawai 
lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau 
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peraturan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa suap bukan hanya sekadar 
transaksi antara individu, tetapi melibatkan upaya untuk memengaruhi 
keputusan yang seharusnya diambil berdasarkan hukum dan etika yang 
berlaku (Wenno, 2021: 947).

Penyuapan juga menciptakan kondisi yang tidak sehat dalam dunia 
bisnis karena ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk meme-
nangkan kontrak atau mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Akibatnya, 
perusahaan yang melakukan praktik penyuapan sering kali memperoleh 
posisi yang lebih menguntungkan tanpa harus bersaing berdasarkan kualitas 
produk atau layanan yang ditawarkan. Hal ini mengarah pada ketidakadilan 
dalam persaingan dan merusak pasar yang seharusnya didasarkan pada 
keadilan dan transparansi. 

Korupsi dan penyuapan memiliki dampak merugikan dalam dunia 
bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa dampak 
negatif yang timbul akibat kedua praktik ini adalah sebagai berikut.
1.	 Ketidakadilan dalam persaingan bisnis

Korupsi dan penyuapan menciptakan ketidakadilan dalam persa-
ingan bisnis, di mana pihak yang terlibat dalam praktik tersebut akan 
mendapatkan keuntungan yang tidak seharusnya, sementara pesaing 
yang menjalankan bisnis secara jujur dan transparan akan dirugikan. 
Hal ini merusak prinsip dasar dari pasar bebas, di mana setiap peru-
sahaan seharusnya bersaing berdasarkan kualitas produk, harga, dan 
pelayanan yang ditawarkan.

2.	 Kehilangan kepercayaan publik
Ketika masyarakat mengetahui bahwa sebuah organisasi atau peru-
sahaan terlibat dalam praktik korupsi atau penyuapan, kepercayaan 
publik terhadap lembaga tersebut akan hilang. Kepercayaan ini sangat 
penting untuk kelangsungan bisnis, karena konsumen, investor, dan 
mitra bisnis bergantung pada integritas perusahaan dalam melakukan 
transaksi dan berkomitmen pada kesepakatan yang telah dibuat.

3.	 Kerugian finansial
Korupsi dan penyuapan dapat menyebabkan kerugian finansial yang 
besar, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi pihak lain yang 
terlibat. Perusahaan yang terlibat dalam praktik-praktik ini sering kali 
menghadapi denda yang besar, pengembalian kontrak atau proyek yang 
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telah dimenangkan, dan biaya hukum tinggi untuk menyelesaikan 
masalah yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

4.	 Kerusakan reputasi
Reputasi sebuah perusahaan sangat penting dalam menjaga hubungan 
dengan pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Ketika perusahaan terli-
bat dalam korupsi atau penyuapan, reputasi perusahaan tersebut akan 
tercoreng dan hal ini sangat sulit untuk diperbaiki. Reputasi yang rusak 
akan menghambat perusahaan dalam menjalin hubungan baru, bahkan 
dapat menyebabkan perusahaan kehilangan klien-klien penting.

5.	 Sanksi hukum dan administratif
Korupsi dan penyuapan tidak hanya merusak aspek moral dan 
etika dalam bisnis, tetapi juga membawa sanksi hukum yang berat. 
Perusahaan dan individu yang terlibat dalam praktik ini dapat dike-
nakan denda besar, hukuman penjara, atau bahkan pembatalan izin 
usaha. Sanksi-sanksi ini bisa menghancurkan perusahaan baik dalam 
hal keuangan maupun operasional (Mahmud, 2024: 72).

Menghadapi tantangan etika yang ditimbulkan oleh korupsi dan 
penyuapan, perusahaan dan organisasi perlu mengambil langkah-langkah 
pencegahan yang tegas untuk menghindari terjadinya praktik-praktik yang 
merugikan ini. Mahmud (2024: 73) menyebutkan beberapa langkah penting 
yang perlu diambil sebagaimana berikut.
1.	 Penerapan kebijakan antikorupsi yang ketat

Perusahaan harus memiliki kebijakan antikorupsi yang jelas dan tegas, 
mencakup pengaturan mengenai apa yang dianggap sebagai tindakan 
korupsi atau penyuapan dan bagaimana perusahaan akan menangani 
pelanggaran terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan ini harus diterap-
kan secara konsisten di seluruh organisasi dan harus diketahui oleh 
seluruh karyawan dan manajemen.

2.	 Pelatihan dan penyuluhan etika bisnis
Karyawan dan manajemen perlu diberikan pelatihan secara rutin 
mengenai etika bisnis, kode etik perusahaan, serta cara-cara untuk 
menghindari korupsi dan penyuapan. Pelatihan ini harus mencakup 
pemahaman tentang risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan 
oleh praktik korupsi, serta memberikan pengetahuan tentang cara 
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mengidentifikasi dan menghindari situasi yang dapat menjerumuskan 
pada praktik tidak etis.

3.	 Audit dan pemantauan internal
Untuk memastikan bahwa kebijakan antikorupsi dijalankan dengan 
baik, perusahaan perlu melakukan audit internal secara berkala untuk 
mendeteksi adanya potensi penyalahgunaan atau pelanggaran. Audit 
ini juga dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi area 
rentan terhadap korupsi dan mengambil tindakan yang diperlukan 
untuk memperbaikinya.

4.	 Penegakan hukum yang tegas
Penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap 
kebijakan antikorupsi dan penyuapan ditindaklanjuti dengan tegas. 
Penegakan hukum yang adil dan transparan akan memberikan pesan 
bahwa perusahaan berkomitmen untuk menjaga integritas dan keadilan 
dalam setiap aspek operasionalnya. Pelaku yang terlibat dalam praktik 
korupsi dan penyuapan harus dihadapkan pada sanksi yang sesuai 
dengan hukum yang berlaku.

Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, perusahaan dapat 
secara signifikan meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh korupsi dan 
penyuapan. Hal ini sering kali dapat merusak kredibilitas dan stabilitas 
organisasi. Pencegahan ini mencakup penerapan kebijakan yang jelas dan 
tegas mengenai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap 
aspek operasional perusahaan. Selain itu, membangun budaya etika yang 
kuat dalam organisasi akan membantu memastikan bahwa setiap individu 
di dalam perusahaan bertindak dengan tanggung jawab moral dan profe-
sional, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau 
sumber daya. 

Dengan demikian, perusahaan tidak hanya melindungi dirinya dari 
potensi kerugian dan konsekuensi hukum, tetapi juga dapat membangun 
reputasi kuat dan berkelanjutan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip 
kepercayaan tinggi di mata para pemangku kepentingan. Praktik bisnis 
yang etis ini memberikan keuntungan jangka panjang, baik bagi perusahaan 
maupun bagi masyarakat secara keseluruhan yang mendapatkan dampak 
positif dari keberlanjutan dan integritas perusahaan tersebut dalam bero-
perasi.
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Ketidaksetaraan dan Diskriminasi 
Ketidaksetaraan dan diskriminasi adalah isu besar dalam praktik bisnis yang 
merusak tatanan sosial perusahaan dan berdampak negatif pada reputasi 
serta keberlanjutan organisasi. Ketidaksetaraan terjadi ketika individu atau 
kelompok diperlakukan tidak adil berdasarkan karakteristik, seperti jenis 
kelamin, ras, agama, atau latar belakang, sementara diskriminasi merujuk 
pada perlakuan lebih merugikan terhadap kelompok tersebut meskipun 
tidak relevan dengan kemampuan atau kinerja. Kedua isu ini menghambat 
tercapainya kesetaraan dan inklusi di tempat kerja.

Ketidaksetaraan dalam konteks dunia bisnis, terjadi ketika individu 
atau kelompok tidak diperlakukan secara adil dalam berbagai kesempatan 
dan hak di tempat kerja, meskipun memiliki kualifikasi atau potensi yang 
setara. Ketidaksetaraan bisa muncul dalam berbagai aspek, seperti kesem-
patan kerja, upah, kesempatan untuk promosi, pelatihan, dan akses terhadap 
sumber daya perusahaan. Ketidaksetaraan dalam dunia bisnis sering kali 
berakar pada diskriminasi yang tidak disadari, bias yang terbentuk dari 
stereotipe sosial, atau bahkan struktur sosial yang sudah ada sebelum-
nya dalam suatu organisasi atau industri. Ketidaksetaraan tersebut dapat 
berbentuk sebagai berikut.
1.	 Kesempatan kerja dan rekrutmen

Kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kete-
rampilan atau kualifikasi sangat penting bagi perkembangan karier 
individu. Namun, ketidaksetaraan dalam kesempatan kerja sering kali 
muncul, di mana individu yang memiliki latar belakang tertentu, seperti 
ras, jenis kelamin, atau agama, sering kali tidak diberikan kesempatan 
sama untuk melamar pekerjaan atau bahkan dipertimbangkan untuk 
posisi tertentu. 

Misalnya, perusahaan lebih memilih kandidat laki-laki daripada 
perempuan untuk posisi manajerial meskipun keduanya memiliki 
kualifikasi yang sama, atau perusahaan dapat memiliki bias terhadap 
kandidat dari latar belakang etnis tertentu yang memengaruhi kepu-
tusan perekrutan. Bias semacam ini sangat merugikan dan meng-
hambat peluang yang adil bagi setiap individu (Hendrawan & Putri, 
2020: 56).
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2.	 Perbedaan pembayaran dan upah
Pembayaran yang tidak adil atau pay gap merupakan contoh ketidak-
setaraan yang sering terlihat di tempat kerja. Dalam banyak industri, 
ada perbedaan signifikan antara gaji yang diterima oleh pria dan wanita 
meskipun memiliki kualifikasi yang setara dan melakukan pekerjaan 
yang sama. Misalnya, wanita sering kali menerima gaji yang lebih 
rendah dibandingkan pria untuk pekerjaan serupa yang menciptakan 
ketidaksetaraan ekonomi di dalam organisasi dan masyarakat. 

Ketidakadilan di tempat kerja dapat menurunkan semangat dan 
motivasi karyawan karena merasa tidak dihargai atau diperlakukan 
tidak adil. Hal ini dapat memengaruhi loyalitas karyawan terhadap 
perusahaan, meningkatkan ketidakpercayaan terhadap pimpinan, dan 
berujung pada peningkatan angka turnover. Menciptakan lingkungan 
kerja yang adil dan inklusif penting untuk menjaga semangat, loyalitas, 
dan keberlanjutan organisasi.

3.	 Akses terhadap promosi dan pengembangan karier
Ketidaksetaraan dalam akses promosi dan pengembangan karier sering 
terjadi di banyak organisasi, di mana individu dengan kualifikasi dan 
kemampuan yang memadai tidak diberi kesempatan yang sama untuk 
naik jabatan. Hal ini disebabkan oleh bias dan stereotipe yang tidak 
didasarkan pada kinerja, tetapi pada faktor-faktor eksternal seperti jenis 
kelamin, ras, atau latar belakang sosial. Akibatnya, individu yang lebih 
pantas berdasarkan prestasi sering terabaikan, sementara mereka yang 
dianggap lebih sesuai dengan norma sosial mendapat kesempatan lebih.

Bias ini sering muncul dalam pengambilan keputusan promosi 
oleh manajer atau atasan yang cenderung memilih kandidat lebih cocok 
dengan budaya atau harapan sosial perusahaan, meskipun kandidat 
lainnya lebih layak berdasarkan prestasi. Ketidaksetaraan semacam 
ini merugikan organisasi karena kehilangan potensi individu berbakat, 
serta dapat menurunkan semangat dan loyalitas karyawan, serta meru-
sak reputasi perusahaan sebagai tempat kerja yang adil dan inklusif.

4.	 Kebijakan dan praktik perusahaan
Ketidaksetaraan di tempat kerja juga dapat terjadi jika kebijakan dan 
praktik perusahaan tidak memperhatikan kebutuhan semua karyawan 
secara merata. Misalnya, kebijakan cuti yang tidak mengakomodasi 
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kebutuhan karyawan dengan disabilitas atau kebijakan yang tidak 
sensitif terhadap perbedaan budaya dan agama karyawan dapat menye-
babkan ketidaksetaraan. Dalam beberapa kasus, kebijakan internal 
yang mengabaikan kebutuhan atau hak-hak dasar kelompok tertentu, 
seperti kebijakan jam kerja yang tidak fleksibel atau tidak ada fasilitas 
untuk karyawan dengan kebutuhan khusus dapat memperburuk keti-
daksetaraan di dalam organisasi.

Kebijakan internal yang tidak memperhatikan hak dasar kelom-
pok tertentu, misalnya aturan jam kerja yang kaku atau tidak adanya 
fasilitas bagi karyawan dengan kebutuhan khusus dapat memperbesar 
ketidakadilan di tempat kerja. Kondisi ini membuat karyawan yang 
memerlukan penyesuaian sulit bekerja secara optimal. Akibatnya, 
bukan hanya karyawan yang terdampak langsung yang dirugikan, tetapi 
juga moral kerja dan produktivitas seluruh organisasi bisa menurun. 

Menurut Theodorson & Theodorson, diskriminasi adalah perlakuan 
yang tidak seimbang terhadap individu atau kelompok berdasarkan atri-
but tertentu, seperti ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan dalam 
kelas sosial. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan tindakan 
pihak mayoritas yang dominan terhadap kelompok minoritas yang lebih 
lemah. Dalam konteks ini, diskriminasi dianggap sebagai perilaku yang 
tidak bermoral dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi karena 
mengabaikan kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak (Fulthoni dkk., 
2009: 3).

Diskriminasi adalah bentuk perlakuan yang lebih merugikan terhadap 
individu atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik yang tidak rele-
van, seperti jenis kelamin, ras, agama, atau disabilitas. Diskriminasi dapat 
terjadi dalam berbagai bentuk yang lebih jelas dan lebih merusak daripada 
ketidaksetaraan. Diskriminasi sering kali berakar dari prasangka atau stere-
otipe sosial yang telah ada sejak lama, di mana keputusan atau tindakan 
yang diambil tidak berdasarkan pada kinerja atau potensi individu, tetapi 
pada faktor-faktor yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan itu sendiri. 
Diskriminasi dapat berbentuk sebagaimana berikut.
1.	 Diskriminasi dalam pengambilan keputusan

Diskriminasi dalam pengambilan keputusan dapat terlihat ketika kepu-
tusan bisnis atau kebijakan organisasi didasarkan pada faktor-faktor 
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nonpertimbangan, seperti jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial 
ekonomi alih-alih kinerja atau kompetensi individu. Misalnya, seorang 
manajer memilih untuk merekrut seorang karyawan laki-laki untuk 
posisi tertentu meskipun ada kandidat perempuan dengan keteram-
pilan dan pengalaman yang lebih unggul. Hal ini dilakukan hanya 
karena stereotipe bahwa pria lebih cocok untuk pekerjaan tertentu. 

2.	 Diskriminasi dalam penolakan pekerjaan dan promosi
Diskriminasi juga sering terlihat dalam penolakan pekerjaan atau 
promosi yang didasarkan pada berbagai faktor, seperti ras, jenis kela-
min, atau disabilitas daripada kinerja atau kualifikasi. Diskriminasi 
seperti ini dapat menghalangi individu yang sangat berkualitas untuk 
mendapatkan kesempatan yang setara dengan rekan-rekan dalam 
memperoleh pekerjaan atau promosi. Hal ini juga mengarah pada 
kesenjangan dalam representasi berbagai kelompok di posisi-posisi 
penting dalam perusahaan yang memengaruhi keberagaman dan 
keseimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

3.	 Diskriminasi dalam pembatasan akses ke sumber daya
Membatasi akses karyawan terhadap peluang atau sumber daya di 
organisasi merupakan bentuk diskriminasi yang merugikan individu 
maupun kelompok tertentu. Contohnya di perusahaan yang tidak adil, 
karyawan dari kelompok tertentu tidak diberi kesempatan mengikuti 
pelatihan, mengerjakan proyek penting, atau mendapatkan peluang 
pengembangan karier hanya karena dianggap kurang “bernilai” oleh 
perusahaan. Perlakuan seperti ini tidak hanya menghambat perkem-
bangan individu, tetapi juga merugikan perusahaan karena kehilangan 
potensi kontribusi dari semua karyawannya.

Ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam dunia bisnis dapat memiliki 
dampak yang sangat merugikan, baik bagi individu yang terlibat maupun 
bagi perusahaan secara keseluruhan.
1.	 Ketidakpuasan karyawan dan penurunan semangat kerja

Ketidaksetaraan dan diskriminasi dapat menyebabkan ketidakpuasan 
yang besar di antara karyawan yang dapat menurunkan semangat kerja 
dan keterlibatan karyawan. Ketidaksetaraan ini sering kali mengha-
silkan perasaan bahwa upaya dan kontribusi karyawan tidak dihargai 
sehingga berujung pada penurunan motivasi untuk bekerja lebih baik.
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2.	 Penurunan produktivitas
Karyawan yang merasa terdiskriminasi atau diperlakukan tidak adil 
sering kali tidak memberikan kinerja terbaik mereka. Penurunan keter-
libatan dan motivasi ini dapat berdampak langsung pada produktivitas 
perusahaan karena karyawan yang merasa tidak dihargai tidak akan 
berusaha maksimal untuk mencapai tujuan organisasi.

3.	 Kerusakan reputasi perusahaan
Ketidaksetaraan dan diskriminasi di tempat kerja dapat merusak 
reputasi perusahaan, baik di mata karyawan, pelanggan, maupun 
masyarakat luas. Perusahaan yang tidak memperlakukan karyawan-
nya secara adil atau tidak mengatasi diskriminasi dapat menghadapi 
kritik keras dari media dan publik yang berpotensi merusak citra serta 
kepercayaan konsumen.

4.	 Risiko hukum dan sanksi regulasi
Diskriminasi yang tidak diatasi dapat berujung pada tuntutan hukum 
atau sanksi regulasi dari pihak berwenang. Dalam banyak yurisdiksi, 
diskriminasi di tempat kerja merupakan pelanggaran hukum, dan 
perusahaan yang terlibat dapat dikenakan denda, sanksi hukum, 
bahkan tindakan hukum terhadap karyawan dan manajer yang terli-
bat (Mahmud, 2024: 74).

Untuk mengatasi tantangan ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam 
praktik bisnis, perusahaan perlu mengadopsi kebijakan dan praktik yang 
mendukung inklusi, keberagaman, dan kesetaraan. Beberapa langkah yang 
dapat diambil adalah sebagai berikut.
1.	 Penerapan kebijakan antidiskriminasi yang jelas

Perusahaan harus memiliki kebijakan antidiskriminasi yang jelas 
dan diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi. Kebijakan ini 
harus mencakup semua aspek tempat kerja, mulai dari rekrutmen 
hingga promosi untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan 
dengan adil dan berdasarkan kompetensinya.

2.	 Pengambilan keputusan berbasis kinerja dan kompetensi
Keputusan terkait pekerjaan dan promosi harus didasarkan pada 
kinerja, keterampilan, dan kompetensi individu, bukan pada faktor-fak-
tor yang tidak relevan seperti jenis kelamin, ras, atau agama. Hal ini 
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akan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang 
sama untuk berkembang.

3.	 Pelatihan kesadaran keberagaman dan inklusi
Program pelatihan yang berfokus pada keberagaman, inklusi, dan kesa-
daran tentang isu ketidaksetaraan dan diskriminasi harus diterapkan 
kepada semua karyawan dan manajer. Pelatihan ini akan membantu 
menciptakan budaya yang lebih inklusif dan mengurangi bias atau 
stereotipe yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan di tempat 
kerja.

4.	 Membangun budaya organisasi yang inklusif
Budaya organisasi yang mendukung keberagaman dan inklusi sangat 
penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif. 
Perusahaan harus mendorong keberagaman dan memastikan bahwa 
setiap karyawan merasa dihargai dan diterima tanpa memandang latar 
belakang karyawan (Mahmud, 2024: 74).

Dengan langkah-langkah yang tepat, perusahaan dapat menciptakan 
lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan produktif, di mana karyawan 
merasa dihargai serta diberi kesempatan yang setara. Hal ini akan mening-
katkan kesejahteraan karyawan, memperkuat reputasi perusahaan, dan 
menarik talenta terbaik yang mendukung kesuksesan jangka panjang 
perusahaan.

Dampak Lingkungan dan Kepatuhan Regulasi
Dampak lingkungan dan kepatuhan regulasi merupakan dua isu yang sangat 
penting dalam praktik bisnis, terutama dalam konteks etika bisnis. Kedua 
aspek ini berkaitan langsung dengan tanggung jawab sosial perusahaan 
terhadap lingkungan hidup, masyarakat, dan peraturan yang ada. Dalam 
menjalankan bisnis, perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tantangan 
untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk 
memastikan bahwa mereka tidak merugikan lingkungan dan masyarakat, 
serta mematuhi regulasi yang ada untuk menjaga keberlanjutan usaha. 

Praktik bisnis yang tidak berkelanjutan dapat memiliki dampak yang 
merusak terhadap lingkungan. Hal ini mencakup berbagai masalah serius 
seperti pencemaran udara, air, tanah, deforestasi, kerusakan ekosistem, 
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serta degradasi sumber daya alam. Dampak lingkungan yang negatif ini 
tidak hanya merugikan ekosistem dan keanekaragaman hayati, tetapi juga 
dapat membawa konsekuensi sosial dan ekonomi serius yang dapat meme-
ngaruhi keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Berikut adalah dampak dari 
lingkungan tersebut.
1.	 Pencemaran lingkungan

Pencemaran adalah dampak nyata dari praktik bisnis yang tidak peduli 
terhadap lingkungan. Pencemaran udara akibat emisi gas buang dari 
industri, pabrik, dan kendaraan bermotor yang merusak kualitas udara. 
Hal ini menyebabkan berbagai penyakit pernapasan dan menurunkan 
kesehatan manusia secara umum. Ini juga berdampak buruk bagi 
kualitas hidup dan keseimbangan ekosistem yang bergantung pada 
udara bersih.

Selain itu, pencemaran air dan tanah juga semakin menjadi masa-
lah besar. Pembuangan limbah industri yang tidak dikelola dengan 
baik mencemari sumber air yang penting bagi kehidupan, sementara 
pembuangan limbah berbahaya dan bahan kimia merusak tanah, 
mengurangi kesuburan, dan membahayakan pertanian. Semua bentuk 
pencemaran ini mengancam keberlanjutan lingkungan sehingga 
penting bagi bisnis untuk mengelola dampaknya secara bertanggung 
jawab (Dirjosisworo, 1991: 4).

2.	 Deforestasi dan kerusakan ekosistem
Praktik bisnis yang mengeksploitasi sumber daya alam secara berle-
bihan, seperti penebangan hutan tanpa pengelolaan yang baik dapat 
menyebabkan deforestasi dan memperburuk perubahan iklim global. 
Kehilangan hutan mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap 
karbon, mempercepat pemanasan global, dan mengurangi keanekara-
gaman hayati. Penebangan hutan yang tidak terkendali juga berdampak 
pada kondisi cuaca dan memperburuk ketidakseimbangan ekosistem.

Kerusakan ekosistem akibat eksploitasi sumber daya alam meng-
hilangkan habitat penting bagi banyak spesies yang mengancam 
kelangsungan hidup mereka. Tanpa habitat yang memadai, banyak 
spesies yang bergantung pada lingkungan tersebut akan kesulitan 
bertahan hidup. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang 
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bertanggung jawab sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ling-
kungan dan melindungi ekosistem yang ada.

3.	 Degradasi sumber daya alam
Degradasi adalah penurunan kualitas dalam berbagai aspek kehidupan, 
baik fisik, sosial, maupun moral. Secara lingkungan, degradasi merujuk 
pada kerusakan bumi seperti deforestasi dan pencemaran. Degradasi 
sumber daya alam merupakan masalah serius yang timbul akibat akti-
vitas bisnis tidak bertanggung jawab. Penggunaan sumber daya alam 
secara berlebihan dan tanpa pengelolaan yang baik dapat mengarah 
pada kelangkaan dan kerusakan yang bersifat jangka panjang (Muslim 
dan Ranam, 2020: 104).

Salah satu contoh kerusakan sumber daya alam adalah penggu-
naan air berlebihan untuk keperluan industri yang dapat mengurangi 
ketersediaan air bersih bagi manusia dan lingkungan. Hal ini menegas-
kan perlunya pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berke-
lanjutan. Jika dampak jangka panjang dari aktivitas bisnis diabaikan 
maka bisa merusak sumber daya yang seharusnya dimanfaatkan oleh 
generasi mendatang. 

4.	 Praktik bisnis berkelanjutan
Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan seharusnya 
mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan, seperti pengelolaan limbah 
yang efisien, penggunaan energi hemat dan bersih, serta konservasi 
sumber daya alam. Selain itu, investasi dalam teknologi ramah ling-
kungan juga penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap 
ekosistem. Langkah-langkah ini akan membantu mengurangi pembo-
rosan dan memastikan keberlanjutan alam untuk generasi mendatang.

Perusahaan juga harus berkomitmen untuk mengurangi emisi 
karbon dan menggunakan bahan baku yang dapat diperbarui. 
Penerapan kebijakan ramah lingkungan, seperti mengurangi peng-
gunaan plastik atau mengoptimalkan proses distribusi sangat penting 
untuk mengurangi jejak karbon. Dengan menerapkan langkah-langkah 
tersebut, perusahaan dapat menjaga kelestarian lingkungan sekaligus 
meningkatkan citra sebagai entitas yang berkontribusi pada keberlan-
jutan planet.
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5.	 Kepatuhan regulasi
Kepatuhan terhadap regulasi merupakan aspek yang sangat penting 
dalam praktik bisnis karena perusahaan diharuskan untuk mema-
tuhi berbagai peraturan, undang-undang, dan standar yang berlaku 
dalam operasionalnya. Kepatuhan ini mencakup berbagai bidang, 
seperti regulasi lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, pajak, 
perlindungan konsumen, serta banyak aspek hukum bisnis lainnya. 
Memastikan bahwa perusahaan mengikuti peraturan yang relevan 
tidak hanya penting untuk keberlanjutan operasional, tetapi juga untuk 
menjaga hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan dan 
otoritas yang berwenang.

Perusahaan yang tidak mematuhi regulasi dapat menghadapi 
berbagai konsekuensi yang merugikan, seperti denda, sanksi hukum, 
atau bahkan kehilangan izin operasional. Selain itu, pelanggaran terha-
dap regulasi dapat merusak reputasi perusahaan, menurunkan keperca-
yaan konsumen, dan merusak hubungan dengan investor. Perusahaan 
harus mengintegrasikan kepatuhan terhadap regulasi sebagai bagian 
dari strategi bisnis untuk menghindari risiko yang dapat merugikan 
keberlanjutan jangka panjang.

6.	 Pelanggaran regulasi dan sanksinya
Melanggar regulasi dapat berakibat pada sanksi hukum serius, seperti 
denda besar, pencabutan izin usaha, atau bahkan sanksi pidana. 
Contohnya, perusahaan yang membuang limbah berbahaya ke sungai 
atau laut dapat dikenai denda besar dan diwajibkan untuk member-
sihkan kerusakan yang ditimbulkan. Sanksi ini merugikan perusahaan 
secara finansial dan dapat mengganggu operasionalnya, menambah 
beban biaya, dan mengurangi daya saing.

Selain itu, pelanggaran hukum juga dapat merusak reputasi peru-
sahaan. Perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran kehilangan keper-
cayaan dari pelanggan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. 
Hal ini dapat mempersulit perusahaan dalam membangun hubungan 
baru atau mempertahankan yang sudah ada, serta menghambat pelu-
ang bisnis di masa depan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi 
sangat penting untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan perusahaan.
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Ketidakpatuhan terhadap regulasi tidak hanya berisiko menghadapi 
sanksi hukum, tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan di mata 
publik dan pihak berwenang. Ketika perusahaan terlibat dalam pelanggaran 
hukum, hal itu dapat menciptakan persepsi negatif tentang perusahaan 
yang mengurangi kepercayaan pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Selain 
itu, ketidakpatuhan terhadap regulasi juga dapat menyebabkan kerugian 
finansial yang besar, baik melalui denda atau melalui biaya hukum yang 
tinggi. Dalam beberapa kasus, pelanggaran berat terhadap regulasi dapat 
menyebabkan penutupan perusahaan atau penghentian operasional.

Salah satu regulasi yang sangat penting untuk diikuti oleh perusahaan 
adalah regulasi lingkungan. Perusahaan yang beroperasi dalam industri 
yang berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan, seperti pertambangan, 
manufaktur, atau energi harus mematuhi standar lingkungan yang ketat. 
Kepatuhan terhadap regulasi ini bukan hanya tentang menghindari sanksi 
hukum, tetapi juga berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan keber-
lanjutan jangka panjang. Dengan mematuhi regulasi lingkungan, perusa-
haan dapat memperkuat reputasi sebagai entitas yang bertanggung jawab 
dan peduli terhadap kelestarian lingkungan.

Selain regulasi lingkungan, perusahaan juga harus mematuhi regulasi 
yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan kesehatan serta kese-
lamatan kerja. Misalnya, perusahaan yang memproduksi barang konsumsi 
harus mematuhi standar keselamatan produk, termasuk pengujian dan 
sertifikasi untuk memastikan bahwa produk aman digunakan oleh konsu-
men. Di sisi lain, perusahaan juga wajib mematuhi regulasi yang berkaitan 
dengan kesehatan dan keselamatan kerja, seperti penyediaan lingkungan 
kerja yang aman bagi karyawan dan penerapan prosedur keselamatan yang 
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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Membangun Budaya Organisasi yang Beretika 
Membangun budaya organisasi yang beretika merupakan langkah penting 
dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adil, dan produktif. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sweeney dan McFarlin (2002: 334), 
budaya organisasi merujuk pada cara hidup yang dijalankan dalam organi-
sasi. Hal ini diatur oleh nilai-nilai bersama yang tumbuh dan berkembang 
dalam organisasi tersebut. Budaya ini mencakup norma, nilai, dan filosofi 
yang dipraktikkan oleh setiap anggota organisasi, serta nilai-nilai yang 
menjadi acuan bagi pencapaian tujuan organisasi.

Luthans (2006: 125) mengidentifikasi beberapa karakteristik penting 
dari budaya organisasi yang dapat membentuk landasan bagi etika dalam 
perusahaan, di antaranya adalah aturan perilaku yang diamati, norma 
yang ada, nilai dominan yang disepakati, serta filosofi atau kebijakan yang 
membentuk kepercayaan organisasi terhadap perlakuan terhadap karyawan 
dan pelanggan. 

Berdasarkan karakteristik tersebut, budaya organisasi yang beretika 
harus dibangun dengan komitmen kuat dari seluruh anggota organisasi, 
baik pimpinan maupun karyawan guna memastikan bahwa etika menjadi 
bagian integral dalam segala aspek operasional perusahaan. Berikut adalah 
langkah-langkah yang dapat membantu membangun budaya organisasi 
yang beretika sebagaimana berikut.
1.	 Pemimpin yang teladan

Pemimpin organisasi memegang peran krusial dalam menciptakan 
budaya beretika. Mereka harus menjadi contoh yang baik bagi selu-
ruh anggota organisasi dalam hal perilaku beretika. Pemimpin harus 
menunjukkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap 
keputusan yang dibuat dan tindakan yang diambil. Ketika pemimpin 
menunjukkan perilaku konsisten dengan nilai-nilai etika, mereka tidak 
hanya menetapkan standar bagi karyawan, tetapi juga membangun 
kepercayaan dan kredibilitas dalam organisasi.

Pemimpin yang teladan akan menginspirasi karyawan untuk 
mengikuti jejak mereka. Tindakan pemimpin yang transparan, adil, dan 
memprioritaskan kejujuran akan menciptakan budaya yang mendo-
rong anggota organisasi untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip 
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etika. Sebaliknya, jika pemimpin tidak konsisten dalam menerapkan 
nilai-nilai etika maka ini dapat menurunkan moral karyawan dan 
menciptakan budaya yang rentan terhadap penyimpangan etika.

2.	 Komunikasi terbuka dan jujur
Komunikasi adalah menyampaikan pendapat, ide, atau perasaan agar 
dipahami orang lain. Keberhasilannya bergantung pada kejelasan 
pesan, bahasa yang tepat, dan pemahaman penerima. Komunikasi yang 
terbuka dan jujur merupakan dasar dari budaya organisasi yang beret-
ika. Pemimpin harus mendorong dialog terbuka dan komunikasi yang 
transparan antara seluruh anggota organisasi. Informasi yang relevan 
dan penting harus disampaikan dengan jelas dan tanpa disembunyikan, 
baik itu terkait dengan kebijakan perusahaan, perubahan operasional, 
maupun keputusan penting lainnya (Nurrachmah, 2024: 269).

Dengan komunikasi yang terbuka, anggota organisasi akan merasa 
dihargai karena mereka merasa dilibatkan dalam proses pengambilan 
keputusan dan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat 
atau kekhawatiran. Hal ini akan mempermudah dalam memahami 
tujuan dan kebijakan perusahaan sehingga dapat beradaptasi dengan 
perubahan yang ada dan berkontribusi secara lebih efektif. 

3.	 Kode etik dan kebijakan
Penting bagi perusahaan untuk memiliki kode etik yang jelas dan kebi-
jakan yang mendukung nilai-nilai etika organisasi. Kode etik ini tidak 
hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi anggota organisasi, 
tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip etika 
diterapkan secara konsisten dalam setiap aspek operasional. Kode etik 
yang jelas akan memudahkan anggota organisasi dalam mengambil 
keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh 
perusahaan.

Selain itu, kebijakan yang mendukung etika harus ditegakkan 
dalam setiap lini organisasi. Hal ini mencakup kebijakan dalam rekrut-
men, pengelolaan sumber daya manusia, perlakuan terhadap pelang-
gan, serta kebijakan yang menyangkut keberlanjutan lingkungan. 
Dengan adanya kode etik dan kebijakan yang jelas, perusahaan dapat 
menghindari potensi penyimpangan etika yang dapat merugikan 
reputasi dan kinerja perusahaan.
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4.	 Pelatihan dan pendidikan
Pelatihan etika merupakan salah satu cara efektif untuk membangun 
budaya organisasi yang beretika. Memberikan pelatihan dan pendi-
dikan kepada seluruh anggota organisasi tentang etika bisnis dan 
nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh perusahaan akan meningkatkan 
kesadaran tentang pentingnya perilaku beretika. Pelatihan ini harus 
mencakup topik-topik terkait pengambilan keputusan etis, cara meng-
hadapi dilema etika, dan bagaimana bertindak secara profesional dalam 
menghadapi tantangan yang berkaitan dengan etika.

Pendidikan tentang etika juga harus dilakukan secara berkelan-
jutan agar setiap anggota organisasi selalu mendapatkan informasi 
terbaru mengenai praktik etika yang baik dan sesuai dengan perkem-
bangan industri serta regulasi yang berlaku. Dengan pelatihan yang 
tepat, organisasi akan memastikan bahwa setiap individu memiliki 
pemahaman yang sama mengenai prinsip-prinsip etika yang harus 
diterapkan dalam pekerjaannya.

5.	 Rekognisi dan penghargaan
Memberikan pengakuan dan apresiasi kepada individu atau tim yang 
berperilaku etis adalah cara yang efektif untuk mendorong semangat 
anggota organisasi lainnya. Bentuk apresiasi ini bisa berupa sertifikat, 
penghargaan resmi, atau insentif yang mampu meningkatkan motivasi 
kerja sekaligus mendorong karyawan untuk terus menjaga integritas 
dan mematuhi kode etik organisasi.

Penghargaan terhadap perilaku beretika juga dapat memperkuat 
budaya etika dalam organisasi karena memberikan contoh konkret 
tentang bagaimana perusahaan menghargai karyawan yang berperi-
laku sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Hal ini juga dapat 
menciptakan iklim kompetisi yang sehat di dalam organisasi, di mana 
karyawan berlomba-lomba untuk menunjukkan perilaku terbaik.

6.	 Penegakan aturan dan sanksi
Budaya organisasi yang beretika tidak akan terbentuk tanpa penegakan 
aturan yang konsisten dan penerapan sanksi adil. Untuk menciptakan 
lingkungan kerja yang beretika, setiap pelanggaran terhadap kode etik 
dan kebijakan perusahaan harus dihadapi dengan sanksi yang sesuai 
dan diterapkan tanpa pandang bulu. Ini penting untuk menegaskan 



Strategi dan Solusi Etika Bisnis 135

bahwa prinsip-prinsip etika bukan hanya sekadar pedoman, tetapi 
kewajiban yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi. 

Penegakan aturan yang tegas menunjukkan komitmen perusa-
haan terhadap integritas dan menciptakan rasa keadilan yang merata 
di antara karyawan sehingga mendorong untuk berperilaku sesuai 
dengan standar yang telah ditetapkan. Sanksi yang diterapkan tidak 
hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai pengingat bagi 
seluruh anggota organisasi bahwa perilaku yang tidak etis tidak akan 
ditoleransi. 

Setiap pelanggaran menjadi kesempatan untuk memper-
kuat budaya etika dan membangun kepercayaan dalam organisasi. 
Penegakan aturan dan penerapan sanksi yang adil akan mencegah 
terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan organisasi, baik dari 
segi reputasi, produktivitas, maupun hubungan dengan pemangku 
kepentingan. Sebagai hasilnya, organisasi akan memiliki fondasi yang 
kuat untuk beroperasi secara transparan dan berintegritas yang penting 
bagi kelangsungan dan pertumbuhannya.

7.	 Budaya kolaboratif dan menghargai keanekaragaman
Budaya kolaborasi menciptakan kekuatan bersama yang dibangun atas 
dasar saling menghargai, peduli, dan mendukung antarkaryawan dalam 
perusahaan. Budaya kolaboratif yang menghargai dan menghormati 
kontribusi serta pandangan setiap anggota organisasi sangat penting 
dalam menciptakan budaya organisasi yang beretika. Dalam budaya 
seperti ini, keanekaragaman dari segi gender, ras, agama, atau latar 
belakang lainnya harus dihargai sebagai sumber kekuatan (Bantam 
dkk., 2024: 52).

Dengan menciptakan suasana yang inklusif maka individu merasa 
dihargai dan didengarkan sehingga organisasi tidak hanya mendorong 
keharmonisan di tempat kerja, tetapi juga membangun hubungan 
yang saling menghormati antar-anggota. Hal ini akan membantu 
memperkuat ikatan antarkaryawan, menciptakan rasa saling percaya, 
dan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang etis dan produktif. 
Keberagaman ini menjadi landasan untuk menciptakan suasana di 
mana setiap individu dapat berkontribusi secara maksimal tanpa takut 
diremehkan atau diabaikan.
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Mendorong kerja sama antar-anggota yang berasal dari berbagai 
latar belakang tidak hanya memperkaya pengalaman kerja, tetapi 
juga memperkaya budaya organisasi yang lebih kuat dan lebih bera-
gam. Organisasi yang mampu mengintegrasikan berbagai perspektif 
dan ide akan lebih mudah mengidentifikasi peluang dan tantangan 
yang mungkin terlewatkan dalam lingkungan yang homogen. Dengan 
memanfaatkan keanekaragaman ini, perusahaan dapat meningkatkan 
inovasi, membuat keputusan bisnis yang lebih baik, dan menjadi lebih 
adaptif terhadap perubahan. 

8.	 Evaluasi dan peninjauan reguler
Agar budaya organisasi yang beretika tetap berkembang dan relevan, 
evaluasi dan peninjauan reguler terhadap budaya organisasi sangat 
diperlukan. Proses evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa 
nilai-nilai etika tetap menjadi fokus utama dan untuk mengidentifikasi 
area yang perlu diperbaiki. Dengan peninjauan reguler, organisasi dapat 
mengetahui apakah budaya etika sudah diterapkan dengan baik atau 
perlu diperbarui untuk menciptakan iklim yang lebih baik.

Proses evaluasi memberikan kesempatan bagi anggota organisasi 
untuk memberikan umpan balik tentang budaya perusahaan yang 
berguna untuk perbaikan dan pengembangan organisasi. Umpan balik 
ini membantu organisasi memahami tantangan dan aspek yang perlu 
diperbaiki, seperti komunikasi dan hubungan antarkaryawan. Dengan 
mendengarkan masukan tersebut, organisasi dapat mengembangkan 
kebijakan yang lebih baik, menciptakan lingkungan kerja yang lebih 
produktif, dan mendorong perbaikan berkelanjutan menuju pengem-
bangan yang lebih baik dalam jangka panjang.

Dengan menerapkan langkah-langkah secara konsisten dan berkelan-
jutan, organisasi dapat membangun dan mempertahankan budaya beretika 
yang akan menjadi dasar bagi kesuksesan jangka panjang. Budaya organisasi 
yang beretika tidak hanya akan meningkatkan moral karyawan dan reputasi 
perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi 
yang lebih besar dengan menciptakan lingkungan yang adil, inklusif, dan 
produktif.
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Penerapan Kode Etik dan Kebijakan yang Beretika 
Penerapan kode etik dan kebijakan yang beretika dalam sebuah organisasi 
sangat penting untuk menciptakan budaya yang sehat dan berkelanjutan. 
Kode etik yang jelas dan kebijakan mendukung nilai-nilai etika dapat 
membimbing anggota organisasi untuk bertindak sesuai dengan prin-
sip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh perusahaan. Namun, penerapannya 
memerlukan pendekatan yang terencana, terstruktur, dan konsisten agar 
nilai-nilai etika dapat tertanam dalam setiap aspek operasi organisasi. 

Mahmud (2024: 137) menyebutkan beberapa strategi yang dapat digu-
nakan dalam penerapan kode etik dan kebijakan yang beretika.
1.	 Klarifikasi nilai-nilai organisasi

Langkah pertama dalam menerapkan kode etik adalah dengan mengi-
dentifikasi dan menetapkan nilai-nilai inti yang ingin dijunjung tinggi 
oleh organisasi. Nilai-nilai ini bisa mencakup berbagai hal, seperti 
kejujuran, integritas, tanggung jawab sosial, keadilan, keberlanjutan, 
dan banyak lagi. Nilai-nilai ini harus menjadi dasar yang membimbing 
setiap keputusan dan perilaku dalam organisasi.

Penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa nilai-nilai 
yang dipilih bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga tecermin dalam 
tindakan sehari-hari. Nilai-nilai ini akan memberikan landasan moral 
yang kuat untuk seluruh anggota organisasi, serta menciptakan konsis-
tensi dalam kebijakan perusahaan dan meningkatkan kepercayaan baik 
di dalam maupun di luar organisasi.

2.	 Pengembangan kode etik yang komprehensif
Setelah nilai-nilai inti ditetapkan, langkah berikutnya adalah meran-
cang kode etik yang jelas dan komprehensif. Kode etik harus mencer-
minkan nilai-nilai yang telah ditetapkan dan memberikan panduan 
jelas tentang perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota organisasi. 
Kode etik ini tidak hanya mencakup pedoman perilaku yang tepat, 
tetapi juga harus mencakup contoh situasi yang mungkin dihadapi 
oleh karyawan dan bagaimana mereka harus bertindak sesuai dengan 
prinsip etika.

Kode etik yang efektif harus mudah dipahami, dapat diakses oleh 
semua anggota organisasi, dan relevan dengan konteks perusahaan. 
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Dalam beberapa kasus, organisasi perlu mengembangkan kode etik 
yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik departemen atau fungsi 
tertentu. Namun prinsip dasar seperti kejujuran, transparansi, dan 
tanggung jawab harus tetap dijaga agar kode etik tetap konsisten serta 
mendukung budaya organisasi yang sehat dan berintegritas (Mahmud, 
2024: 136).

3.	 Pelatihan dan pendidikan
Pelatihan dan pendidikan yang berkesinambungan adalah kunci dalam 
memastikan bahwa kode etik dan kebijakan yang beretika diterima 
serta diterapkan oleh seluruh anggota organisasi. Semua karyawan dari 
tingkat manajerial hingga staf harus diberi pelatihan yang memadai 
tentang kode etik dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Pelatihan 
ini akan membantu memahami implikasi dari kode etik tersebut dan 
bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari di 
tempat kerja.

Pelatihan yang efektif tidak hanya memberikan pengetahuan teori, 
tetapi juga perlu mencakup studi kasus yang relevan, di mana karyawan 
dapat menganalisis situasi dunia nyata yang mungkin dihadapi dalam 
pekerjaan. Diskusi tentang dilema etika yang dapat terjadi sangat 
penting untuk melatih karyawan dalam mengenali berbagai konflik 
nilai yang mungkin timbul, serta bagaimana cara mereka mengambil 
keputusan tepat dalam kondisi yang penuh tantangan. 

4.	 Komunikasi yang terbuka
Komunikasi yang terbuka sangat penting dalam penerapan kode etik 
dan kebijakan yang beretika. Organisasi harus memastikan bahwa 
semua anggota memiliki pemahaman jelas tentang kode etik dan 
kebijakan yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi 
rutin, seperti rapat, buletin internal, atau melalui platform digital 
yang memungkinkan anggota organisasi untuk mengakses informasi 
mengenai kode etik dan kebijakan.

Selain itu, organisasi juga perlu memberikan ruang bagi anggota 
untuk bertanya atau memberikan masukan terkait kebijakan yang ada. 
Komunikasi dua arah ini penting untuk menciptakan transparansi dan 
memastikan kode etik tetap relevan serta mudah diikuti. Dengan dialog 
terbuka, anggota merasa dihargai dan terlibat sehingga meningkatkan 
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kepatuhan dan menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dan 
dinamis.

5.	 Pemantauan dan penegakan
Untuk memastikan bahwa kode etik dan kebijakan diterapkan secara 
konsisten, organisasi perlu memiliki mekanisme pemantauan dan 
penegakan yang jelas. Pemantauan sebagai proses untuk memastikan 
tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pemantauan dapat dila-
kukan melalui berbagai cara, seperti membentuk komite etika yang 
bertugas mengawasi kepatuhan terhadap aturan yang melibatkan 
pengawasan internal untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran, 
serta menyediakan saluran pengaduan yang aman bagi karyawan 
(Handoko, 1995: 359).

Selain pemantauan, penegakan yang tegas terhadap kode etik 
juga menjadi aspek krusial dalam menjaga integritas organisasi. Setiap 
pelanggaran harus ditangani dengan serius dan adil agar tercipta ling-
kungan kerja transparan dan berlandaskan nilai-nilai etika. Konsistensi 
dalam penerapan kebijakan ini tidak hanya memperkuat komitmen 
organisasi terhadap standar moral yang tinggi, tetapi juga mening-
katkan kepercayaan dan rasa keadilan di antara karyawan yang akan 
berdampak positif terhadap budaya kerja dan reputasi organisasi.

6.	 Rekognisi dan penghargaan
Untuk mendorong kepatuhan terhadap kode etik, perusahaan dapat 
memberikan penghargaan kepada individu atau tim yang menunjuk-
kan perilaku beretika luar biasa. Penghargaan ini bisa berupa sertifikat, 
insentif, atau bentuk apresiasi lainnya yang memotivasi karyawan untuk 
tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Dengan adanya pengakuan 
ini, karyawan merasa dihargai atas integritas sekaligus mendorong 
rekan kerja lainnya untuk mengikuti contoh positif tersebut. 

Selain itu, penghargaan terhadap perilaku etis membantu memper-
kuat budaya etika dalam organisasi. Karyawan akan lebih terdorong 
untuk bersaing secara positif dalam menunjukkan sikap yang sesuai 
dengan prinsip etika, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih 
sehat dan adil. Dengan menegaskan bahwa perilaku etis dihargai, peru-
sahaan tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap standar moral, 
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tetapi juga membangun reputasi sebagai organisasi yang menjunjung 
tinggi integritas.

7.	 Peninjauan dan penyesuaian berkala
Organisasi perlu meninjau kode etik dan kebijakan secara berkala agar 
tetap relevan dengan perubahan lingkungan bisnis dan nilai-nilai yang 
dianut. Seiring berkembangnya teknologi, perubahan regulasi, dan 
munculnya isu sosial baru, kode etik harus disesuaikan untuk menca-
kup tantangan etika yang lebih kompleks. Peninjauan ini memastikan 
bahwa kebijakan yang diterapkan tetap efektif dalam membimbing 
perilaku karyawan serta menjaga integritas organisasi di tengah dina-
mika industri yang terus berubah. 

Selain menjaga relevansi, proses evaluasi ini juga menjadi kesem-
patan bagi organisasi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki aspek-
aspek kode etik yang mungkin kurang efektif. Dengan melakukan 
pembaruan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, 
organisasi dapat memperkuat kepatuhan terhadap nilai-nilai etika serta 
menciptakan budaya kerja yang lebih transparan dan bertanggung 
jawab. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas organisasi, 
tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar 
mendukung visi dan misi perusahaan dalam jangka panjang.

8.	 Kepemimpinan yang teladan
Pemimpin organisasi memiliki peran krusial dalam menciptakan dan 
menjaga budaya beretika dengan menunjukkan integritas dan komit-
men terhadap nilai-nilai etika dalam setiap aspek kepemimpinan. 
Teladan yang baik bukan hanya sekadar berbicara tentang pentingnya 
etika, tetapi juga membuktikannya melalui tindakan nyata. Dengan 
mematuhi dan mendukung kode etik yang ada, pemimpin dapat 
membangun kepercayaan serta memperkuat budaya kerja yang berlan-
daskan prinsip moral yang kuat. 

Kepemimpinan yang etis menginspirasi seluruh anggota organisasi 
untuk mengikuti jejak yang benar. Pemimpin harus berani mengam-
bil keputusan sulit meskipun tidak populer, asalkan sesuai dengan 
standar etika yang tinggi. Selain itu, mereka juga perlu memberikan 
arahan dan dukungan bagi karyawan yang menghadapi dilema etika 
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sehingga lingkungan kerja yang transparan dan bertanggung jawab 
dapat terus terjaga.

Dengan menerapkan strategi secara konsisten dan terus-menerus, 
organisasi dapat membangun budaya beretika yang akan menjadi bagian 
integral dari operasi sehari-hari. Budaya organisasi yang beretika bukan 
hanya tentang memiliki kode etik yang baik, tetapi juga tentang bagaimana 
memastikan bahwa nilai-nilai tersebut diintegrasikan dalam setiap aspek 
keputusan dan tindakan organisasi. Ketika organisasi berhasil membangun 
dan mempertahankan budaya beretika, mereka tidak hanya memperkuat 
reputasi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang adil, transparan, serta 
berkelanjutan bagi semua anggotanya.

Pelatihan dan Pendidikan Etika untuk Profesional
Pelatihan dan pendidikan etika untuk profesional merupakan suatu strategi 
penting dalam menghadapi tantangan etika dalam dunia bisnis. Etika bisnis 
mencakup seperangkat nilai dan prinsip yang digunakan oleh individu dan 
organisasi untuk menilai dan membimbing perilaku dalam konteks bisnis. 
Menurut Dessler (2006: 280), pelatihan merupakan proses mengajarkan 
keterampilan yang dibutuhkan karyawan untuk melakukan pekerjaannya.

Menurut Mangkunegara (2006: 50), pelatihan dapat diartikan sebagai 
suatu proses pendidikan jangka pendek yang dilakukan dengan prosedur 
sistematik dan terorganisir. Dalam pelatihan ini, pegawai nonmanajerial 
diberikan kesempatan untuk mempelajari pengetahuan serta keterampilan 
teknis yang diperlukan dalam pekerjaan dengan tujuan yang terbatas dan 
terfokus. Proses ini dirancang untuk memperlengkapi karyawan dengan 
kompetensi spesifik yang langsung diterapkan dalam tugas sehari-hari 
sehingga membantu meningkatkan kinerja dan produktivitas di tempat 
kerja.

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan bukan-
lah sebuah tujuan, melainkan suatu alat yang digunakan oleh manajemen 
untuk mencapai tujuan perusahaan. Pelatihan merupakan upaya yang 
dilakukan oleh pimpinan tertinggi terhadap karyawan untuk meningkatkan 
kompetensi dalam berbagai aspek pekerjaan. Dengan adanya pelatihan 
yang berkesinambungan, perusahaan dapat memastikan bahwa karyawan 
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memiliki keterampilan, sikap, tingkah laku, serta pengetahuan yang sesuai 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berubah. 

Pelatihan etika bagi profesional menjadi sangat penting untuk 
membantu mengidentifikasi dan menghadapi dilema etika yang mungkin 
muncul dalam dunia bisnis. Tantangan etika yang sering muncul melibat-
kan keputusan yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan bisnis, 
tetapi juga melibatkan tanggung jawab sosial, kejujuran, integritas, dan 
keadilan. Beberapa manfaat utama dari pelatihan etika untuk profesional 
adalah sebagai berikut.
1.	 Pemahaman nilai-nilai etika

Pelatihan etika membantu profesional memahami nilai-nilai dasar yang 
membentuk perilaku bisnis bertanggung jawab. Ini mencakup nilai-
nilai seperti kejujuran, integritas, transparansi, tanggung jawab sosial, 
keadilan, dan rasa hormat terhadap hak asasi manusia. Pemahaman 
mendalam tentang nilai-nilai ini dapat membimbing profesional dalam 
membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, 
tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial yang tinggi (Mahmud, 
2024: 138).

2.	 Peningkatan kesadaran terhadap dilema etika
Dalam lingkungan bisnis, sering kali profesional dihadapkan pada 
situasi yang menantang, di mana keputusan yang diambil dapat menim-
bulkan konflik antara kepentingan bisnis dan nilai-nilai etika. Pelatihan 
etika meningkatkan kesadaran tentang dilema etika yang mungkin 
dihadapi, serta mempersiapkan profesional untuk mengenali tanda-
tanda potensi konflik serta bagaimana menghadapinya dengan bijak-
sana dan sesuai dengan prinsip etika yang diterima secara umum.

3.	 Pengembangan keterampilan pengambilan keputusan etis
Pelatihan etika mengajarkan keterampilan dalam pengambilan kepu-
tusan yang beretika. Para profesional dilatih untuk mengidentifikasi 
berbagai opsi yang ada, menganalisis konsekuensi dari setiap pilihan 
yang tersedia, dan memilih tindakan paling sesuai dengan prinsip etika 
berlaku. Keterampilan ini penting karena dalam dunia bisnis peng-
ambilan keputusan etis dapat memengaruhi reputasi perusahaan dan 
hubungan jangka panjang dengan klien serta pemangku kepentingan 
lainnya.
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4.	 Studi kasus dan simulasi
Salah satu metode pelatihan yang efektif adalah dengan mengguna-
kan studi kasus dan simulasi yang menempatkan profesional dalam 
situasi yang serupa dengan tantangan etika yang dihadapi di dunia 
nyata. Dengan cara ini, profesional dapat menguji pengetahuan dan 
keterampilan dalam menangani dilema etika secara praktis. Melalui 
pendekatan ini, mereka dapat belajar bagaimana merespons situasi 
etika yang kompleks dengan cara mengutamakan nilai-nilai etika dan 
integritas.

5.	 Etika dalam komunikasi dan hubungan interpersonal
Etika tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan dalam situasi 
bisnis yang kompleks, tetapi juga berperan dalam komunikasi dan 
hubungan interpersonal. Pelatihan etika mengajarkan profesional 
untuk berkomunikasi dengan cara yang jujur, terbuka, dan saling 
menghormati dalam setiap interaksi, baik dengan rekan kerja, klien, 
maupun mitra bisnis. Kemampuan untuk berkomunikasi secara etis 
akan memperkuat hubungan profesional dan memperbaiki atmosfer 
kerja secara keseluruhan.

6.	 Membangun kepemimpinan etis
Kepemimpinan yang beretika sangat penting dalam membentuk 
budaya organisasi yang sehat dan produktif. Pelatihan etika membantu 
membangun kepemimpinan yang memimpin dengan integritas, 
memberi contoh yang baik melalui perilaku, serta mempromosi-
kan budaya organisasi yang beretika. Pemimpin yang beretika dapat 
menciptakan lingkungan kerja yang mendorong semua anggota tim 
untuk berperilaku secara etis sehingga tercipta kepercayaan yang kuat 
antara pimpinan dan karyawan.

7.	 Pengelolaan konflik etis
Konflik etis sering kali muncul di tempat kerja ketika terdapat perbe-
daan pandangan tentang apa yang dianggap benar atau salah. Pelatihan 
etika memberikan keterampilan dalam mengelola konflik-konflik etis 
ini, baik dengan cara mediasi antarpihak yang terlibat maupun dengan 
cara menemukan solusi yang mengakomodasi nilai-nilai etika yang 
berlaku. Kemampuan untuk menangani konflik etis secara efektif akan 
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menjaga keharmonisan dalam tim dan mencegah eskalasi masalah yang 
dapat merusak reputasi organisasi.

8.	 Pemahaman kode etik dan kebijakan organisasi
Setiap organisasi biasanya memiliki kode etik dan kebijakan inter-
nal yang mengatur perilaku profesional di dalamnya. Pelatihan etika 
memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kode etik dan kebi-
jakan tersebut, serta mengingatkan profesional tentang pentingnya 
mematuhi standar etika yang telah ditetapkan. Memahami dan meng-
ikuti kode etik perusahaan tidak hanya memastikan bahwa keputusan 
yang diambil sesuai dengan standar etika, tetapi juga melindungi 
integritas dan reputasi organisasi (Mahmud, 2024: 139).

Dengan mengintegrasikan pelatihan dan pendidikan etika ke dalam 
budaya organisasi, profesional akan lebih siap untuk menghadapi tantangan 
etika bisnis yang semakin kompleks. Organisasi yang mengutamakan pela-
tihan etika dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan, adil, 
dan bertanggung jawab, serta memperkuat citra perusahaan di mata publik. 
Selain itu, profesional yang terlatih dengan baik dalam etika bisnis akan lebih 
mampu membuat keputusan yang memprioritaskan nilai-nilai etika dan 
kepentingan jangka panjang organisasi. Hal ini menciptakan keuntungan 
yang berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip moral.
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